














































































































pemotretan dengan sensor Light Detection and Ranging (LIDAR) atau dengan citra
satelit inSAR (interferometric synthetic aperture radar). LIDAR selama ini dinilai
paling efisien untuk menjangkau area yang luas dalam waktu relatif cepat dengan
representasi keadaan permukaan lahan secara utuh dan sangat rinci. Hasil analisis
model elevasi permukaan tanah dapat dijadikan sebagai landasan penentuan
zonasi peruntukan ke depan, dan mengubah kondisi yang ada pada saat ini bila
tidak selaras dengan zonasi yang dikehendaki. Pada tingkat operasional sangat
dibutuhkan peta lahan gambut detail dan peta topografi yang dapat menyajikan
topografi permukaan bumi, batas kubah gambut, pola pengaliran air, dan kanal.
Contoh Peta permukaan elevasi digital untuk suatu KHG disajikan pada Gambar
25.

Peta Model Permukaan Digital LIDAR
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Gambar 2. 5 Contoh Peta Model Permukaan Digital LIDAR KHG Pulau Tebing Tinggi

Setelah pelaksanaan rencana penataan dan restorasi dilakukan, BRG bertanggung
jawab untuk melakukan koordinasi dan pengendalian restorasi gambut. Dalam hal
ini, peta kerja dapat berevolusi menjadi peta pengendalian kerja restorasi.
Pengintegrasian data spasial skala besar/resolusi tinggi antara data dari: (a)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK): (b) Kementerian Agraria
dan Tata Ruang /BPN: (c) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR); (d) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN); (e)
Kementerian Pertanian; dan (f) Badan Informasi Geospasial (BIG). Sesuai dengan
amanat Perpres No. 1/2016, pengintegrasian data rinci perlu untuk mendukung
amanat restorasi. Hal ini masih menjadi tantangan, karena kelengkapan dan
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ketersediaan data untuk satu KHG dari beragam institusi tersebut sangat jarang
terpenuhi.

Di samping itu, dalam rangka mendukung pengendalian kerja restorasi, data
spasial yang bersifat dinamis misalnya penggunaan data satelit tutupan dan
kondisi lahan (misalnya citra Spot, Sentinel-1, Sentinel-2) dan data laporan
masyarakat berbasis lokasi perlu dioptimalkan untuk mendukung tugas fasilitasi
dan koordinasi dalam penataan ekosistem gambut berbasis KHG yang diemban
oleh BRG.

2.3.3. Data Hidrotopografi dan Neraca Air

Informasi hidrotopografi memuat data tentang tinggi permukaan air musiman di
sungai dan di lahan yang berkorelasi dengan tinggi permukaan elevasi tanah dalam
satu kesatuan hidrologis gambut. Untuk mendapatkan data ini selain peta
topografi rinci, diperlukan data pengukuran tinggi muka air sungai atau muara dan
tinggi permukaan air pada kanal apabila terdapat pembukaan kanal dalam satu
KHG. Untuk melakukan pengukuran tinggi permukaan sungai dan muara dapat
dilakukan pengamatan pasang surut. Data hidrotopografi tersebut sangat
diperlukan dalam menentukan tipe lahan gambut, pola aliran permukaan serta
akumulasi air pada permukaan tanah.

Selain itu, sangat ideal dalam memulai kegiatan restorasi gambut, data terkait
ketersediaan air, kebutuhan air dan kehilangan air, data untuk keperluan
perhitungan neraca air, cadangan air, curah hujan dapat tersedia dalam satu KHG.
Data tersebut dapat dikumpulkan, minimal melalui sampling, terkait volume dan
pola aliran ke dalam dan aliran ke keluar, jumlah rerata curah hujan dalam satu
kawasan, rerata hari tanpa hujan dalam setahun, serta jenis dan kematangan
gambut dalam satu KHG. Hal ini dapat digunakan untuk mendukung perhitungan
neraca air yang menyeluruh dan representative dalam satu KHG yang harus
direstorasi. Pembahasan lebih detil terkait jenis data dan metode pengumpulan
data terkait neraca air disajikan pada Sub Bab 3.4.

2.3.4. Peta batas hak atau izin penguasaan lahan

Peta status administrasi atau peta batas penguasaan dan pemanfaatan lahan yang
beragam telah diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di masa
lalu. Misalnya pada kawasan hutan, selain terdapat suaka margasatwa, hutan
lindung terdapat izin dalam kawasan hutan misalnya Hak Penguasaan Hutan
(HPH), Hutan Tanamana Industri (HTI), izin eksplorasi pertambangan untuk di luar
kawasan hutan misalnya terdapat Hak Guna Usaha, izin perkebunan. Peta batas
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wilayah pemberian izin atau pemberian hak oleh pemerintah pusat dan daerah
diperlukan dikarenakan izin dan hak yang berbeda-beda yang diberikan kepada
pemerintah, badan usaha dan masyarakat berada dalam satu KHG yang sama.

2.4. Rencana Tata Ruang Wilayah (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota)
Ketentuan penataan ruang berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang mengatur bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem,
fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis
kawasan. Selanjutnya, penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan dibagi
menjadi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung salah satunya
adalah kawasan yang memberikan pelindungan kawasan di bawahnya, antara lain,
kawasan bergambut (Pasal 5 Ayat (2) UU No. 26 Tahun 2007). PP No. 26 Tahun
2008 jo. PP No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
selanjutnya menetapkan kriteria kawasan gambut yang dimaksud adalah kubah
gambut dan gambut dengan ketebalan tiga meter atau lebih yang terdapat di hulu
sungai atau rawa ( Pasal 55 ayat (2) PP No. 13 Tahun 2017).

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, proses integrasi kawasan
lindung gambut dalam RTRW dilakukan melalui penetapan fungsi ekosistem
gambut, yang selanjutnya diacu dalam penyusunan dan peninjauan rencana tata
ruang wilayah beserta rencana rincinya. Hingga saat ini, PP No. 26 Tahun 2008 jo.
PP No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional belum
menetapkan fungsi ekosistem gambut dalam lampirannya.

Pengadaan data dasar berupa peta gambut rinci (yang tersaji pada skala 1:50.000)
dan peta bentang lahan yang mencerminkan topografi rinci, tataguna lahan, sarana
dan prasarana wilayah cukup sulit pengadaannya di daerah (Provinsi dan
Kabupaten/Kota) mengingat harganya yang cukup mahal dan pengadaannya juga
memerlukan syarat-syarat khusus untuk setiap KHG. Terlebih lagi, pengolahan
dan interpretasi data tersebut memerlukan keahlian khusus hingga mencapai
RPPEG (Rencana pengelolaan dan perencanaan ekosistem gambut) berbasis KHG.
Dengan pertimbangan hal di atas, perencanaan untuk KHG sampai dengan tahap
SID sebaiknya tetap berada di aras Pusat agar terlaksana dan terkoordinasi dengan
lebih baik.
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2.5. Birokrasi

BRG RI merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan
koordinasi dan fasilitasi restorasi gambut, BRG RI diberi kewenangan untuk
melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi K/L sektor lainnya, antara
lain Menteri LHK, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, Menteri
Penataan Ruang/BPN, Menteri Perencanaan Pembangunan/ Bappenas, dan
instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, BRG RI juga didukung oleh
kelompok ahli dan tim pengarah teknis. Tim Pengarah Teknis BRG RI terdiri dari
para gubernur di tujuh provinsi target prioritas, para pejabat eselon 1
kementerian/lembaga terkait, sekretaris wakil presiden, dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan. Selanjutnya, para gubernur yang tergabung dalam Tim
Pengarah Teknis dimandati untuk menunjuk dan menetapkan pejabat di
bawahnya sebagai Tim Restorasi Gambut Daerah untuk membantu memperlancar
pelaksanaan tugas dan fungsi BRG RI. Oleh karenanya, BRG Rl memiliki rentang
koordinasi baik secara horizontal maupun vertikal.

Pelaksanaan restorasi gambut berbasis KHG yang dalam satu KHG terdiri dari
berbagai aktor penguasaan lahan atau pemegang kewenangan berimplikasi pada
perlunya koordinasi BRG RI dengan berbagai instansi. Salah satu tantangan besar
yang dihadapi oleh BRG RI adalah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi
terkait, baik secara horizontal maupun vertikal agar memiliki keselarasan visi atau
tujuan, rencana, program dan kegiatan dalam pelaksanaan restorasi gambut di
tengah berbagai agenda dari tiap-tiap instansi. Oleh karenanya, diperlukan
instrumen koordinasi yang cukup kuat. Salah satunya adalah rencana restorasi
gambut yang mencerminkan rencana dan kegiatan masing-masing aktor dalam
mendukung keberhasilan restorasi gambut secara terukur. Restorasi gambut juga
perlu menjadi bagian dari kebijakan rencana pembangunan di setiap instansi.

2.6. Status Administrasi Penguasaan Lahan

Berdasarkan kajian dalam penyusunan rencana restorasi gambut, BRG RI telah
menemukan bahwa pada areal target restorasi gambut telah terdapat berbagai
aktor dan status penguasaan lahan. Seluas 1,4 juta hektare atau 56% dari target
restorasi gambut merupakan areal yang telah dibebani oleh izin atau konsesi, baik
di fungsi lindung ekosistem gambut maupun budi daya. Areal yang berada dalam
penguasaan atau kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah adalah seluas
689.000 hektare atau sekitar 28% dari total target.
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Areal yang berada dalam penguasaan masyarakat seluas 396.000 hektare atau
sekitar 16% dari total. Lebih rinci situasi penggunaan lahan dapat dilihat dalam
Gambar 3 berikut.

Status Penguasaan Lahan dalam Target Restorasi Gambut
(Total 2.5 Juta Ha)
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Grafik 2. 1 Grafik Status Penguasaan Lahan dalam Target Restorasi Gambut

Melihat ilustrasi Grafik 2.1, pelaksanaan restorasi gambut tentu memerlukan
keterlibatan berbagai aktor pemangku kepentingan, yaitu pihak-pihak yang
berwenang atau menguasai lahan tersebut. Pemerintah, pemerintah daerah,
pemegang izin atau konsesi, dan kelompok masyarakat merupakan aktor kunci
dalam pelaksanaan restorasi gambut. Perencanaan restorasi gambut perlu
mempertimbangkan keberadaan, peran, dan tanggung jawab para aktor tersebut
sehingga rencana restorasi gambut merupakan perencanaan bersama dan dapat
dilakukan secara terintegrasi, pada setiap KHG target. Dengan demikian, rencana
restorasi gambut juga diharapkan mampu mencerminkan rencana dan kegiatan
tiap-tiap aktor dalam mendukung keberhasilan restorasi gambut.
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BAB I
PERENCANAAN RESTORASI PEMBASAHAN KEMBALI KESATUAN
HIDROLOGI GAMBUT

Perencanaan pembasahan kembali diperlukan data penting yaitu, data ketebalan
gambut dan macam substratumnya, topografi lahan, dan keadaan permukaan.
Semua data ini menjadi kunci penentuan kawasan fungsi lindung dan fungsi budi
daya, berdasarkan perhitungan neraca air.

3.1. Pemetaan Tanah untuk Menghasilkan Berbagai Sifat Peta Gambut

3.1.1.  Prinsip dasar pemetaan tanah

Keberhasilan suatu kegiatan dan pelaksanaan bangunan infrastruktur
pembasahan lahan gambut sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang dan
akurat. Ketersediaan data gambut yang diterbitkan oleh Balai Besar Litbang
Sumber Daya Lahan Pertanian pada tahun 2011 (Ritung et. al., 2011), berskala
1:250.000. Pada tingkat nasional data ini dipakai untuk membuat peta KHG, yang
dinyatakan sebagai peta indikatif. Peta indikatif KHG ini tidak dapat dijadikan
dasar untuk penetapan fungsi, tetapi lebih berperan sebagai informasi awal untuk
kegiatan perencanaan dalam luasan yang besar.

Hierarkhi pemetaan tanah mengikuti kaidah sistem pemetaan internasional yang
dikemas oleh Soil Survey Manual (SS Staff, 1993) pada berbagai skala pemetaan.
Peta skala 1:50.000 digunakan untuk perencanaan pengembangan wilayah,
kelayakan suatu usaha pemanfaatan, atau usaha perbaikan dari kondisi aktual
menuju ke kondisi potensialnya. Sistem ini juga diterapkan di Indonesia,
khususnya untuk pengembangan transmigrasi, baik di lahan kering maupun lahan
basah pada periode 1973-an yang telah menggunakan sistem transek dengan
mempertimbangkan sebaran titik pengamatan lapangan berdasar ada tidaknya
interpretasi foto udara. Untuk lahan rawa telah ada penetapan distribusi
pengamatan berdasar transek yang arahnya tegak lurus dengan sungai utama.
Jarak antartransek 2 km dan jarak pengamatan di transek adalah 500 m (0,5 km).
Dengan demikian, 1 pengamatan mewakili areal 100 ha (kegiatan P4S, PU). Kalau
dipakai sistem grid penuh dengan kerincian 1 cm? ada 1 pengamatan, berarti untuk
skala 1:50.000 hanya meliputi areal 25 ha. Akan tetapi, perkembangan ilmu
memungkinkan dibuatnya delineasi satuan lahan (land unit) berdasar atas
kesamaan faktor-faktor pembentuk tanah, misalnya berada pada satuan bentang
lahan yang sama, satuan geologi yang sama, dan informasi sekunder lainnya yang
dapat dipakai sebagai dasar pembuatan satuan lahan tersebut.
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Tabel 3.1 menunjukkan bahwa untuk pemetaan tanah skala 1:50.000 dengan
keberadaan kenampakan bentang lahan dari interpretasi foto udara yang saat ini
digantikan dengan radar (khususnya LIDAR), sangat dapat dipakai untuk
mengurangi jumlah titik pengamatan lapangan. Untuk luasan 100 ha, jumlah titik
pengamatan berkisar 1.6—2.0 titik. Artinya, setiap titik mewakili 62.5-500 ha.
Semakin baik informasi keragaman muka lahan (untuk gambut adalah peta
topografi dengan beda kontur 1 m atau kurang, tata guna lahan, sistem aliran air
baik berupa sungai maupun kanal (alami/buatan) maka dapat dibuat satuan lahan
yang dijadikan dasar unuk mengurangi jumlah pengamatan. Bila menggunakan
angka 0.5 titik untuk 100 ha, setiap titik akan mewakili 250 ha. Tentu saja, perlu
ditentukan pola distribusi titik-titik tersebut sehingga akan mewakili setiap satuan
lahan yang dijabarkan dari interpretasi radar tersebut.

Tabel 3. 1 Contoh Panduan Pemetaan Tanah versi Soil Survey Staff, 1993

P Observasi/100ha Skala
Bentuk Peta | Skala Peta Peruntukan ¢ Tanpa Dengan
utama Radar
Radar Radar
e Survei untuk ujuan
penelitian, areal
Tunggal 1:10.000 percontohan 1:10.000
e Survei untuk Rinci 25-200 -
perencanaan rinc
Kompleks | ).50000 | * Surveiuntukproyek| — Tinjau- 1-8 02-16 1:20.000
atau asosiasi e Survei regional mendalam
o 1:200.000 | e SHer' Nasional Tinjau- 1:20.000
Asosiasi - e Tinjau untuk areal umum - 001-01 1:50.000
1:250.000 yang luas e
. . e Survei untuk Bagan/ 1:50.000
Asosiasi 1:500.000 invntarisasi umum skematik - 0,001-0,01 1:70.000
e Survei bagan
naS|0r?aI 1:70.000
. e Survei .
Asosiasi 1:1.000.0 . Eksplorasi - - 1:500.00
perbandingan
00 0
antar negara
(Internasional)

Terjemahan bagian dari: Soil Survey Manual, FAO, 1992; Soil Survey Staff, USDA. 1993

Pemetaan tanah ini diperlukan BRG. Perencanaan wilayah, pemetaan dan zonasi
kawasan lindung dan kawasan budi daya gambut yang ditugaskan pada Deputi 1
memerlukan data detail sebagai dasar perencanaan kegiatan restorasi
pembasahan kembali. Peranan peta dasar skala 1:50.000 antara lain adalah untuk:
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a) penentuan ekosistem gambut fungsi lindung dan fungsi budi daya, dan
b) menunjang perencanaan (RPPEG), yang dilanjutkan ke SID dan akhirnya
menyepakati DED suatu infrastruktur pembasahan lahan di KHG/subKHG target.

Pada saat ini Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Keppres Nomor 20 Tahun
2018 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial
melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta merupakan langkah sangat tepat dalam
mendorong pemetaan gambut secara nasional dengan skala 1:50.000. Badan
Informasi Geospasial menjadi badan terdepan dalam melakukan koordinasi
pemetaan gambut, dengan BBSDLP sebagai wali data. Akan tetapi, kecepatan
aktivitas pembangunan di lahan gambut tidak dibarengi dengan ketersediaan peta
dasar ketebalan gambut rinci yang tersaji pada skala 1:50.000 sehingga beberapa
pemilik lahan gambut mengembangkan metode pemetaan ketebalan gambut
dengan menggunakan teknologi inderaja terkini dan teknologi lainnya.

Beberapa pendekatan pemetaan ketebalan gambut yang dilakukan adalah sebagai
berikut.

a. Kegiatan pemetaan gambut di Sumatera Selatan, antara lain, dilakukan oleh
South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) pada tahun 2005,
dengan mengembangkan metode pengukuran sebaran dan ketebalan
gambut pada 3 bentang lahan di Kabupaten OKI dan Musi Banyuasin.
Metode penentuan lokasi dan sebaran gambut dilakukan berdasarkan data
penutupan lahan yang diambil dari “Landsat ETM Images”, dan kubah
gambut diambil dari “SRTM Digital Model”. Jalur dan titik pengamatan
sebaran dan ketebalan gambut dilakukan pada satu transek memanjang dari
satu sisi ke sisi lain bentang lahan. Jarak pengamatan antartitik adalah sekitar
500 meter (Gambar 3.1).
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Gambar 3. 1 Titik Pengamatan Ketebalan Gambut di Lahan Gambut Sepucuk, OKI, dan
Muara Medak, Muba (Laporan Peat Dome Mapping and Analysis, SSFFMP.
2005)

b. Metode Pemetaan Gambut di BRG berdasarkan Permen LHK.14/MenLHK/
Setjen/ KUM.1/2/2017. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
membuat peraturan untuk metode pemetaan ketebalan gambut
No.P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi
dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut. Penerapan metode ini dilakukan
pada kegiatan BRG di Sumatera Selatan pada 2 KHG, seperti disajikan pada
Gambar 3.2. Kegiatan pemetaan gambut di Sumatera Selatan yang dilakukan
BRG pada 2 KHG ialah KHG Sugihan Saleh dan KHG Cawang Lalan. Pada
kegiatan ini citra Landsat ETM digunakan untuk mengetahui tutupan lahan
dan mengetahui potensi sebaran dan ketebalan gambut di setiap bentang
lahan. Pengamatan ketebalan gambut dilakukan dengan pengeboran pada
setiap titik pengamatan yang telah ditentukan koordinatnya. Titik
pengamatan ketebalan gambut dilakukan secara sistematis dengan jarak
setiap 500 meter. Dalam kegiatan ini jumlah titik pengamatan sangat besar
yang disesuaikan dengan ukuran KHG.
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Gambar 3. 2 Titik Pengamatan Ketebalan Gambut di KHG Sugihan Saleh dan KHG
Cawang Lalan (BRG, 2017)

c. Metode Pemetaan Ketebalan Gambut di Kegiatan Indonesian Peat Prize
Tahun 2018. Metode pemetaan gambut yang dilakukan pada IPP (Indonesian
Peat Prize), yang dikordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), telah
selesai dilakukan pada tahun 2018. Tujuan utama kegiatan IPP adalah untuk
menemukan metode pemetaan ketebalan lahan gambut di Indonesia yang
terbaik dilihat dari akurasi, keterjangkauan, kecepatan, kemudahan,
skalabilitas, dan penyesuaian. Penetapan metode pemetaan gambut skala
1:50.000 sangat penting bagi Indonesia untuk melaksanakan PP 71 Tahun
2014 Jo PP 57 Tahun 2016. Metode yang terpilih merekomendasikan
penggunaan citra resolusi menengah dan tinggi dan data elevasi topografis
SRTM/WorldDEM DTM (Gambar 3.3.).

Gambar 3. 3 Peta Lokasi dan Ketebalan Gambut di Bengkalis (IPMT, 2018)
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3.1.2. Pemilihan Metode Pemetaan Gambut untuk Pemetaan di Masa
Mendatang

Pelaksanaan restorasi gambut di tujuh provinsi prioritas dilakukan berdasarkan
hasil pemetaan dan inventarisasi yang terlebih dahulu dilakukan. Data KHG se-
Indonesia sudah dibuat KLHK (Gambar 3.4). BRG melaksanakan pemetaan dan
inventarisasi yang melibatkan berbagai pihak dan mitra serta mendasarkan pada
data resmi yang sudah ada dari berbagai pihak dan mitra, seperti kementerian atau
lembaga pemerintahan terkait, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan,
dan pendataan langsung ke lapangan. Pemetaan dan inventarisasi dilakukan untuk
mendapatkan peta indikatif prioritas restorasi per provinsi. Kegiatan restorasi
pada ekosistem gambut harus dilaksanakan berbasis KHG, yang suatu KHG itu
dapat merupakan kombinasi lahan gambut dan lahan nongambut. Maka dari itu,
target 2 juta hektare tersebut dapat difokuskan pada KHG target restorasi.

Dari 865 KHG yang ditetapkan oleh KLHK melalui SK Kementerian LHK No. 129
sebagai KHG nasional, selanjutnya oleh BRG ditetapkan 106 KHG prioritas pada
7 provinsi berdasarkan kriteria keberadaan gambut dan kejadian kebakaran. Total
luas 106 KHG prioritas adalah 9,2 juta hektar. BRG mulai tahun 2016 sampai
dengan 2017 diberi target menyelesaikan restorasi ekosistem gambut seluas 1
juta hektare. BRG pada tahun 2017 melakukan pemetaan ketebalan gambut pada
12 KHG tertentu untuk mendukung kegiatan tahun 2018 dengan mengacu pada
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem
Gambut, dan selanjutnya prioritas pemetaan pada beberapa KHG dilakukan
dengan menggunakan Metode Indonesian Peat Prize.
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Gambar 3. 4 Peta KHG di Indonesia yang Diterbitkan oleh KLHK

3.2. Pemetaan Bentang Lahan (Topografi)

Digital Terrain Model (DTM) berperan penting dalam pembuatan peta rencana
restorasi gambut. DTM merepresentasikan tinggi permukaan bumi yang berasal
dari DEM (Digital Elevation Model) hasil penyiaman permukaan bumi dengan
pesawat udara (airborne) atau satelit (spaceborne). DEM yang paling umum
digunakan dalam menghasilkan peta lahan gambut Indonesia adalah SRTM (Shuttle
Radar Topography Mission). Data SRTM adalah representasi permukaan bumi.
Hampir semua permukaan dunia dipetakan menggunakan Space Shuttle Endeavour
pada tahun 2000 selama 11 hari. DEM dari SRTM dapat digunakan untuk
menghasilkan peta rupa bumi resolusi sedang atau skala menengah (misalnya skala
1:50.000 atau lebih rendah).

Sebagai hasilnya, permukaan bumi daerah tinggi atau rendah di gambut tidak
dapat digambarkan secara akurat, misalnya untuk ditampilkan di atas peta skala
besar (contohnya peta skala 1:2.500) atau diresolusi lebih tinggi (misalnya contoh
jarak di permukaan bumi lebih dari 5 m) ketika data diperbesar, gambar permukaan
bumi hasil SRTM akan berkualitas rendah. Kelemahan dari SRTM adalah
resolusinya terlalu kasar (tersedia resolusi spasial 90 m pada cakupan hampir
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seluruh dunia dan resolusi spasial 30 m di beberapa daerah). Selain itu, akuisisi
data yang dilakukan pada tahun 2000, pada konteks perencanaan restorasi
gambut, representasi topografi terbaru tidak dapat diwakili. Untuk melengkapi
data topografi ini, salah satu alternatif terbaik adalah penggunaan teknologi
LIDAR.

LIDAR yang merupakan singkatan dari Light Detection and Ranging merupakan
metode akuisisi data geospasial menggunakan cahaya laser yang teratur untuk
mengukur rentang (variabel jarak) ke bumi. Jarak diukur dari sensor laser ke
permukaan bumi yang dikombinasikan dengan data lain yang direkam oleh sistem
udara yang teliti, permukaan tiga dimensi yang merepresentasikan bentuk bumi
dan karakteristiknya.

Sistem pemotretan LIDAR dari udara memungkinkan pengguna untuk membuat
analisis mengenai lingkungan alam dan buatan manusia di atas permukaan bumi
dengan akurasi dan presisi. Penginderaan jauh optik pasif cocok untuk
menggambarkan tutupan vegetasi horizontal. Sensor aktif seperti LIDAR dapat
diandalkan untuk menghasilkan tutupan vegetasi secara vertikal dan representasi
nyata permukaan di bawahnya. Menurut publikasi terbaru mengenai penggunaan
sensor LIDAR, akurasi vertikal yang dapat diberikan oleh pemetaan LIDAR sampai
dengan 20-40 centimeter sehingga cocok digunakan untuk menghasilkan peta
skala besar (contohnya 1:5.000 sampai 1:2.000).

LIDAR adalah teknologi pengukuran jarak dari alat sensor LIDAR ke bidang
permukaan objek dengan menggunakan pulsa laser. Restorasi gambut erat
kaitannya dengan menata ulang pemanfaatan ruang (yang sudah terganggu oleh
kehadiran kanal dan bukaan lahan) berdasar topografi. Parameter fisik lahan
terkait hal berikut diperlukan: (1) kemiringan, aliran air, elevasi pada level tapak

Data LIDAR (plus citra orthophoto) yang dihasilkan dari misi survei LIDAR, merupakan
teknologi survei pemetaan terkini yang paling efisien untuk memberikan data X,Y,Z
tentang kondisi lahan untuk keperluan operasional dan engineering.

bukan sekadar landscape; (2) kondisi aktual kanal dan pengeringan (dimensi,
densitas). Data elevasi topografi (Digital Elevation Model - DEM) yang dihasilkan
dari LIDAR dibutuhkan untuk pemodelan hidrologi. Kegunaan DEM LIDAR antara
lain untuk: (1) menghitung cadangan air, simulasi neraca air; (2) menentukan badan
air pada landskap; (3) menentukan SHC (Surface Hydrological Connectivity / Stream
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Connectivity, surface flow path, runoff, dan area genangan; dan (4) menentukan
indeks kebasahan.

Untuk kegiatan restorasi dan pemantauan restorasi, perencanaan penutup kanal
atau yang lain memerlukan informasi detail dan ini bisa didapatkan dari LIDAR.
Target utama pengelolaan lahan gambut adalah menahan air agar lahan tidak
kering pada musim kering. Untuk mendukung kebutuhan tersebut diperlukan data
dasar berupa topografi detail lahan, foto udara kondisi lingkungan, dan peta
pemanfaatan lahan. Pada pekerjaan restorasi gambut, untuk menerapkan amanat
restorasi ruang (zonasi) dan restorasi tata kelola air sehingga lahan menjadi basah
saat kemarau dan perencanaan vegetasi, diperlukan peta teknis yang mampu: (1)
menjawab kebutuhan data terhadap parameter fisik di atas; (2) dijadikan dasar
operasional aspek water management pada level tapak/petak lahan; dan (3) diolah
untuk menghasilkan detail engineering design pekerjaan konstruksi lapangan.

Saat ini sudah diperoleh fakta bahwa data hasil LIDAR konvensional full coverage
ketika dibandingkan dengan survei terestris masih kalah tingkat akurasinya dan
kedetailannya. Bisa disimpulkan bahwa dengan cara full coverage dengan
pengamatan minimum 8 titik per m?, data LIDAR masih memiliki kekurangan,
terlebih lagi menggunakan cara strip. Cara strip optimal untuk menghasilkan DEM
satu landscape yang diasumsikan lahan homogen.

Full coverage atau wall to wall lidar mapping: memenuhi ekspektasi /requirement
pekerjaan restorasi lahan gambut berupa reverse engineering untuk membuat
fungsi lahan gambut yang sudah dicacah dengan kanal dapat pulih kembali untuk
menyimpan air. Stripping  lidar ~ mapping: memenuhi sebagian
ekspektasi/requirement pekerjaan restorasi lahan gambut, yaitu mengetahui pola
dan kecenderungan landscape lahan, tetapi tidak mungkin untuk
merepresentasikan secara homogen keseluruhan landscape yang dipetakan pada
level yang air itu berpotensi menggenang 40--100 cm dapat terdeteksi pada satu
kesatuan hamparan (Tabel 3.3).
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Selain untuk pemetaan topografi kubah gambut, LIDAR juga dapat berguna untuk
melakukan analisis kondisi aktual hidrotopografi dan jaringan kanal yang ada di
lahan gambut. Data LIDAR dapat merepresentasikan lebar dan kedalaman kanal
secara akurat. Profil jaringan saluran air dapat digunakan untuk menilai kesesuaian
kondisi hidrolik terhadap penurunan muka tanah dan risiko banijir.

Tingkat kebasahan kawasan hidrologi gambut dapat disimulasikan berdasarkan
kondisi terkini aliran permukaan. Pola pengaliran terlebih untuk area yang sudah
terdapat jaringan kanal mencakup kedalaman dan dimensi kanal, tinggi permukaan
air saat pemotretan, data curah hujan lokasi, tinggi muka air tanah kawasan dan
lokasi outlet/pintu air, serta sekat yang sudah ada. Dari potret foto udara yang ada
dapat ditentukan jenis tutupan lahan dan jenis tanaman yang ada. Dari informasi
jenis tutupan lahan dan kombinasi dengan data meteorologi, hidrologi, dan
sampling data lapangan dapat dihitung layanan dan kebutuhan air dari kanal dalam
periode musim hujan dan musim kering untuk selanjutnya membuat estimasi risiko
kekeringan yang akan dialami oleh kawasan hidrologis gambut. Terlebih lagi, pada
saat ini sudah diperoleh peta bekas kebakaran sehingga asumsi risiko kekeringan
dan terbakar akan lebih mudah dibuat.

Ketika data DEM sangat diperlukan untuk restorasi gambut, penggunaan DEM
resolusi tinggi dengan LIDAR terbukti menjadi sumber data yang paling efsien
untuk menghasilkan peta elevasi lahan/DTM rinci (misalnya dibandingkan dengan
survey topografi secara teristris). Mengingat biaya untuk pemetaan LIDAR masih
tinggi, alternatif akuisisi data dapat menggunakan SAR Interferometric seperti
Tandem-X dari TerraSAR-X yang menjanjikan akurasi vertikal yang lebih baik dari
2 meter (misalnya HRTI level 3) dapat dipertimbangkan. Beberapa produk citra
satelit yang menghasilkan DTM pada tingkat akurasi menengah sampai dengan
rinci misalnya adalah: WorldDEM (https://apollomapping.com/digital-elevation-
models/worlddem) yang memiliki resolusi spasial lebih baik dari SRTM yaitu 12
meter dengan spesifikasi akurasi vertical: 2m (relatif) / 4m (absolut).

3.3. Pemanfaatan Peta Topografi dan Ketebalan Gambut

Untuk tujuan restorasi pembasahan kembali diperlukan kondisi aktual dari
keadaan permukaan lahan gambut dan kedalaman tanah gambut beserta tipe
substratum tanah gambut tersebut pada setiap kesatuan hidrologis gambut yang
menjadi prioritas restorasi.
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Runtutan kegiatan pengadaan data sebaiknya dimulai dengan pengukuran
topografi. Bila digunakan LIDAR, interpretasi LIDAR sangat bermanfaat untuk
membuat delineasi satuan peta dalam melaksanakan pemetaan ketebalan gambut.
Topografi yang tertuang dari hasil LIDAR sangat membantu untuk mengurangi
titik sampel yang dikerjakan di lapangan pada waktu survei gambutnya.

a. Informasi dari peta gambut

e Ketebalan gambut, sebaiknya dibuat peta dengan gradasi satuan peta
ketebalan gambut berupa: 50-100 cm; 100—200 cm; 200—-300 cm; 300-
-400 cm dst sampai pada ketebalan terdalam dengan faktor pembatas
berupa macam substratum mineral di bawah gambut. Untuk pembataan
fungsi diambil nilai 3 m sebagai fungsi lindung dan fungsi budi daya. Batas
satuan ketebalan ini idealnya seirama dengan peta topografinya.

e Tingkat perombakan gambut pada lapisan-lapisan gambut sepanjang
pengeboran gambut tersebut termasuk juga mengetahui jenis
substratum di bawah gambut.

e Keberadaan kanal sepanjang jalur pengamatan mencakup lebar kanal,
dalam kanal, tinggi muka air di kanal, dan kondisi air sesaat.

e Kondisi permukaan gambut, meliputi keberadaan tumbuhan/tanaman
penutup, tataguna lahan dan keragaan tanamannya (juga sepanjang jalur
pengamatan lapangan).

e Perlu disadari bahwa ada perbedaan survei ketebalan gambut dengan
survei gambut. Untuk survei gambut (peat mapping) akan ada
pengambilan contoh tanah pewakilan satuan tanah untuk analisis
laboratorium yang nantinya dapat dipakai untuk karakterisasi kualitas
gambut tersebut, sedangkan survei gambut tidak mencakup analisis
laboratorium.

b. Informasi LIDAR dan foto udaranya:

e Sebaran satuan lahan berdasar topografi dengan beda kontur 1 m,
sekaligus dipakai untuk menentukan keberadaan kubah tunggal atau
lebih pada suatu KHG.

e Sebaran kanal, baik alami maupun buatan, berupa dimensi lebar dan
terhubung dengan pangkal dan ujung kanal. Untuk kanal buatan dapat
dilihat hubungan kanal primer, sekunder, dan tersiernya.

e Arah aliran dari air dalam kanal.

e Tataguna lahan, keragaan tanaman, untuk tanaman budidaya dapat juga
dilihat kesehatan tanaman melalui kanopi tanaman tersebut.

e Keberadaan bekas kebakaran, terutama yang belum lama terbakarnya.

o




¢. Kombinasi peta gambut dan topografi (LIDAR) dan informasi hidrologi serta

curah hujan digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

e Menentukan tipe gambut: gambut topogen atau ombrogen. Keberadaan
gambut ombrogen dilihat dari ada atau tidaknya sub-KHG-nya

e  Menghitung neraca air, meliputi sumber-sumber air (inflow) dan arah
pengalirannya sampai ke luar KHG (outflow) yang selanjutnya digunakan
untuk perancangan restorasi gambut melalui pembasahan kembali,
dikenal dengan konsep RPPEG (Rencana Pemulihan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut)

e Interpretasi kedua sumber data dasar ini selanjutnya dijadikan sebagai
dasar analisis selanjutnya dengan melibatkan kepakaran sistem tata air
(wet civil engineering)

3.4. NeracaAirdi KHG

a. Penetapan Fungsi Lindung dan Budi Daya Berbasis Neraca Air
Secara garis besar pemanfaatan lahan rawa gambut dapat dibedakan ke dalam
pemanfaatan ekonomis, pemanfaatan jasa lingkungan, dan konservasi. Dalam
pemanfaatan untuk tujuan ekonomis seringkali diperlukan perubahan fisik
lingkungan secara total. Dalam pemanfaatan jasa lingkungan lahan rawa gambut,
intervensi manusia terhadap kondisi fisik lahan pada umumnya minimal. Dalam
memilih pilihan pemanfaatan ini diperlukan kecermatan untuk menemukan
perimbangan terbaik dalam bentuk zonasi. Strategi yang diterapkan dalam
penataan lahan gambut perlu mempertimbangkan panduan berikut ini:

(1) Adanya perimbangan fungsi konservasi (kawasan lindung) dan pemanfaatan
ekonomis (kawasan budi daya) dalam setiap bentang lahan. Perimbangan
yang baik antara opsi pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan
ekonomis memerlukan kajian rinci. Kebanyakan fungsi-fungsi ekosistem
lahan rawa gambut dapat dikuantifikasi dan dapat dijadikan parameter dalam
proses valuasi opsi-opsi pemanfaatan/penataan lahan.

(2) Terjaganya keragaman ekosistem di dalam satuan bentang lahan gambut.
Bentang lahan gambut berada pada ekosistem sungai, hutan rawa gambut,
rawa air tawar, teras bawah pegunungan, dan seringkali pula terdapat
mangrove dan delta. Opsi-opsi pemanfaatan yang bijak dapat menjaga
keberlangsungan keragaman ekosistem, terutama bila ekosistem tersebut
berada dalam ancaman kepunahan atau merupakan sistem yang unik di dalam
bentang lahan tersebut. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa hutan rawa
gambut memiliki fungsi sebagai penyangga hidrologi. Di dalam suatu bentang
lahan dapat ditemukan zona-zona yang secara alami merupakan bagian dari
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fungsi hidrologis/ekologis suatu sistem hutan rawa gambut. Kerusakan di
salah satu areal hutan rawa gambut dapat berdampak terhadap areal lainnya.
Seperti yang terjadi dari peranan kubah Blok A dan Blok E di kawasan Eks
PLG sebagai penyangga hidrologis bagi sabuk ekosistem tanah di kaki teras
Kerangas Kalimantan Tengah. Bila Blok A dan Blok E tersebut
dikembangkan/dilanjutkan sebagai opsi pemanfaatan ekonomis, drainase
masif yang diterapkan akan menyebabkan terganggunya ekosistem gambut
tersebut.

Selanjutnya prinsip keberlanjutan yang pada dasarnya menjaga fungsi-fungsi
ekosistem lahan rawa gambut sebagai suatu sistem yang dinamis dan
berkesinambungan perlu memperoleh perhatian. Oleh karenanya, tata air yang
bijak berbasis neraca air perlu menerapkan teknologi yang dapat mempertahankan
keberlangsungan fungsi-fungsi tersebut. Sebagai contoh, bila penerapan suatu
pengelolaan air yang berbasis neraca air tidak dapat mencegah meningkatnya laju
dekomposisi oleh mikroba dan bermuara pada subsiden, dari awal pengembangan
lahan perlu ditetapkan batas waktu pemanfaatan sebelum terjadinya kepunahan
lahan gambut atau hilangnya fungsi-fungsi ekologis yang berkaitan.

b. Sumber-Sumber Air di KHG

Sumber utama air di lahan rawa gambut ombrogen di Indonesia berasal dari curah
hujan. Curah hujan tahunan di lahan rawa gambut Indonesia umumnya berkisar
pada 2.000-3.000 mm seperti terlihat pada Tabel 3.4 dan Gambar 3.5. Masukan
air pada sistem lahan gambut ombrogen umumnya terjadi pada bulan-bulan basah.
Sifat sebaran curah hujan yang tidak merata menimbulkan implikasi penting pada
tata air lahan gambut di Indonesia karena adanya periode defisit pada bulan-bulan
musim kemarau yang evapotranspirasi potensial melebihi masukan dari curah
hujan.




Tabel 3. 3 Curah Hujan Tahunan Daerah Aliran Sungai (DAS) Lalan (millimeter) berdasarkan
Rekaman 6 Stasiun Terdekat

Stasiun Cacah* Periode Minimum  Maksimum Rataan
Palmerah 48 1954-2005 1300 2989 2201
Plaju 34 1951-2001 1587 3972 2621
Talang Betutu 46 1938-2005 1210 3364 2520
Kayu Agung 22 1951-2002 1680 3284 2506
Pangkal Pinang 94 1888-2005 933 3853 2447
Kenten 12 1985- 2005 1614 3041 2534
CATATAN:

*Cacah adalah banyaknya rekaman tahunan tanpa bulan, namun data hilang

mmm Curah Hujan (1990 -2012)

400 - r 284
mmmm Cvapotranspirasi Potensial

€ 350 A (1997-2012) 28.2
£ Suhu rata - rata (1997 - 2012)
a. 300 - 28.0
=
w
= 250 - 278 _
3 o
£ 200 - 276 3
s A
5 150 - 27.4
QO

100 r 27.2

50 - 27.0

(0] I 26.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bulan

Gambar 3.5 Curah Hujan, Evapotranspirasi Potensial dan Suhu Rata-Rata Bulanan
Terekam pada Stasiun Cuaca Sampit (Kalimantan Tengah)
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Dengan bentuknya yang berkubah, mempertahankan tinggi muka air tanah di
lahan gambut ombrogen selama periode kering yang panjang menjadi sangat sulit.
Selama tinggi muka air di luar kawasan lebih rendah daripada di dalam kawasan,
irigasi dengan sumber air dari luar memerlukan pemompaan. Lebih lanjut di
dataran rendah dekat pantai, air irigasi yang berkualitas jarang tersedia karena
adanya intrusi air asin. Dengan demikian, hanya ada satu sumber air utama pada
sistem lahan gambut ombrogen, yaitu air di puncak kubah gambut yang
sebenarnya berasal dari air hujan. Disebabkan oleh bentuk berkubah dan tingginya
konduktivitas hidrolik akuifer gambut, puncak kubah gambut akan secara terus-
menerus melepaskan aliran air tanah dari puncak kubah menuju pinggir (kaki
kubah). Jika puncak kubah dipelihara dari segala kerusakan, puncak kubah dapat
menjadi area penyimpanan air. Bagi kawasan pengelolaan yang tidak berada di
puncak kubah, area di bagian tertinggi kawasan dapat dipilih untuk dibiarkan utuh
dan dikelilingi dengan tanggul internal sebagai area simpanan air, sepanjang area
tersebut menerima aliran dari puncak kubah. Pelepasan aliran air tanah secara
perlahan-lahan di musim kemarau dapat membantu mempertahankan tinggi muka
air tanah.

Lebih jauh lagi pada lahan gambut ombrogen yang sumber pengisian akuifernya
hanya berasal dari curah hujan, tingkat pengisian akuifer menjadi peubah yang
sangat penting. Tingkat pengisian akuifer (recharge, AH) lahan gambut sangat
tergantung pada kedalaman muka air tanah sebelum pengisian (Antecedent Water
Table Depth, WTD), Storage coefficient (Sf), intensitas masukan (P), dan durasi
masukan At seperti diberikan pada Persamaan 6 dan 7 (Triadi, L. Budi, 2019).

AH=P/Sf xAt

Persamaan 6

Bila P/Sf kurang dari WTD maka:
AH=WTD

Persamaan 7

di mana:
AH : Tingkat pengisian akuifer atau recharge (m)
P : Intensitas hujan (m/detik)
St : Storage coefficient (-)
WTD Water Table Depth atau kedalaman muka air tanah,

dihitung positif ke arah bawah dari permukaan tanah (m)

7%




c. Ketersediaan Air, Kebutuhan Air, dan Kehilangan Air

Cadangan air atau ketersediaan air adalah jumlah air yang tersedia untuk
keperluan suplai dan pembasahan yang sejatinya dapat mencukupi kebutuhan air
bagi tanaman dan menanggulangi adanya kehilangan air melalui proses
evapotranspirasi, limpasan air permukaan, dan infiltrasi/perkolasi. Ketersediaan
air biasanya berasal dari hujan, air permukaan (alami: sungai, danau, rawa, air
pasang; simpanan buatan seperti embung) dan sumber air tanah (kubah gambut,
sumur bor). Simpanan air yang terbaik adalah kubah gambut, yang air itu tersimpan
secara alami dalam jumlah besar dan mengalir ke kawasan yang lebih rendah
secara gravitasi. Oleh karenanya, kawasan ini perlu untuk dikonservasi.

Selanjutnya besarnya volume air yang diperlukan agar tanaman dapat bertumbubh,
mulai dari saat ditanam sampai dengan tanaman itu siap dipanen, disebut dengan
kebutuhan air. Sementara itu, kehilangan air mencakup beberapa aspek yang
sebagian air akan hilang menjadi evaporasi, transpirasi, sebagian lagi menjadi
limpasan langsung (direct runoff), sebagian yang lain infiltrasi/perkolasi. Infiltrasi ini
akan menjenuhkan tanah atas (top soil), kemudian menjadi perkolasi ke dalam
tanah yang lebih dalam dan akhirnya akan keluar menjadi base flow. Cadangan air
untuk menanggulangi defisit, antara lain, adalah sebagai berikut:

(1) Konservasi air di dalam saluran eksisting dengan sekat kanal berseri.

(2) Adanya aliran air bawah tanah dari elevasi lahan yang lebih tinggi
(misalnya kawasan lindung dalam KHG atau kubah gambut) ke lahan
dengan elevasi yang lebih rendah.

(3) Konservasi air permukaan setempat melalui pembangunan embung
(tampungan air pada musim hujan yang tidak mengalir dan tidak meresap)
atau long storage (saluran eksisting yang disekat penuh/ditutup total pada
kedua ujungnya).

(4) Menaikkan air dari sungai (dengan menggunakan pompa) atau
memanfaatkan air pasang laut.

(5)  Sumber air dari akuifer melalui pembuatan sumur bor.

d. Hidrologi

Lahan gambut memiliki peranan hidrologis yang penting karena secara alami
berfungsi sebagai cadangan (reservoir) air dengan kapasitas yang sangat besar. Jika
tidak mengalami gangguan, lahan gambut dapat menyimpan air sebanyak 0,8-0,9
m3/m?3 gambut. Gambut memiliki porositas yang tinggi sehingga mempunyai daya
menyerap air yang sangat besar (Wetlands International — Indonesia Programme,
2004). Apabila jenuh, kandungan air pada jenis gambut saprik, hemik, dan fibrik

o




berturut-turut adalah < 450%, 450--850%, dan >850% dari bobot keringnya atau
90% volumenya. Oleh sebab itu, gambut memiliki kkmampuan sebagai penambat
air yang dapat menahan banjir dan mampu melepaskan air secara perlahan-lahan
pada saat musim kemarau (Triadi, L. Budi 2014).

Oleh karena itu, analisis data curah hujan sangat penting, terutama untuk
memperkirakan aliran puncak pada musim hujan. Dalam hal ini, rancangan
drainase harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kenaikan volume air
yang harus dikeluarkan pada periode curah hujan tinggi. Demikian juga, jika
analisis data curah hujan menunjukkan pola periode kering yang cukup panjang,
rancangan drainase mempertimbangkan konservasi air yang cukup.

e. Pentingnya Penghitungan Neraca Air

Neraca Air adalah alat untuk mendekati nilai-nilai hidrologis proses yang terjadi di
lapangan, dimana secara garis besar neraca air merupakan penjelasan tentang
hubungan antara aliran ke dalam (in flow) dan aliran ke luar (out flow) di suatu
daerah untuk suatu periode tertentu dari proses sirkulasi air. Neraca air ini
merupakan dasar dan penentu bagaimana air di suatu kawasa harus dikelola untuk
mencegah kerugian yang akan mungkin terjadi. Oleh karena itu, pengelolaan air di
lahan gambut dimaksudkan, salah satunya, untuk mencegah defisit neraca air
dalam periode kering yang berkepanjangan dan mencega banjir di musim hujan.

Model-model neraca air sudah banyak tersedia, dari model yang sederhana hingga
ke model yang lebih kompleks. Kesepahaman dalam pemilihan model neraca air
diperlukan ketika begitu tingginya ketidaktentuan terkait dengan tingginya
variabilitas lahan gambut. Pendekatan yang dilakukan dapat saja unik untuk tiap-
tiap KHG atau sub-KHG tergantung pada tata kelola lahan yang sedang
berlangsung, tipologi lahan gambut, topografi, dinamika spesifik lahan, seperti
parameter konduktivitas hidraulik, muka air tanah, kematangan gambut,
kelengasan dan porositas gambut yang tidak bisa diasumsikan, termasuk dinamika
perubahan antarwaktu, dan kompleksitas pemangku kepentingan yang tidak
dapat dibatasi secara administratif. Di samping itu, restorasi KHG atau sub-KHG
perlu membedakan analisis neraca air gambut ombrogen dan topogen yang
berbeda, yaitu dalam hal pasokan airnya.

Konsep neraca air pada lahan gambut ombrogen dan topogen berbeda karena
adanya perbedaan pasokan air. Secara ringkas model neraca air pada lahan gambut
dapat dilihat pada Gambar 3.6, inflow aliran permukaan dan tanah (2 buah
lingkaran merah) hanya ada pada gambut topogen, namun tidak terdapat pada
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gambut ombrogen. Sementara parameter yang lain ada pada kedua tipe gambut
tersebut, baik topogen maupun ombrogen.

a) Gambut Topogen

b) Gambut Ombrogen

Sumber : Triadi, L. Budi, 2020

Gambar 3. 6 Sumber dan Aliran Air pada Lahan Gambut Topogen (Atas) dan Ombrogen
(Bawah). Dimodifikasi dari Rydin dan Jeglum (2006)

Dengan neraca air akan diketahui pada bulan-bulan apa terjadi surplus air dan
sebaliknya pada bulan-bulan apa terjadi defisit air, di samping dapat diketahui pula
berapa volume surplus air dan volume defisit air sebagaimana dapat dilihat pada
contoh di Gambar 3.7. Untuk perhitungan neraca selanjutnya dapat dilihat pada
Lampiran 1.




— Restorasi Gambut di Indonesia

SUMBER AIR UTAMA : SUNGAI NEGARA

KESEIMBANGAN AIR PADA LAYOUT ALTERNATIF - 11
3500

30.00 +  Qandalan
. - Qaltlbutuh
»

2500

.
20.00

15.00 .

Debit Q (m3/detik)

10,00

- s
5.00 = == - a— )
1 £ O -
e P o

—
1|2|l|2|1|l 1|1|1|z

Mei Jul Agustus

0.00

P
1‘2{1'2

Feburari

1] 2
Desember

12102
Oktober | November

1 ]2
April

1] 2
Maret

Januari Juni September

Gambar 3. 7 Grafik Neraca Air

Untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang neraca air ini berikut perhitungannya,
dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2.

Restorasi ekosistem gambut berbasis KHG/Sub KHG merupakan sistem yang
tertutup (closed system) yang dibatasi oleh sungai, laut dan ekosistem hulu
sehingga tidak dapat dilaksanakan secara parsial, namun harus menyeluruh dan
utuh. Namun sejauh ini restorasi masih berjalan parsial yang dilakukan oleh
masing-masing pihak yang berada dan berkepentingan dalam KHG/sub KHG
termaksud. Sebagai konsekuensinya Neraca Air yang merupakan basis dari
restorasi ekosistem gambut dalam satu KHG/Sub KHG juga belum dapat
dilaksanakan. Oleh karena itu diharapkan agar Neraca Air yang seimbang akan
dapat dikembangkan di waktu mendatang dalam setiap KHG/Sub KHG.

f.  Pengelolaan Air

Keterkaitan tiga faktor, yaitu gambut, air, dan vegetasi membentuk suatu
ekosistem lahan gambut yang berinteraksi satu sama lain. Struktur gambut
membentuk permukaan lahan yang akan menentukan bagaimana air mengalir dan
berfluktuasi. Air (hidrologi) akan menentukan jenis tumbuhan yang akan tumbuh
dan bagaimana gambut tersimpan dan terdekomposisi. Sementara itu, vegetasi
menentukan jenis gambut yang akan terbentuk dan bagaimana sifat hidrauliknya.
Apabila keterkaitan ini terganggu oleh satu dari tiga faktor dan mengalami
perubahan, otomatis faktor lainnya juga akan terganggu dan mengalami
perubahan. Perubahan ini belum tentu terjadi sekaligus atau pada waktu yang
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sama, tetapi dalam jangka panjang dapat dipastikan akan terjadi terjadi (Schumann
& Joosten, 2008).

Ketiga komponen itu saat ini telah banyak mengalami gangguan sehingga
menimbulkan degradasi ekosistem gambut maka diperlukan tindakan restorasi
untuk tiap-tiap komponen (Gambar 3.8).

Gambar 3. 8 Korelasi Gambut - Air — Vegetasi (Triadi, L. Budi 2020)

Secara alami lahan gambut hampir selalu tergenang sepanjang tahun. Kondisi ini
menuntut pengelolaan air secara saksama. Pengelolaan air dapat dilakukan untuk
berbagai macam tujuan. Pada tahap awal umumnya dilakukan dengan mengurangi
periode genangan sehingga dapat meningkatkan daya tumpu tanah dan untuk
mempermudah aksesibilitas (Andriesse, 1988). Salah satu faktor kunci
keberhasilan pengembangan di lahan gambut, selain meningkatkan kesuburan
tanah, adalah mengendalikan tinggi muka air di dalamnya sehingga gambut tetap
basah, tetapi tidak tergenang pada musim hujan dan tidak kering pada musim
kemarau.

Gambar sebagai salah satu jenis lahan rawa, keberadaan air di lahan gambut sangat
dipengaruhi oleh adanya hujan dan pasang surut/luapan air sungai. Tingkah laku
dari keduanya akan berpengaruh terhadap tinggi dan lama genangan air di lahan
gambut dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat kesuburan lahan
serta pola budi daya tanaman yang akan diterapkan di atasnya. Lahan gambut yang
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sering menerima luapan air sungai relatif lebih subur dibandingkan dengan lahan
gambut yang semata-mata hanya menerima limpasan/curahan air hujan. Sifat
luapan/pasang surut air sungai yang jangkauannya dapat mencapai lahan gambut
dapat disiasati untuk mengatasi berbagai kendala pertanian di lahan gambut,
misalnya untuk mencuci zat-zat beracun atau asam kuat yang berasal dari
teroksidasinya pirit dan mengatur keberadaan air sehingga tanaman dapat tumbuh
dengan baik.

Pendekatan sistem tata air saat ini tidak hanya bertujuan untuk membuang
kelebihan air, tetapi juga bertujuan menciptakan kondisi muka air tanah untuk
memenuhi kebutuhan air tanaman dan pencegahan kebakaran lahan. Oleh karena
itu, upaya-upaya konservasi air harus sudah dilakukan menjelang musim kemarau.
Kegiatan ini hanya bisa dilakukan apabila di tingkat jaringan tersier atau sekunder
sudah dilengkapi dengan bangunan air.

Menurut Dariah dan Nurzakiah (2014), pengaturan tata air pada lahan gambut
harus mempertimbangkan beberapa karakteristik gambut yang sangat spesifik,
diantaranya kemampuan gambut yang sangat tinggi dalam menyerap air (bersifat
hidrofilik) bisa berubah menjadi hidrofobik (menolak air) jika gambut telah
mengalami proses kering tak-balik (irreversible drying). Kondisi ini terjadi jika
gambut mengalami kekeringan yang sangat ekstrim. Menurut Sabiham (2000)
menurunnya kemampuan gambut menyerap air berkaitan dengan menurunnya
ketersediaan senyawa yang bersifat hidrofilik dalam bahan gambut, yaitu
karboksilat dan OH-fenolat. Kedua komponen organik ini berada pada fase cair
gambut sehingga bila gambut dalam keadaan kering, sifat hidrofilik dari tanah
gambut menjadi tidak berfungsi.

Pengaturan tinggi muka air yang tepat juga dimaksudkan agar proses pencucian
bahan beracun berjalan dengan lancar sehingga tercipta media tumbuh yang baik
bagi tanaman. Sebagaimana diketahui, pengelolaan air merupakan salah satu kunci
utama dalam pengelolaan lahan gambut. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan air
dilakukan dengan mengatur agar bagian permukaan tanah gambut tetap basah.
Ratmini (2012) menyebutkan bahwa tindakan pengelolaan air yang diperlukan
untuk menghindari keringnya gambut adalah mempertahankan kedalaman air
tanah agar gambut tetap lembab sampai ke permukaan, tetapi tidak terlalu basah
untuk memberikan aerasi yang baik pada tanaman. Standar muka air di lahan
gambut telah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014
jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016, Pasal 23, Ayat (3).
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Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa ekosistem gambut dengan fungsi budidaya
dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan, yaitu muka air tanah
di lahan gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan
Gambut.

Setiap konversi lahan gambut membutuhkan tindakan drainase agar tanaman
dapat tumbuh dengan baik. Hal ini harus dilakukan karena pada dasarnya tanaman
bukan asli gambut sehingga tidak tahan genangan. Meskipun tindakan drainase ini
dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman, hal ini tidak dianjurkan
terutama terhadap lahan baru mengingat berbagai dampak masif yang dapat
ditimbulkan.

Air dikatakan kurang apabila jumlah evapotranspirasi tanaman melebihi
presipitasi; sementara air dikatakan berlebih apabila presipitasi melebihi
evapotranspirasi. Tata air yang baik dapat menghindari defisit berlebihan, dalam
jangka pendek dapat menyebabkan kekeringan lahan yang memudahkan
terjadinya kebakaran, kering tak-balik, dan dalam jangka panjang dapat
menyebabkan subsiden yang berlebihan. Tata air harus dapat memanfaatkan
sumber masukan curah hujan sedemikian rupa sehingga kelebihan input yang
terjadi pada musim hujan dapat dikeluarkan tanpa menimbulkan daya rusak.
Sementara defisit yang terjadi pada musim kemarau dapat diminimalisasi melalui
manajemen struktur pengendalian air. Oleh karena itu, prinsip utama dari
pengaturan tata air di lahan gambut yang dibudidayakan untuk tanaman pertanian
adalah harus mampu menekan terjadinya penurunan fungsi lingkungan dari lahan
gambut akibat dilakukannya proses drainase/penurunan muka air tanah, namun
tetap bisa memenuhi syarat tumbuh tanaman yang dibudidayakan. Oleh karena
itu, tinggi muka air tanah harus diatur sampai batas minimal yang tanaman itu
masih mampu tumbuh dengan baik. Artinya, tinggi muka air tanah harus diatur
supaya tidak terlalu dangkal dan tidak terlalu dalam. Hal ini dapat dilakukan jika
tersedia fasilitas pengendali berupa pintu air di setiap saluran, terutama jika
pengembangan lahan gambut dilakukan dalam skala luas. Pengelolaan air pada
tanaman tahunan dapat dilakukan dengan sistem tata air satu arah dengan pintu
air. Namun, perlu diperhatikan bahwa drainase yang terlalu rapat dapat
mempercepat penurunan permukaan tanah/subsiden dan mendorong terjadinya
kerusakan gambut yang lebih cepat.
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Untuk lahan yang dipengaruhi pasang surut, perlu diperhatikan hal-hal berikut di

bawabh ini dalam pengelolaan airnya:

a. Merancang/mendesain dan memodifikasi sistem kanal sedemikian rupa serta
melakukan pendesainan bangunan air agar kelebihan air dapat dibuang dalam
keadaan air sungai/laut sehingga mengalami pasang surut. Dalam arti pada
kondisi air sungai/laut pasang air tidak akan masuk/menggenangi lahan,
sedangkan pada saat surut kelebihan air di lahan akan dibuang dengan lancar
sesuai dengan kebutuhan tanaman.

b. Dapat mengatur keseimbangan air melalui pemasangan bangunan air
sehingga sesuai dengan kebutuhan, yakni membuang kelebihan air pada
waktu hujan dan mempertahankan air yang dibutuhkan pada saat musim
kemarau.

Berdasarkan kondisi topografi dibutuhkan zonasi tata air berdasarkan kesesuaian
lahan. Berdasarkan pertimbangan kelestarian lahan gambut zonasi tata air perlu
memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Zonasi pengelolaan air lahan gambut perlu dirancang dengan memperhatikan
fungsi-fungsi ekosistem yang saling terkait, termasuk ekosistem nonrawa
gambut yang kemungkinan besar memiliki ketergantungan besar terhadap
keberadaan lahan rawa gambut. Dalam hal ini, aspek ketergantungan hulu-hilir
dan aspek eksternalitas perlu dipertimbangkan

2. Zonasi pengelolaan air perlu mempertimbangkan aspek kecukupan minimal
(luas dan distribusi) dan faktor bentuk yang dapat menggambarkan kerugian
dan manfaat

3. Zonasi pengelolaan air perlu mengutamakan Kkriteria-kriteria prioritas, baik
yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Kkriteria
menghindari bahaya dan kebencanaan

4. Zonasi pengelolaan air perlu mengutamakan prinsip keberlangsungan fungsi
ekosistem dan penundaan atas kejadian yang tidak terhindarkan. Misalnya, jika
pemanfaatan dalam satu zona lahan gambut memiliki risiko tersingkapnya pirit,
risiko tersebut harus ditunda selama mungkin dengan menerapkan teknik
pemanfaatan lain yang sesuai.

Zonasi pengelolaan air lahan rawa gambut di dalam kawasan fungsi budi daya
perlu mengambil sudut pandang kesatuan KHG. Sesuai dengan prinsip
perimbangan fungsi pemanfaatan dan konservasi maka pemanfaatan lahan rawa
gambut perlu ditata dalam zonasi spasial yang terencana. Mengingat sifat
ekosistem rawa gambut yang rapuh, hutan rawa gambut yang masih utuh perlu
diutamakan untuk dipertahankan bagi keberlanjutan fungsi-fungsi lingkungannya.
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Pada lahan rawa gambut yang sudah terlanjur dibuka dan berada di dalam kawasan
pemanfaatan perlu dilakukan zonasi pengelolaan air.

Pada prinsipnya zonasi pengelolaan air lahan rawa gambut memerlukan kajian
saintifik terhadap lahan yang akan dikelola berdasarkan parameter-parameter
untuk mendelineasi zona-zona kedalaman drainase, diantaranya: batas drainase,
subsiden dan umur pakai lahan, keterkaitan ekosistem berdampingan,
eksternalitas lahan rawa gambut, serta prioritas dan pencegahan kerusakan masif
dan bencana. Kedalaman drainase yang paling tepat dapat dipilih dari kombinasi
area yang dapat memberikan manfaat terbesar dengan kerugian seminimal
mungkin berdasarkan parameter-parameter yang diberikan di atas. Secara garis
besar bagan alur zonasi pengelolaan air untuk pengembangan
pertanian/perkebunan di lahan gambut disajikan pada Gambar 3.9.

Kajian Potensi i i _ Delineasi/
dan Kendala fisik ajlan spasial dinamis: ..
——» - Drainability limit — Decision
- Subsiden dan umur pakai Szt
lahan system
- Keterkaitan ekosistem
berdampingan
- Eksternalitas lahan rawa
gambut
= Prioritas dan pencegahan .
kerusakan massif dan R et
bencana Pengelolaan

Gambar 3. 9 Bagan Alur Proses Zonasi Pengelolaan Air untuk Pengembangan
Pertanian/Perkebunan di Lahan Gambut (Triadi, 2016a)

Pengelolaan air telah banyak dilaksanakan di beberapa daerah, khususnya pada
lahan konsesi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri yang
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing konsesi.
Kegiatan pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan
infrastruktur di lahan konsesi dalam menunjang pengelolaan air telah banyak
dilakukan oleh Sub Kelompok Kerja Supervisi Pengelolaan Lahan Konsesi,

Kelompok Kerja Partisipasi dan Kemitraan, Kedeputian Ill — Bidang Edukasi,
Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan, Badan Restorasi Gambut — Republik
Indonesia.
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Kegiatan supervisi ini memberikan saran dan memberikan bimbingan teknis
kepada para pihak pengelola untuk meningkatkan pengelolaan air termaksud.

3.5. Tata Air Makro dan Mikro

Pengelolaan tata air di lahan gambut merupakan salah satu kunci keberhasilan
usaha di lahan gambut. Prinsip utama pengelolaan air di lahan gambut adalah
elevasi muka air di saluran pembuang harus dipertahankan setinggi mungkin,
namun tetap diharapkan mampu memberikan kedalaman air tanah yang optimum
untuk pertumbuhan tanaman. Kedalaman air tanah minimum yang masih sangat
memungkinkan adanya pertumbuhan tanaman atau disebut juga sebagai
kedalaman air tanah optimum. Kedalaman air tanah demikian memungkinkan
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman dan kematangan tanah .

Oleh karena itu, pengelolaan air pada lahan gambut mutlak diperlukan karena
dalam kondisi alami/tidak terganggu, gambut selalu tergenang. Pengelolaan air
dapat dilakukan dengan menggunakan pintu-pintu air pada saluran drainase; salah
satunya ialah dengan sistem tabat yang berfungsi untuk mengatur tinggi muka air
tanah sesuai dengan keperluan tanaman. Pengelolaan air dimulai dengan menahan
air pada saat pembukaan lahan sebelum dibuat saluran-saluran drainase agar
terhindar dari drainase berlebihan yang dapat menyebabkan gambut menjadi
kering tak-balik (Furukawa et. al., 2005).

Pemasangan pintu air pada muara saluran dapat mempertahankan cadangan air
pada lahan di sekitarnya. Namun pada kenyataannya, pembuatan saluran drainase
tidak selalu dibarengi dengan pemasangan pintu-pintu air sehingga pembukaan
lahan gambut akan menimbulkan dampak terhadap tanah dan lingkungan. Oleh
karena itu, pemasangan pintu air bersamaan dengan pembuatan saluran drainase
perlu dilakukan dan merupakan komponen penting dalam pengaturan tata air.
Fungsi sistem pengelolaan air adalah mengurangi kelebihan air dan mengonservasi
air pada saat pasokan air rendah, misalnya pada saat musim kemarau. Dengan
demikian, sistem tata air harus dapat mengalirkan air keluar dari lahan dan
membatasi air keluar dari lahan pada periode kering.

Perlu mendapat perhatian bahwa sesungguhnya terdapat kesinambungan aliran
antara sistem air tanah dengan sistem aliran permukaan pada saluran-saluran.
Debit keluaran atau masukan, kedalaman dan lereng aliran, serta level muka air
saluran merupakan salah satu faktor utama yang meregulasi muka air tanah, di
samping evapotranspirasi. Pada saat dikehendaki muka air tanah yang tinggi atau
bila pengurasan air tanah ingin dikurangi, level muka air dalam saluran, terutama
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saluran field drain, perlu dinaikkan atau dijaga setinggi mungkin dengan tujuan
menurunkan head gradient antara akuifer dengan saluran. Demikian juga
sebaliknya, pada saat diperlukan penurunan muka air tanah, level muka air dalam
saluran perlu diturunkan. Walaupun terdapat kesinambungan ini, untuk alasan
praktis, tataran pengelolaan ini dipisah menjadi dua: tata air makro dan tata air
mikro.

Tata air makro adalah penguasaan air di tingkat kawasan/areal reklamasi yang
bertujuan mengelola berfungsinya jaringan drainase/irigasi. Tata air makro
berfokus pada pengelolaan saluran-saluran pengumpul dan saluran primer,
termasuk saluran perimeter dan tanggul halang, serta struktur-struktur lainnya
yang terkait, yang sering juga disebut tata air kawasan. Tata air mikro merupakan
pengaturan atau penguasaan air di tingkat usaha tani yang berfungsi untuk
mencukupi  kebutuhan evapotranspirasi tanaman, mencegah/mengurangi
pertumbuhan gulma dan kadar zat beracun, mengatur tinggi muka air melalui
pengaturan pintu air dan menjaga kualitas air. Jadi, tata air mikro berfokus pada
pengelolaan saluran tersier dan muka air tanah pada lahan; sering juga disebut
sebagai tata air skala petani.

351 TataAir Makro

Pembuatan saluran, baik primer, sekunder, maupun tersier penting
memperhatikan tata letak, dimensi, dan cara pembuatan salurannya yang
disesuaikan dengan fisiografi dan kondisi lahan sehingga menunjang kelestarian
dan produktivitas lahan. Pembuatan saluran harus mengikuti atau memperhatikan
garis kontur dan tipologi lahannya. Saluran dengan mempertimbangkan garis
kontur maka aliran air dapat mengalir dengan baik. Tinggi air di saluran rata dan
fungsi dari jaringan pengairan rawa mempunyai berbagai fungsi sebagai: a) saluran
drainase, b) pemasukan air, c) sebagai alat transportasi, d) konservasi sumber daya
air rawa, dan e) pendukung bagi proses reklamasi.

Saluran-saluran pengumpul dan saluran primer berfungsi sebagai konduit
pembuangan air yang berasal dari saluran-saluran drainase lahan. Di samping itu,
terkadang kedua saluran ini juga berfungsi sebagai sarana transportasi. Dengan
demikian, kegunaan saluran menentukan pengelolaan yang dibutuhkan untuk
saluran-saluran pada tataran tata air makro.

Saluran pengumpul dirancang untuk melewatkan akumulasi debit dari seluruh

saluran pembuangan air di bagian hulunya dengan membuat dimensi dan
kemiringan saluran yang lebih besar. Demikian juga saluran primer harus dapat
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melewatkan akumulasi debit dari seluruh saluran pengumpul. Hal ini dapat
dirancang dengan memperhatikan faktor-faktor iklim, hidrotopografi setempat,
dan sifat-sifat akuifer berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rekayasa teknik.

Karena dimensi dan kapasitas debitnya yang besar, saluran-saluran dalam tataran
tata air makro berpotensi mengalami pengurasan reservoir yang cepat pada saat
memasuki musim kemarau. Oleh karena itu, saluran-saluran ini juga memerlukan
struktur pengendalian (pintu-pintu) air. Dalam tata air makro, pengelolaan pintu-
pintu air terutama diperlukan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pada posisi outlet, jika fluktuasi muka air alami melebihi level muka air saluran
yang dikehendaki (yang outlet drainase berhubungan dengan tubuh air yang
mengalami banjir periodik atau pasang surut), diperlukan pintu air untuk
mencegah backwater ke dalam saluran-saluran lahan yang dikelola. Pintu air
harus dapat diubah-suai, baik berupa pintu tunggal maupun berganda. Dalam
keadaan pasang atau air sungai meluap, pintu harus dinaikkan, dan dalam
keadaan sebaliknya, pintu diturunkan. Untuk itu, diperlukan pemasangan
pintu-pintu pengatur banijir (floodgates) dan air pasang. Floodgates mempunyai

dua fungsi:
(1) mencegah masuknya banjir atau air pasang ke dalam area yang dikelola
dan

(2) mengontrol tinggi air di dalam area yang dikelola.

Floodgate terdiri dari berbagai tipe, dari flap gate tunggal otomatis, sluice-gate,
sampai sistem pintu air berganda skala besar. Floodgate biasanya diletakkan
pada saluran perimeter di dekat saluran alami yang ada, dan memiliki
pembuangan ke sungai atau laut.

2. Pada saluran pengumpul, jika rendahnya base flow pada musim kemarau dapat
menimbulkan head difference yang besar antara crest level pada pintu-pintu air
saluran-saluran field drain dengan level muka air pada saluran pengumpul
(sehingga berpotensi meningkatkan risiko kerusakan struktur), diperlukan
instalasi struktur pengaturan pintu air berjenjang pada saluran-saluran
pengumpul. Hal serupa berlaku pula antara saluran-saluran pengumpul dengan
saluran primer. Struktur pengatur muka air dapat berupa pintu air yang dapat
diubah-suai atau pintu air dengan crest tetap. Pada musim kemarau pintu air
dinaikkan, dan hal sebaliknya dilakukan pada musim hujan. Dalam hal pintu air
yang digunakan menggunakan crest-level tetap, perlu dirancang sedemikian
rupa bahwa posisi terendah crest masih mampu mempertahankan head-
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difference tidak melebihi ambang batas yang diinginkan. Dalam hal saluran-
saluran pada tata air makro berfungsi juga sebagai saluran transportasi, setiap
pintu air perlu dilengkapi dengan sluice-gate (ship lock) atau by-pass navigation.

Selain itu, bangunan air yang sering diperlukan adalah tanggul halang tepi
(perimeter bund) yang berfungsi untuk mencegabh air pasang atau banjir memasuki
lokasi yang dikelola. Tanggul halang internal digunakan untuk menciptakan unit-
unit hidrologi yang relatif independen di dalam areal yang dikelola. Saluran
pemutus yang dibuat sepanjang bagian dalam tanggul halang internal diperlukan
untuk mengalihkan limpasan permukaan dari bagian-bagian tinggi kawasan yang
dikelola. Tanggul dibangun dari bahan setempat, seperti tanah liat yang berasal
dari hasil kerokan pembuatan saluran. Biasanya tanggul dapat ditingkatkan
kegunaannya menjadi jalan.

Selanjutnya tata letak saluran air harus memperhatikan topografi kubah gambut,
yang saluran drainase sekunder itu harus terletak sejajar dengan garis kontur dan
saluran drainase primer/utama tegak lurus terhadap garis kontur, serta tidak
terhubung dengan kubah gambut. Saluran perlu dilengkapi dengan bangunan
pengendali air, khususnya di saluran drainase primer dan outlet. Bangunan ini
diperlukan untuk mengontrol permukaan air sesuai dengan kebutuhan, jika musim
hujan banjir dipatus dan jika musim kemarau air ditahan. Konsep tata letak saluran
ini disajikan pada Gambar 3.

i ewasen Penyingge

Gambar 3. 10 Prinsip Tata Letak Saluran pada Lahan Gambut (Triadi, 2016b; 2020)

o



Tata letak saluran pada lahan gambut di perkebunan kelapa sawit atau hutan
tanaman industri (akasia) dapat dilihat pada Gambar 4.

Legenda: st
Arak saluran -""‘-\.__\_\_
—— Saluran pengumpul
s Saluran utamas
&) Penutup saluran
_]_:' GCerbang penatup utama

—e Arah alivan

Gambar 3. 11 Tata Letak Saluan Perkebunan Kelapa Sawit (Suryadiputra, 2018)

352 Tata Air Mikro

Pengelolaan tata air mikro berfungsi: (1) mencukupi kebutuhan evapotranspirasi
tanaman; (2) mencegah pertumbuhan tanaman liar; (3) mencegah terjadinya bahan
beracun bagi tanaman melalui penggelontoran dan pencucian; (4) mengatur tinggi
muka air; dan (5) menjaga kualitas air di petakan lahan dan di saluran. Untuk lebih
memperlancar keluar masuknya air pada petakan lahan yang sekaligus
memperlancar pencucian bahan racun, dilakukan melalui pembuatan saluran
cacing pada petakan lahan dan di sekeliling petakan lahan (Simbolon, 2017). Jadi,
tata air mikro bersentuhan langsung dengan kebutuhan tanaman terhadap aerasi
perakaran dan ketersediaan air. Secara sederhana kebutuhan ini tercermin dalam
peubah muka air tanah (water table depth). Rata-rata perubahan muka air tanah
dalam akuifer gambut (AH) terutama ditentukan oleh laju evapotranspirasi (ET),
infiltrasi, dan keluaran lewat pergerakan air tanah menuju saluran field drain
(saluran cacing).
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Dalam kenyataan di lapangan, kemiringan dasar saluran cenderung beragam
sepanjang saluran. Dalam kasus seperti ini, untuk membangun struktur pengendali
air, saluran dibagi menjadi sejumlah segmen, dan spasi antarstruktur dihitung
untuk setiap segmen.

Desain struktur pengendalian air perlu memperhatikan jenis dan orde saluran
tempat struktur akan dibangun. Semakin tinggi orde saluran, semakin besar
kemungkinan diperlukannya pintu air yang dapat dibuka tutup. Dengan semakin
tingginya orde saluran akan semakin besar pula akumulasi debit dalam saluran,
terutama debit puncak yang perlu dilimpaskan secara maksimal pada musim hujan
dengan menurunkan crest-level pintu air. Di samping itu, saluran pembuangan
utama dan saluran pengumpul seringkali merangkap menjadi saluran navigasi.
Dalam hal ini struktur pengendalian air perlu didesain untuk menunjang navigasi
saluran, umpamanya dengan desain pintu geser (sluice-gate), ship lock, dan
sebagainya. Dalam kenyataan di lapangan, kemiringan dasar saluran cenderung
beragam sepanjang saluran. Dalam kasus seperti ini, untuk membangun struktur
pengendali air, saluran dibagi menjadi sejumlah segmen, dan spasi antarstruktur
dihitung untuk setiap segmen.

Pada saluran-saluran field drain (saluran cacing) pada Gambar 5, kebutuhan
navigasi tidak diperlukan sehingga struktur bangunan air (pintu air) dapat didesain
dari bahan yang lebih murah, misalnya dengan bahan dasar kayu, dan sebagainya.
Hal ini perlu diperhatikan mengingat field-drain merupakan komponen penyusun
utama jaringan drainase dengan total panjang saluran terbesar sehingga pada orde
ini diperlukan konstruksi yang semurah mungkin. Kebutuhan jumlah struktur
pengendalian air di saluran field-drain dapat dikurangi dengan desain tata-letak
saluran field-drain yang dibuat sedapat mungkin sejajar kontur. Namun demikian,
selalu diperlukan kompromi oleh adanya kendala faktor bentuk lahan dan
hidrotopografi setempat. Pada Gambar 5, juga terlihat areal pembagian air untuk
masing-masing pintu air yang diberi batas garis merah putus-putus.




Saluran Pembagan Salun Pembagen Saluran
Cacing hir Cacing A Cacing
Pinty Air : ----------- -‘n- ------------ :-Pinl.uAv
Pinku Air : ----------- :. ------------ :-Pinum.v
Pintu Air : ____________ :. ____________ :.PinluAr

Saluran Sekundar | Dranass

Gambar 3. 12 Saluran Cacing/Field Drain dan Areal Layanannya (Triadi, 2020)

Pengaturan tinggi muka air tanah hanya dapat dilakukan melalui pengaturan
elevasi muka air di saluran tersier (field drain). Oleh karena itu, perlu dilakukan
pemasangan rambu ukur di saluran agar dapat dicari korelasinya antara muka air
saluran dengan muka air tanah di titik penaatan (lihat Gambar 6). Korelasi ini bisa
diperoleh melalui pengikatan kedua muka air di atas pada satu bidang referensi
yang sama (leveling). Elevasi muka air di saluran tersier/field drain diatur dengan
merancang dimensi saluran dan struktur bangunan pengendali air, misalnya sekat
kanal (dengan pelimpah maupun tanpa pelimpah).

&————————— Saluran Tersier! Kuarter

Titik Penataan

{TWAT) Rambu Ukur/ Pelskal

Saluran
/7 Tersier! Kuarler 77~
s 77

Rambu Ukur/
Pelskal

Blok Produksi

Gambar 3. 13 Rambu Ukur dan Sumur Pantau (Triadi, L. Budi, 2020)
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Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016, ketinggian muka air tanah perlu dijaga setinggi
0,4 meter dari permukaan tanah. Ketinggian ini terkait dengan sifat fluida, yaitu
kapilaritas. Kapilaritas atau gaya kapiler adalah gejala atau peristiwa meresapnya
zat air melalui celah-celah sempit atau pipa kapiler. Kapilaritas tersebut
dipengaruhi oleh adanya adhesi dan kohesi. Air dalam pipa kapiler naik karena
adhesi antara partikel air dengan kaca lebih besar daripada kohesi antarpartikel
airnya. Zat cair akan naik di dalam pipa kapiler apabila gaya adhesi lebih besar
daripada gaya kohesi dan zat cair akan turun di dalam pipa kapiler apabila gaya
kohesi lebih besar daripada gaya adhesi. Besarnya kenaikan atau penurunan air, h,
(lihat Gambar 7) di dalam suatu pipa dengan @ d ditulis sebagai berikut:

h=4ccos0/egd
di mana:
h = perbedaan tinggi permukaan zat cair di dalam dan di luar pipa kapiler (m)
o = tegangan permukaan (N/m)
g = percepatan gravitasi (m/s2)
0 = sudut kontak antara air dan pipa (°)
d = diameter penampang pipa kapiler (m)
p = massa jenis zat cair (kg/m?)

Gambar 3. 14 Kapilaritas dalam Kolom Tanah (Triadi, L. Budi, 2017)
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Kapilaritas tanah gambut merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga
kelestarian fungsi lahan gambut. Air kapiler di lahan gambut memiliki peranan yang
sangat penting dalam menyediakan air untuk zona perakaran tanaman pada
kondisi kering (musim kemarau). Penurunan muka air tanah di musim kemarau
atau aplikasi drainase yang berlebihan dapat mendorong terjadinya kekeringan
dan muncul sifat kering takbalik di lahan gambut.

Hasil penelitian kapilaritas di gambut ombrogen di BALITTRA Banjarbaru,
Kalimantan Selatan tahun 2016 di Taman Nasional Sebangau, faktor
hidrotopografi tipe gambut yang dipilih adalah gambut ombrogen yang
menunjukkan bahwa tinggi kenaikan air kapiler di tanah gambut maksimum
mencapai 50 cm. Perubahan ketebalan warna gambut diamati dari muka air dan
hasilnya berkisar 40--50 cm. Kecepatan kenaikan air kapiler semakin meningkat
dengan meningkatnya nilai BV tanah karena terkait dengan jumlah pori mikro yang
lebih banyak. Sekalipun kapilaritas tanah gambut merupakan salah satu faktor
utama dalam menjaga kelestarian fungsi lahan gambut kapilaritas, bukan hanya
satu-satunya parameter yang dapat menyebabkan gambut kering dan terbakar.
Masih ada faktor lain yang ikut menentukan, yaitu antara lain besarnya
evapotranspirasi, suhu, cover crop.

3.6. Batas Potensi Pengelolaan Air

Pengelolaan air yang diuraikan dalam tulisan ini pada umumnya adalah upaya
manusia atau rekayasa buatan dengan menggunakan berbagai bangunan air
sebagai upaya untuk menyimpan air sebanyak-banyaknya pada musim hujan dan
untuk dimanfaatkan pada saat musim kemarau. Bangunan air adalah alternatif
sebagai pengganti dari alam yang membentuk simpanan air secara alami, seperti
halnya kubah gambut yang mampu menyimpan air dalam jumlah besar, khususnya
gambut ombrogen. Simpanan air pengganti ini, sebaik apa pun teknologinya dan
upaya yang dilakukan, tentu tidak akan pernah mampu menggantikan alam yang
telah diciptakan sedemikian baiknya dan sempurna. Sayangnya, alam yang
demikian sempurna untuk dimanfaatkan oleh manusia pada akhirnya dirusak juga
oleh manusia.

Berbicara tentang simpanan air, kubah gambut perlu dilestarikan sesuai dengan
yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 jo Paraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016, Pasal 9, Ayat (3) dimana ditetapkan fungsi
lindung ekosistem gambut paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh
luas Kesatuan Hidrologis Gambut serta terletak pada puncak kubah Gambut dan
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sekitarnya. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri KLHK Nomor 10 Tahun
2019, Pasal 1, Ayat (5) yang berkaitan juga dengan keseimbangan air melalui
perhitungan neraca air untuk menentukan kubah gambut.

Air dalam kubah akan mengalir secara gravitasi ke kawasan yang lebih rendah
sehingga gambut tetap basah/lembab. Hal ini diperkuat bila oleh sesuatu dan lain
hal gambut ini telah mengalami degradasi, upaya pengganti yang dilakukan adalah
dengan membangun bangunan air, seperti sekat, kanal, sumur bor, embung, long
storage, hingga upaya-upaya memasukkan air dari sungai dengan pompa dan air
pasang laut. Rekayasa buatan ini akan mempunyai batas waktu dalam menyimpan
air sehingga tidak dapat diharapkan akan bertahan lama bila musim kemarau
berlangsung lama/panjang. Hal ini disebabkan oleh besarnya penguapan dari
lahan, tumbuhan dan kebutuhan air tanaman yang berlangsung setiap hari.







BAB IV
PENGEMBANGAN KEGIATAN KONSTRUKSI OPERASI
DAN PEMELIHARAAN

4.1. Infrastruktur Pembasahan Gambut

Kerusakan lahan gambut yang pada umumnya telah dimulai sejak dua dekade lalu
bukan saja disebabkan oleh adanya penebangan vegetasi yang terdapat di atasnya,
melainkan juga karena terjadi pengurasan air gambut secara berlebih melalui
saluran-saluran yang dibangun di atasnya. Pada saat itu pembangunan saluran-
saluran di atas lahan gambut lebih ditujukan untuk mengatur tata air bagi kegiatan
pertanian dan untuk sarana transportasi kayu tebangan dan produk bukan-kayu
dari dalam hutan. Namun, belakangan ini pembuatan saluran-saluran di lahan
gambut telah bertambah luas hingga ke lahan-lahan perkebunan kelapa sawit dan
hutan tanaman industri (pada umumnya akasia). Kondisi demikian sangat
mencemaskan karena pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan (Triadi,
L. Budi, 2014).

Masa kini saluran-saluran di lahan gambut jumlahnya sangat banyak dan tersebar
di berbagai lokasi lahan gambut, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
Untuk mengatasi kondisi demikian, diperlukan upaya-upaya untuk mengangkat
kembali tinggi muka air tanah gambut agar gambut menjadi basah dan tidak mudah
terbakar, serta untuk mengurangi laju oksidasi dan subsidensi. Upaya-upaya
restorasi lahan rawa gambut dengan cara meninggikan kembali muka air tanah
dianggap sebagai cara/metode yang sangat efektif dan ramah lingkungan. Karena
dengan membasahi kembali lahan gambut yang tadinya kering akibat drainase,
peristiwa kebakaran pada lahan dan hutan dapat dikurangi dan upaya demikian
dapat berkontribusi besar dalam memenuhi komitmen pemerintah RI untuk
menurunkan emisi gas rumah kaca.

Pembangunan sekat kanal pada areal fungsi budi daya bertujuan untuk
pengaturan muka air sehingga ambang batas muka air yang harus dipertahankan
tidak melebihi 0,4 meter di bawah permukaan gambut (khususnya di titik
penaatan) sehingga menjaga tidak tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa
di bawah lapisan Gambut (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 jo Peraturan
Pemerintah 57 Tahun 2016, Pasal 23, Ayat (2)). Berdasarkan kedua pendekatan
tersebut, pemilihan jenis dan tipe sekat kanal yang dibangun direkomendasikan
mengikuti tujuan tersebut.
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Untuk kawasan konservasi dan/atau lindung, tujuan pembangunan infrastruktur
pembasahan gambut adalah untuk konservasi air (water conservation) dan untuk
memulihkan habitat dan ekosistemnya sehingga jenis infrastruktur yang dibangun
berupa sekat kanal (canal blocking) dan penimbunan kanal (canal backfilling).
Penimbunan kanal yang dilakukan dalam kawasan konservasi dilakukan karena
kanal tidak dimanfaatkan untuk jalur transportasi maupun kegiatan ekonomi
lainnya. Sekat kanal dan penimbunan kanal tidak memerlukan bangunan pengatur
muka air seperti halnya pelimpah air (spill way) karena air akan disimpan bukan
untuk dikelola. Elevasi puncak dari sekat kanal sejatinya tidak lebih tinggi daripada
permukaan lahan gambut di sekitarnya karena tidak berfaedah, yang air akan
meluap ke samping kanan dan kiri sekat. Tipe struktur bangunan sekat kanal dan
penimbunan kanal diupayakan bersifat ramah gambut bila memungkinkan, namun
untuk kasus ketika debit aliran dan fluktuasi muka air besar, diperlukan
penggunaan bahan/material lain yang lebih kuat.

Jenis dan tipe sekat kanal yang direkomendasikan untuk kawasan fungsi lindung
adalah sekat kayu, gambut yang dipadatkan (compacted peat), dan sekat karung
tanah (soil bags). Sekat kayu yang dibangun dapat berbentuk satu lapis dan
multilapis tergantung pada dimensi (lebar, dalam, dan panjang) kanal dan besarnya
debit air. Jenis dan tipe sekat dari batu, beton, bronjong, dan pracetak (pre-cast)
tidak direkomendasikan pada kawasan konservasi/lindung karena dianggap
kurang ramah dan tidak dapat menyatu dengan ekosistem gambut pada masa yang
akan datang. Terkecuali pada kondisi tertentu, ketika debit air besar, arus air
sangat kuat dan terdampak oleh fluktuasi pasang surut yang besar. Di samping
untuk pengaturan tinggi muka air minimal yang harus dipertahankan di saluran,
pelimpah juga dimaksudkan untuk celah perahu lewat sehingga sekat tidak
menghalangi kebutuhan pelayaran/transportasi di dalam kanal dan kegiatan-
kegiatan penggunaan kanal lainnya.

Untuk kawasan fungsi budi daya, tujuan pembangunan infrastruktur pembasahan
gambut adalah untuk pengelolaan atau pengaturan muka air sehingga jenis
infrastrukturnya yang dibangun berupa sekat kanal yang dilengkapi dengan
bangunan pengatur muka air, yaitu pintu air atau sekat kanal dengan pelimpah.
Tipe struktur sekat kanal atau bangunan penahan air tersebut dapat terbuat dari
kayu yang dikombinasikan dengan bahan pengisi berupa karung tanah (soil bag),
beton (concrete), beton pracetak (precast), dan lain-lain, dengan ketentuan elevasi
pelimpah tidak lebih dalam dari 0,4 meter (> 0.4 m) dari permukaan tanah gambut.
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4.2. Pemilihan Jenis Infrastruktur Pembasahan Gambut Berdasarkan Fungsi
Kawasan

Pemilihan jenis dan tipe sekat yang dibangun untuk restorasi gambut ditentukan
oleh lokasi yang sekat-sekat tersebut ditempatkan berdasarkan fungsi
kawasannya. Lokasi restorasi gambut berdasarkan fungsi kawasan terdiri dari
kawasan dengan fungsi konservasi/lindung dan fungsi budi daya. Kegiatan
pembasahan gambut seperti dengan sekat kanal di kawasan dengan fungsi
konservasi/lindung bertujuan untuk konservasi air. Dengan demikian, diharapkan
tinggi muka air dipertahankan setinggi-tingginya (mendekati muka gambut). Dalam
bahasa Dayak, bendung adalah tabat, yang berarti penyekatan saluran/parit
dengan membuat dam di dalamnya. Pembendungan saluran di lahan gambut
bertujuan untuk menaikkan air tanah gambut setinggi mungkin, yang pada
akhirnya diharapkan dapat: (a) menurunkan laju oksidasi dan subsidensi gambut,
(b) membasahi gambut untuk mengurangi risiko kebakaran, dan (c) meningkatkan
kelembaban tanah untuk pertumbuhan vegetasi dan penanaman
kembali/revegetasi. Dua butir pertama yang disampaikan akan menurunkan emisi
gas rumah kaca.

Pembangunan sekat kanal pada areal fungsi budi daya bertujuan untuk
pengaturan muka air sehingga ambang batas muka air yang harus dipertahankan
tidak melebihi 0,4 meter di bawah permukaan gambut (khususnya di titik
penaatan) sehingga menjaga tidak tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa
di bawah lapisan Gambut (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 jo Peraturan
Pemerintah 57 Tahun 2016, Pasal 23, Ayat (2)). Berdasarkan kedua pendekatan
tersebut, pemilihan jenis dan tipe sekat kanal yang dibangun direkomendasikan
mengikuti tujuan tersebut.

Untuk kawasan konservasi dan/atau lindung, tujuan pembangunan infrastruktur
pembasahan gambut adalah untuk konservasi air (water conservation) dan untuk
memulihkan habitat dan ekosistemnya sehingga jenis infrastruktur yang dibangun
berupa sekat kanal (canal blocking) dan penimbunan kanal (canal backfilling).
Penimbunan kanal yang dilakukan dalam kawasan konservasi dilakukan karena
kanal tidak dimanfaatkan untuk jalur transportasi maupun kegiatan ekonomi
lainnya.. Sekat kanal dan penimbunan kanal tidak memerlukan bangunan pengatur
muka air seperti halnya pelimpah air (spill way) karena air akan disimpan bukan
untuk dikelola. Elevasi puncak dari sekat kanal sejatinya tidak lebih tinggi daripada
permukaan lahan gambut di sekitarnya karena tidak berfaedah, yang air akan
meluap ke samping kanan dan kiri sekat.
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Tipe struktur bangunan sekat kanal dan penimbunan kanal diupayakan bersifat
ramah gambut bila memungkinkan, namun untuk kasus ketika debit aliran dan
fluktuasi muka air besar, diperlukan penggunaan bahan/material lain yang lebih
kuat.

Jenis dan tipe sekat kanal yang direkomendasikan untuk kawasan fungsi lindung
adalah sekat kayu, gambut yang dipadatkan (compacted peat), dan sekat karung
tanah (soil bags). Sekat kayu yang dibangun dapat berbentuk satu lapis dan
multilapis tergantung pada dimensi (lebar, dalam, dan panjang) kanal dan besarnya
debit air. Jenis dan tipe sekat dari batu, beton, bronjong, dan pracetak (pre-cast)
tidak direkomendasikan pada kawasan konservasi/lindung karena dianggap
kurang ramah dan tidak dapat menyatu dengan ekosistem gambut pada masa yang
akan datang. Terkecuali pada kondisi tertentu, ketika debit air besar, arus air
sangat kuat dan terdampak oleh fluktuasi pasang surut yang besar. Di samping
untuk pengaturan tinggi muka air minimal yang harus dipertahankan di saluran,
pelimpah juga dimaksudkan untuk celah perahu lewat sehingga sekat tidak
menghalangi kebutuhan pelayaran/transportasi di dalam kanal dan kegiatan-
kegiatan penggunaan kanal lainnya.

Untuk kawasan fungsi budi daya, tujuan pembangunan infrastruktur pembasahan
gambut adalah untuk pengelolaan atau pengaturan muka air sehingga jenis
infrastrukturnya yang dibangun berupa sekat kanal yang dilengkapi dengan
bangunan pengatur muka air, yaitu pintu air atau sekat kanal dengan pelimpah.
Tipe struktur sekat kanal atau bangunan penahan air tersebut dapat terbuat dari
kayu yang dikombinasikan dengan bahan pengisi berupa karung tanah (soil bag),
beton (concrete), beton pracetak (precast), dan lain-lain, dengan ketentuan elevasi
pelimpah tidak lebih dalam dari 0,4 meter (> 0.4 m) dari permukaan tanah gambut.

4.3. Pengertian Pembasahan Kembali Gambut (Rewetting)

Gambut terdegradasi akibat drainase yang berlebihan oleh adanya pembangunan
jaringan kanal drainase di ekosistem gambut. Drainase adalah proses
berkurangnya kandungan air dari lahan gambut melalui aliran permukaan atau
aliran air tanah dan mengubah suasana anaerobik menjadi aerobik sehingga terjadi
dekomposisi bahan organik oleh aktivitas mikroorganisme yang menghasilkan
emisi CO2. Drainase juga mengakibatkan proses subsiden, kekeringan, dan bahaya
kebakaran yang mengemisikan karbon dalam jumlah besar. Kondisi demikian akan
diperparah apabila drainase dilanjutkan dengan memperdalam saluran. Karena
dengan semakin turunnya muka air permukaan pada saluran, materi gambut akan
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menjadi semakin kering sehingga fungsi lahan gambut sebagai penahan air akan
semakin berkurang dan bahaya banjir pada muara sungai semakin meningkat.
Dalam jangka waktu beberapa puluh tahun ke depan, akibat drainase dan turunan-
turunannya, seluruh materi gambut akan hilang, seluruh karbon dari lahan gambut
teremisi ke atmosfer, serta tanah mineral yang dahulu berada di bawah lapisan
gambut akan terpapar. Pada kondisi demikian, akan terbentuk cekungan/depresi
(basin) yang akan berisikan genangan air menyerupai danau (Triadi, L. Budi, 2014).

Musim kemarau yang berkepanjangan dan diikuti oleh peristiwa kebakaran
gambut menyebabkan sulitnya melakukan restorasi gambut. Kesulitan ini semakin
meningkat jika peristiwa tersebut terjadi berulangkali setiap tahun. Kemarau
panjang menyebabkan air gambut menghilang, sungai menjadi kering, dan tekstur
tanah gambut berubah dari lembab menjadi kering (Suryadiputra, 2018). Oleh
karena itu, lahan gambut harus dipertahankan dalam kondisi selalu lembab/basah.
Salah satu cara untuk mengatasi kekeringan gambut akibat dari drainase yang
berlebih adalah melalui kegiatan pembasahan kembali gambut. Pembasahan
gambut dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau upaya secara aktif untuk
memulihkan kembali gambut yang kering dengan cara membasahinya melalui
pembangunan infrastruktur pembasahan gambut seperti sekat kanal, penimbunan
kanal, sumur bor, embung, long storage dan teknik-teknik lain sesuai dengan
perkembangan teknologi. Infrastruktur pembasahan yang cocok untuk
pembasahan kembali dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dengan
tujuan mempertahankan muka air tanah < 40 cm agar air tanah dapat naik ke
permukaan melalui peristiwa kapilaritas sehingga gambut akan tetap lembab atau
basah.

4.4, Tujuan Pembasahan Kembali Gambut

Kegiatan pemasahan bertujuan untuk mengembalikan kondisi gambut agar basah
sebelum upaya revegetasi dilakukan. Lahan gambut pada awalnya merupakan
suatu ekosistem lahan basah, yang menyimpan air 80-90% dari volumenya,
bahkan tergenang pada saat musim hujan. Akan tetapi, keberadaan kanal-kanal
drainase telah menyebabkan gambut menjadi kering. Oleh karenanya, jika upaya
revegetasi ingin dilakukan, kondisi gambut harus terlebih dahulu dibasahkan.
Pembasahan dapat dilakukan melalui penutupan kanal-kanal dengan membangun
beberapa sekat kanal. Tujuan pembasahan kembali gambut yang mengalami
degradasi dan kekeringan berlebih akibat pembangunan jaringan kanal drainase
adalah  memulihkan fungsi hidrologi gambut yang tercermin dari
terkendali/terjaganya elevasi muka air di lahan gambut pada elevasi tertentu,
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¢) Sekat Karung Tanah (Soil bags Dam)

Sekat kanal karung tanah adalah tanah mineral/gambut matang (hemik/saprik)
yang dimasukkan ke dalam karung berbahan goni atau plastik. Karung-karung ini
kemudian disusun di suatu penampang melintang dari suatu kanal, dari dasar
kanal sampai dengan ketinggian tertentu. Pemanfaatan sekat kanal tipe ini
diperuntukkan bagi kanal-kanal berdimensi kecil (< 2 meter) dan di saluran
dangkal. Sekat kanal ini sifatnya fleksibel dan murah karena materialnya dari
bahan-bahan tanah yang pada umumnya tersedia di lokasi, dan perlu
diperhitungkan bahwa umur konstruksi sekat jenis ini relatif tidak lama (lihat
Gambar 4.4). Akan tetapi, karena dimensi saluran juga relatif kecil, debit dan arus
air juga relatif kecil sehingga tidak terlampau membebani konstruksi sekat.

Kontributor foto : Budi Triadi

Gambar 4. 4 Jenis dan Tipe Sekat Karung Tanah di PT. WPG Sumatera Selatan,
Supervisi Deputi Il BRG RI, 2019

d) Sekatdari Gambut yang Dipadatkan (Compacted Peat Dam)

Tipe sekat macam ini menggunakan materi gambut yang terdapat di dekat/sekitar
kanal-kanal yang akan disekat dan ditimbun pada suatu penampang melintang
saluran/kanal dan dipadatkan menggunakan alat eskavator atau jenis alat pemadat
yang lain sampai tingkat kepadatan dan kestabilan yang mampu untuk menahan
arus dan mempertahankan muka air yang diinginkan. Sekat jenis ini dapat
dibangun pada kanal-kanal berdimensi sedang hingga besar (> 5 meter). Sekat jenis
gambut yang dipadatkan dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Keuntungan dari penggunaan materi gambut sebagai bahan untuk membangun
sekat, antara lain, tidak perlu menggunakan kayu (menebang pohon yang masih
hidup), tidak perlu mengangkut bahan-bahan untuk membangun sekal dari tempat
lain yang kadang-kadang lokasinya cukup jauh, tidak membutuhkan waku yang
lama dalam pengerjaan konstruksinya karena dapat menggunakan alat berat
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seperti ekskavator, biaya pembangunan dapat relatif lebih murah. Namun
demikian, bekas galian materi gambut yang digunakan sebagai bahan baku sekat
kanal akan menimbulkan lubang-lubang yang cukup besar. Lubang-lubang ini
jumlahnya bisa sangat banyak, tergantung jumlah dan ukuran sekat yang
dibangun.

Materi gambut yang digali dan akan digunakan sebagai bahan sekat harus dipilih
yang sudah matang (hemik atau saprik). Jika materi gambut tersebut masih mentah
(fibrik) dan banyak mengandung serat akar-akar dan batang tanaman, dam yang
dibangun mudah bocor. Materi gambut mentah seperti ini (biasa dijumpai pada
lapisan dekat permukaan gambut) harus diangkat/disisihkan terlebih dahulu.
Untuk memperoleh materi gambut yang sudah matang, biasanya dilakukan
penggalian yang lebih dalam. Kedalaman galian bisa lebih dalam lagi jika
sebelumnya telah pernah terjadi kebakaran di lahan gambut tersebut. Tanah
gambut yang sudah mengalami kekeringan tidak dapat digunakan karena tidak
dapat menyerap air (hydrophobic).

Sumber : Deltares
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Sumber : Triadi, L. Budi, 2019 (PT. Bumireksa Nusa Sejati, Riau)

Kontributor foto : Budi Triadi
Gambar 4. 5 Jenis dan Tipe Sekat dari Gambut yang Dipadatkan (Compacted Peat) di PT.
BNS Riau, Supervisi Deputi lll BRG RI, 2019

e) Sekat Kanal Beton

Jenis dan tipe sekat dari beton digunakan untuk kanal yang besar/lebar (>15
meter) pada lokasi dengan kedalaman gambut tipis-sedang dan lapisan di bawah
tanah gambut adalah mineral (alluvial), daya dukung tanahnya sudah relatif kuat
untuk menahan beban struktur bangunan beton tersebut. Sekat beton/bendung
beton bertujuan untuk menahan aliran dan debit air yang relatif besar, fluktuasi
muka air yang besar, dan mempertahankan muka air secara maksimum.

Sekat beton dapat dilengkapi dengan perangkat pengatur muka air berupa peluap
(spillway) dan tanpa peluap (non-spillway). Sekat beton dianjurkan dibangun pada
kanal-kanal yang berdekatan dan bermuara pada sungai atau pantai. Sekat beton
memiliki umur yang relatif lama dan daya tahan konstruksi yang kuat dibandingkan
dengan sekat kayu atau gambut yang dipadatkan. Akan tetapi, biaya
pembangunan sekat beton relatif mahal dan proses konstruksinya agak lebih rumit
(lihat Gambar 4.6).
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Sumber : Triadi, L. Budi, 2016 (Balai Litbang Rawa, Puslitbang SDA)
Gambar 4. 6 Jenis dan Tipe Sekat Beton

Sekat kanal beton ini dibangun oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan 2 dengan
supervisi desain dari Balai Litbang Rawa, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya Air. Pemilihan material beton didasarkan oleh posisi sekat kanal
yang terletak di muara saluran dengan tekanan aliran yang kuat dan dengan
adanya pengaruh fluktuasi muka air pasang surut. Hingga saat ini konstruksi yang
diperkuat dengan tiang pancang yang tertancap pada tanag mineral memberikan
kinerja cukup baik dan bertahan hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun.

f) Sekat Kanal Berseri

Penentuan lokasi penempatan titik sekat merupakan langkah paling krusial pada
tahapan konstruksi sekat. Jumlah sekat kanal yang diperlukan dan penempatan
lokasi sekat sangat ditentukan oleh ukuran panjang kanal yang akan disekat dan
ambang paras muka air maksimum yang ingin dipertahankan pada jalur kanal
tersebut. Di samping jarak antarsekat yang akan dibangun sangat ditentukan oleh
jarak/tingkat kemiringan (slope) tinggi muka air di dalam kanal dengan permukaan
tanah gambut (peat surface), dan kondisi topografi/kontur lahan gambut yang akan
disekat.

Jarak antarsekat yang terlalu jauh akan sangat berimplikasi pada efektivitas sekat
dalam mengurangi laju aliran keluar (surface run off), meningkatkan kapasitas daya
simpan air, dan potensi pelimpasan (seepage) dan penggerusan gambut yang
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berlebihan di lokasi sekat serta dapat berdampak pada daya tahan konstruksi
sekat.

Penentuan jarak antarsekat ditentukan oleh rencana ambang batas paras muka air
maksimal yang akan dipertahankan pada badan kanal tersebut. Secara empiris
tinggi muka air minimal yang harus dipertahankan pada musim kemarau secara
legal (PP No. 57 Tahun 2016) 40 cm di bawah permukaan tanah gambut. Ambang
minimal tingga muka air perlu dipertahankan agar tingkat kelembaban dan
kebasahan gambut cukup sampai ke lapisan permukaan gambut paling atas
sehingga tingkat kerawanan dan kerentenan kebakaran gambut dapat dicegah
(Wosten, et. al., 2006).

Di samping itu, jarak antarsekat juga perlu dijaga agar beda tinggi muka air kanal
/head differences antarsekat dipertahankan sekitar 0.2 m (pengamatan penulis
selama melakukan berbagai survei di lahan gambut yang disekat, lihat ilustrasi
pada Kotak No. 4). Untuk mencapai kondisi demikian, diperlukan jumlah
bendung/sekat yang cukup banyak (tergantung gradient/ longitudinal slope dari
permukaan saluran yang terdapat di lahan gambut) dan puncak bendung harus
melampaui permukaan tanah gambut di dekatnya. Artinya, setiap
bendung/sekat/dam yang dibangun harus mampu mengangkat muka air tanah
gambut mendekati level ketinggian (atau melebihi) tanah gambut di bagian
atas/hulu atau sekitar 20 cm di bawah muka gambut (atau > 20 cm) pada bagian
hilir/bawah dan sekitarnya. Untuk membuktikan bahwa beda tinggi muka air di
dalam saluran sebesar 20 cm efektif dalam menaikkan tinggi muka air di dalam
saluran dan lahan gambut sekitarnya, diperlukan suatu penelitian yang mendalam
dan berlangsung lama (mencakup saat kemarau dan musim hujan). Angka 20 cm
ini dianggap wajar, memadai, dan mendukung kebijakan/Peraturan Pemerintah
No. 150/Th 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi
Biomasa juga PP Nomor 70/2014 tentang Perlindungan dan Pengellaan
Ekosistem Gambut.

Konsep utama dalam penentuan jarak antarstruktur adalah sebagai berikut.

X=AH/tan(p)

dimana

X : Jarak horizontal antarstruktur (m)

AH : Head difference, yaitu beda elevasi muka air saluran antara
hulu dan hilir struktur yang diinginkan (m)

tan (B) : Kemiringan dasar saluran (-)




Untuk mengantisipasi kemiringan dasar saluran yang berbeda-beda sepanjang
suatu saluran, panjang saluran dapat dibagi menjadi beberapa pias, dan jarak
antarstruktur dihitung untuk setiap setiap pias yang bersangkutan.

Berikut adalah gambar tentang ilustrasi posisi pintu air sepanjang saluran dengan
pola bertangga (cascade design).

Permukaan gambut
Muka air kanal
Dasar kanal o SRRssssssssssrenaransnnsas e afifo—

Sekat kanal—|

KFCP|IAFCP '

Many dams and high dam crests

Sumber : Triadi, L. Budi, 2014
Gambar 4. 7 Posisi Pintu Air Sepanjang Saluran dengan Pola Bertangga (Cascade Design)

Semakin kecil nilai X, maka akan semakin banyak jumlah struktur. Untuk itu, perlu
dipertimbangkan pula faktor biaya dan dilakukan kompromi terhadap jumlah
struktur. Sekat kanal berseri ini juga dibangun oleh Kedeputian Konstruksi Operasi
dan Pemeliharaan, BRG sejak tahun 2017.

4.6.2. Sumur Pantau

Sumur pantau (lihat Gambar 4.8) digunakan untuk melakukan pemantauan tinggi
muka air (TMA) pada lahan gambut secara terus-menerus sepanjang tahun.
Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui fluktuasi muka air tanah dalam upaya
menjaga ketinggian muka air tanah 40 cm di bawah permukaan lahan. Pengukuran
muka air tanah dilakukan dengan cara (Peraturan Pemerintah 57, 2016) manual
dan/atau otomatis.
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Kontributor foto: Budi L. Triadi

Gambar 4. 8 Contoh-contoh Sumur Pantau di PT. SR Kalimatan Barat, PT. KS Sumatera
Selatan dan PT. MTI Kalimantan Barat, Supervisi Deputi Ill BRG RI, 2019

Pengukuran muka air tanah dengan cara manual dapat menggunakan batang
pengukur. Pengukuran muka air tanah dengan cara otomatis dapat menggunakan
logger, salah satunya adalah seperti disajikan pada Gambar 4.9. Alat otomatis
memiliki keuntungan dapat mengambil data sesering mungkin tanpa perlu sering
mendatangi titik pengukuran. Kelemahannya ialah biaya awal cukup tinggi. Pilihan
untuk menggunakan pengukuran manual sangat tergantung pada akses dan
ketersediaan personil.
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Sumber : Onset Data Loggers, 2015
Gambar 4.9 Alat Ukur Tinggi Muka Air Tanah Otomatis (Logger)
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Pengukuran muka air tanah pada ekosistem gambut ditentukan pada titik kontrol

pengawasan yang disebut titik penaatan. Pengukuran muka air tanah di titik

penaatan dilakukan dengan ketentuan (KLHK No. P15, 2017):

a. pengukuran dengan cara manual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua)
minggu dan

b. pengukuran dengan cara otomatis paling sedikit 1 (satu) kali dalam sehari.

Titik penaatan muka air tanah ditetapkan pada paling sedikit 15% (lima belas per
seratus) dari seluruh jumlah petak tanaman pokok atau blok produksi dan berada
di tengah (centroid) petak tanaman pokok atau blok produksi. Titik penaatan muka
air tanah digunakan sepanjang berada dalam radius 50 (lima puluh) meter
terhitung dari titik tengah petak tanaman pokok atau blok produksi. Pada titik
penaatan dilengkapi dengan alat pengukur curah hujan, yang 1 (satu) alat
pengukur curah hujan dipasang untuk mewakili 20 (dua puluh) titik penaatan
sekitarnya. Penyebaran alat pengukur curah hujan disesuaikan dengan zona
pengelolaan air. Pengamatan curah hujan ini dilakukan setiap hari (KLHK, 2017).

Pemilihan 1 (satu) titik penaatan di tengah petak tanaman pokok atau blok
produksi didasarkan pada alasan air membentuk lensa air sehingga diasumsikan
bahwa bagian tengah petak tanaman pokok atau blok produksi merupakan bagian
dengan tinggi muka air tanah paling dekat dengan permukaan gambut (lihat
Gambar 4.10.)

SUMUR PANTAU (OPSIONAL)

TITIKPENAATAN

S. TERSIER

S. TERSIER

MUKA AIR TANAH

Gambar 4. 10 llustrasi Posisi Titik Penaatan dan Lensa Air (Triadi, 2020)
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Titik penaatan ini disarankan dipasang bersama alat pengukur muka air di
kanal/saluran terdekat dengan titik penaatan dan dilakuan pengikatan elevasi
(levelling) agar dapat diketahui korelasi antara muka air tanah dan muka air
kanal/saluran dengan membuat grafik korelasi sehingga memudahkan
pengendalian muka air tanah dengan hanya memantau ketinggian muka air di
kanal/saluran.

4.6.3. Alat Ukur Permukaan Air di Saluran (Papan Duga/Pelskal)

Alat ini digunakan untuk mengetahui fluktuasi muka air di saluran yang penting
diketahui. Dengan alat ini yang berbentuk seperti mistar dan dipasang vertikal di
tepi kanal/saluran, data muka air dapat dicatat atau direkam dari waktu ke waktu;
misalnya, tiap setengah atau satu jam sekali. Dengan data ketinggian muka air di
saluran ini diketahui, dapat diketahui pula ketinggian muka air tanah di titik
penaatan melalui grafik korelasi antara kedua parameter muka air tersebut
sehingga dapat diketahui ketinggian muka air saluran yang harus dijaga agar muka
air tanah di area lahan gambut berada di kedalaman 40 cm di bawah permukaan
lahan gambut.

Untuk mendapatkan data muka air di saluran, bisa dilakukan dengan pengamatan
secara langsung menggunakan papan duga (lihat Gambar 4.11). Pembacaan
dilakukan dengan memperhatikan skala baca yang tercantum pada papan. Posisi
papan duga ini diletakkan di saluran yang berbatasan dengan titik penaatan dan
diikat pada satu bidang acuan yang sama dengan sumur pantau agar diketahui
korelasi muka air saluran dan muka air tanah tersebut. Pembuatan patok
pengukuran tetap (bench mark) juga diperlukan sebagai titik acuan atau referensi
dari ketinggian muka air tanah dan saluran tersebut.

Gambar 4. 11 Papan Duga / Pelskal (Triadi, 2019)
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4.6.4. Bangunan Pengatur Air/Pintu Air

Penggunaan bangunan pengatur air atau pintu air berguna untuk mengendalikan
ketinggian muka air di saluran terbuka/kanal sesuai dengan ketinggian yang
diinginkan. Sebagai panduan, penetapan kualifikasi bangunan pengatur air dapat
mengacu pada SNI No. 03-2925 tentang Pintu Air Pengatur dan Pengukur untuk
Irigasi. Beberapa jenis pintu air yang sering digunakan dalam jaringan tata air di
lahan rawa gambut, antara lain, adalah sebagai berikut.

e Pintu Sorong (Sluice Gate)

Pintu sorong digunakan untuk mengendalikan ketinggian muka air dan aliran air
yang melalui pintu sesuai dengan kebutuhan, seperti: (1) menghindari banjir yang
datang dari luar, (2) mencegabh intrusi air asin, (3) menahan dan menyimpan air di
saluran pada saat kemarau panjang, dan (4) mengalirkan kelebihan air yang tidak
diperlukan. Contoh pintu sorong dapat dilihat pada Gambar 4.12. Bahan material
dari pintu ini dapat terbuat dari plat besi/kayu papan yang dapat digerakkan atau
dioperasikan secara manual melalui stang pemutar.

Kontributor Foto: Budi L. Triadi

Gambar 4. 12 Pintu Sorong (Sluice Gate) di PT M Riau dan PT MKM, Supervisi Deputi Ill R,
2019
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e Pintu Klep (Flap Gate)

Pintu klep dibuat untuk menahan aliran air masuk dari satu sisi saluran dan
membuang air dari sisi saluran yang lain. Pintu klep ini berfungsi mengalirkan aliran
dari satu arah saja dan menahan air yang mengalir ke arah berlawanan. Pintu ini
memilik engsel di bagian sisi atas pintu dan dapat membuka dan menutup secara
otomatis akibat perbedaan tinggi tekan muka air. Adapun bahan material dari jenis
pintu ini bisa terbuat dari plat besi, papan kayu atau fibre glass. Contoh pintu klep
dapat dilihat pada Gambar 4.13.

Kontributor Foto: Budi L. Triadi

Gambar 4. 13 Pintu Klep (Flap Gate) di PT. PDL Kalimantan Selatan dan PT WSL
Kalimantan Barat, Supervisi Deputi Ill BRG RI, 2019

Suatu terobosan baru, yaitu teknologi terapan yang murah dan tepat guna dapat
diterapkan pada daerah rawa, yaitu Pintu Klep Otomatis (PKO) tahan korosi
terbuat dari bahan fiber resin, dapat berbentuk persegi dan berbentuk bulat. Pintu
ini dapat membuka dan menutup secara otomatis dengan memanfaatkan energi
beda potensial air atau pasang dan surut.

Daun pintu klep terdiri dari daun pintu dan bingkai yang dihubungkan dengan
engsel. Daun pintu klep terbuat dari bahan fiber resin dengan penguat plat besi
lengkap dengan engselnya yang terbuat dari kombinasi pipa besi dan pipa paralon
yang dilapisi dengan fiber resin. Bingkai pintu terbuat dari block board dan dilapisi
bahan resin. Fungsi pintu klep dapat diatur sebagai pintu pemasukan (suplai ) atau
sebagai pintu pembuang (drainase).
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Pintu klep dari bahan fiber resin mempunyai beberapa kelebihan bila dibandingkan
dengan pintu klep lainnya yang sejenis dari bahan kayu, beton, dan besi sebagai
berikut :
- Bobot pintu ringan dan tahan korosi.
- Kebocoran lebih kecil (menggunakan seal) sehingga mengurangi biaya
pemeliharaan.
- Berfungsi dengan tinggi tekan air kecil (selisih elevasi muka air hulu dan
hilir pintu kecil).
- Daun pintu dapat dipasang dan dibuka dengan mudah.
- Struktur badan pintu memungkinkan pemasangan daun pintu berganti
fungsi layanan.
- Fabrikan oleh tenaga awam.
- Fabrikasi (pembuatan dan kontrol mutu) lebih terjamin.
- Mohilisasi/transportasi relatif lebih mudah (unit pintu knocked down).
- Pemasangan dan pengoperasian lebih mudah dan sederhana.
- Telah didukung oleh pengujian di laboratorium dengan uji model fisik dan
kekuatan bahan.

Prinsip kerja pintu disajikan pada Gambar 4.14 dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Keadaanl
Muka air di saluran drainase utama dalam kondisi pasang, PKO tertutup.
Apabila kemudian muka air di saluran pembuangan lebih tinggi, PKO akan
terbuka.

2. Keadaan
Muka air di saluran drainase utama surut, PKO akan terbuka apabila
kemudian muka air di saluran pembuangan lebih tinggi. Untuk
mempertahankan ketinggian muka air di saluran pembuangan
dibutuhkan stoplog/pembendungan.
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PINTU KLEP RINGAN TANGGUL

MA. Tinggi di drainase

MA Mormal
Dizaluran/3ungai
SALURAN PEMBLANGAN

Gambar 4. 14 Prinsip Kerja Pintu Klep Otomatis (Puslitabang SDA, 2006

Berikut pada Gambar 4.15 adalah salah satu bentuk desain daun pintu klep
otomatis berbentuk persegi empat
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LUBANG PENGANGKAT

HKRAN PENGISI AIR

FRAME PINTU

PINTU KLEP FIBER RESIN
160

JENDELA UHUR

KRAN PEMBUAHGAN

TAMPAK FRAME PINTU KLEP OTOMATIS

Gambar 4. 15 Salah Satu Desain Pintu Klep Otomatis (Puslitbang SDA, 2006)




Pada Gambar 4.16 disajikan penerapan pintu klep di lapangan di saluran tersier dan
sekunder.

Gambar 4. 16 Penerapan Pintu Klep Otomatis di Saluran Tersier dan Sekunder
(Puslitbang SDA, 2009)

¢ Pintu Sekat (Stop Log)

Jenis pintu sekat ini digunakan untuk mengatur muka air kanal/saluran pada
ketinggian tertentu yang dikehendaki. Pintu tersusun dari sejumlah bilah papan
yang disusun secara vertikal. Bila ingin menahan air pada ketinggian yang lebih
tinggi, jumlah bilah papan dapat ditambah. Namun, bila ingin membuang air, bilah
papan dapat dilepas kembali. Contoh pintu sekat dapat di lihat pada Gambar 4.17.

Kontributor foto: Budi L. Triadi

Gambar 4. 17 Pintu Sekat (Stop Log) di PT. THIP Riau dan PT. RSUP-RSTM Riau, Supervisi
Deputi Il BRG RI, 2019
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4.6.5. Sumur Bor

Pembangunan sumur bor dimaksudkan untuk mengatasi kelangkaan air, sumber
air yang lain sulit didapat. Pada umumnya hal ini terjadi pada musim kemarau,
terutama pada kemarau panjang. Pada kondisi tersebut, pada umumnya muka air
tanah gambut turun drastis dan sumber air permukaan alami yang terdapat di
kanal/saluran, embung, long strorage, anak sungai, sungai, dan danau juga
mengalami kekeringan dan terletak sangat jauh dari lokasi yang mengalami
kekeringan atau membutuhkan air.

Sumur bor pada umumnya terbuat dari pipa yang disambung, terbuat dari bahan
pvc atau galvanised dan dipasang/ditanam ke dalam tanah gambut sampai pada
kedalaman lapisan akuifer (Gambar 4.18) di bawah lapisan tanah gambut tertentu
yang dianggap cukup mampu mengalirkan debit air yang diharapkan.

Adr sumur yg tidak mengalr sendn

Air artesis =~

Tinggi muka air terhalang
Muka air tanah
Air tanah tak terhalang

Penghalang
Air tanah ferhalang

Batuan kedap air :

Sumber: //tonyworkers.files.wordpress.com/2011/07/profilairtanah.jpg?w=300&h=123

Gambar 4. 18 Lapisan Air Tanah

Pembuatan sumur bor bertujuan untuk mendukung usaha restorasi gambut
dengan mencari sumber air tanah yang diutamakan untuk pembasahan gambut,
khususnya pada musim kemarau. Bila diperlukan, sumur bor juga dapat digunakan
sebagai sumber air untuk pemadaman awal kebakaran (lihat Gambar 4.19).
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Kontributor foto: Budi L. Triadi
Gambar 4. 19 Sumur Bor di PT. GCG Sumatera Selatan, Supervisi Deputi Il BRG, 2019

Sumur Bor yang dibangun oleh Kedeputian Konstruksi Operasi dan Pemeliharaan,
BRG sejak tahu 2017 cukup memberikan hasil yang menggembirakan dalam
pembasahan gambut dan pemadaman kebakaran awal. Jangkauan pancaran
terjauh yang dapat diperoleh adalah 20 meter, dengan panjan slang air juga 20
meter, maka akan diperoleh dampak pembasahan sekitar 5.000 meter persegi.

4.6.6. Long Storage dan Embung

Pencadangan air permukaan dan pemenuhan kebutuhan air setempat di lahan
gambut bisa digunakan dengan membangun suatu tampungan (kolam) yang bisa
menampung air dalam waktu relatif lama, yaitu embung (lihat Gambar 4.20)
dan/atau saluran yang disekat penuh pada kedua ujungnya sehingga menjadi long
storage (lihat Gambar 4.21). Bangunan air ini bisa hanya menampung air hujan atau
juga bisa diupayakan mendapat suplesi dari sungai terdekat baik secara gravitasi,
dari air pasang laut ataupun pompa dan pada saat dibutuhkan (biasanya pada
musim kemarau), air dapat dialirkan melalui saluran atau dipompa ke areal yang
mengalami kekeringan. Infrastruktur embung terdiri dari: saluran suplesi dari
saluran/sungai terdekat, bangunan berpenampang trapesium dengan kemiringan
talud 1:1, kolam penampungan dan saluran pembagi. Pada kondisi tertentu
diperlukan penguatan tebing, dan pemasangan bahan pelapis (terpal, plastik tebal

atau geotextile) agar tidak bocor.




Restorasi Gambut di Indonesia

Kontriutor foto: Budi L. Triadi
() (b) (c)

Gambar 4. 20 Contoh Berbagai Bentuk Embung di PT. BKS Jambi, PT. MKM, dan PT. SME
Jambi, Supervisi Deputi Ill BRG RI, 2019

Kontributor Foto: Budi L. Triadi

Gambar 4. 21 Long Storage di PT KDA Jambi, Supervisi Deputi Ill BRG, 2019
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4.6.7. PompaAir

Lahan gambut selain mengalami kekeringan, juga seringkali mengalami banijir,
terutama pada areal lahan rendah yang telah mengalami subsidensi cukup besar.
Dalam hal ini, sistem drainase kurang mampu menjalankan fungsinya membuang
kelebihan air secara gravitasi karena elevasi lahan telah cukup rendah sehingga
potensi drainase sudah sangat kecil. Pembuangan air dapat dilakukan ke lahan
yang berfungsi sebagai retensi air, dikeluarkan ke area hutan konservasi atau
langsung ke sungai. Kapasitas dan jumlah pompa untuk membuang air sangat
tergantung pada volume air yang perlu dibuang. Sebagai ilustrasi tentang pompa,
dapat dilihat Gambar 4.22.

Kontributor Foto: Budi L. Triadi
Gambar 4. 22 Pompa Bertekanan Tinggi di PT. RMJS Jambi,
Supervisi Deputi Il BRG RI, 2019

4.6.8. Ship Lock
Ship lock adalah jenis bangunan yang sering diperlukan ketika saluran yang ada
dimanfaatkan untuk mengalirkan/membawa (conveyance) air dan sekaligus
digunakan untuk melewatkan perahu atau kapal kecil. Pada umumnya, bangunan
jenis ini digunakan di saluran perkebunan kelapa sawit atau hutan tanaman
industri (akasia).

Penggunaan bangunan ship lock ini tidak menyebabkan kehilangan air yang besar
dan bangunan ini sekaligus juga berfungsi sebagai sekat kanal. Pada umumnya ship
lock terdiri dari 2 (dua) buah pintu yang bisa dibuka tutup, baik secara manual
maupun mekanis secara bergantian dengan ilustrasi pengoperasiannya dijelaskan
pada Gambar 4.23.
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Bottom Gate Top Gate

Bottom Gate Top Gate

Gambar 4. 23 llustrasi Pengoperasian Ship Lock

Jenis ship lock bisa beragam, tergantung pada masing-masing perancang dan
disesuaikan dengan kebutuhan atau kendala (misalnya keterbatasan lahan). Pada
Gambar 4.24 disajikan ship lock yang dipasang pada sebuah saluran samping
(bukan di saluran utama). Sementara pada Gambar 4.25 disajikan bangunan ship
lock yang dibangun pada saluran utamanya.

Galian Saluran Pengelak

Galian Saluran Pengelak

-

Gambar 4. 24 Ship Lock pada Sebuah Saluran Samping (Triadi, 2014)
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Kontributor Foto: Triadi, L. Budi
Gambar 4. 25 Ship Lock pada Saluran Utama di PT. BPLP Riau, Supervisi Deputi Il BRG R,
2019

4.6.9. Penimbunan Kanal (Canal Back Filling)

Penimbunan kanal merupakan salah satu teknik pembasahan gambut yang kanal-
kanal drainase itu terbuka di kawasan ekosistem gambut fungsi lindung, ditimbun
atau diisi kembali dengan tanah (gambut) dan/atau bahan organik setempat
(lapukan batang, dahan dan seresah kayu, dan lain-lain) sehingga kanal mengalami
pendangkalan dan sedimentasi. Dengan demikian, daya kuras (drainability) air yang
keluar melalui badan kanal dapat dikurangi dan simpanan air (retensi) air dapat
dipertahankan di lahan gambut (Houterman & Ritzema, 2009; Applegate dKkk,
2012; Dohong, 2016).

Secara umum kegiatan ini dimaksudkan untuk merestorasi gambut melalui proses
peningkatan sedimentasi kanal drainase buatan dan pengurangan limpasan air
keluar (run off) dari kawasan kubah gambut dan/atau kawasan konservasi/lindung
sehingga muka air dan daya simpan air pada kawasan tersebut tetap tinggi,
khususnya pada musim kemarau. Kegiatan penimbunan kanal tidak dilakukan di
sepanjang kanal terbuka yang ada, tetapi hanya dilakukan di beberapa
bagian/segmen kanal dengan jarak interval tertentu.
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Misalnya, kanal terbuka ditimbun dengan panjang 100 meter, 200 meter, atau 300
meter dengan interval jarak setiap 1 (satu) kilometer (lihat Gambar 4.26).

Sumber : Deltares; | Nyoman N. Suryadiputra, 2005; dan Azwar Maas, 2019.
Gambar 4. 26 Penimbunan Kanal (Canal Back Filling)

Penimbunan kanal yang dibangun oleh Kedeputian Konstruksi Operasi dan
Pemeliharaan, BRG sejak tahu 2017 cukup memberikan hasil yang
menggembirakan dalam pembasahan gambut dan menutup kanal yang berpotensi
menguras air di kawasan lindung. Penimbunan kanal ini tidak dilakukan pada
seluruh kanal, namun dibangun pada setiap jarak tertentu di kanal termaksud dan
dengan berjalannya waktu maka sepanjang kanal akan tertutup oleh proses
sedimentasi.

Berbagai gambar yang dipergunakan dalam buku ini pada Sub Bab 4.6. Jenis-Jenis
Infrastruktur Pembasahan Gambut sebagai ilustrasi, diperoleh dari kegiatan
Kegiatan Pelaksanaan Supervisi dalam Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan
Infrastruktur di Lahan Konsesi, yang meliputi aktifitas Akuisisi Data, Desk Analysis
Data, Survei Lapangan, Analisis Komprehensif dan Lokakarya Pembahasan Hasil
Kegiatan. Kegiatan supervisi ini diselenggarakan oleh Sub Kelompok Kerja
Supervisi Pengelolaan Lahan Konsesi, Kelompok Kerja Partisipasi dan Kemitraan,
Kedeputian Il — Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan, Badan
Restorasi Gambut — Republik Indonesia pada tahun 2019. Selanjutnya mengenai
kegiatan supervisi ini disajikan pada Sub Bab 4.8.
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4.7. Pemeliharaan Infrastruktur Pembasahan Gambut

Semua infrastruktur pembasahan gambut yang telah dibangun perlu dilakukan
kegiatan pemeliharaan secara rutin dan berkala agar bangunan air tersebut tetap
berfungsi secara optimal dan tindakan dini perusakan dapat diminimalisir.
Perubahan cuaca dan bertambahnya umur konstruksi akan menyebabkan
kerusakan pada infrastruktur pembasahan gambut. Pemeliharaan tersebut dapat
dilakukan dengan penambahan material, penggantian bahan atau material yang
rusak, dan penanaman tumbuhan lokal (endemis) untuk memperkuat konstruksi
(sekat kanal) dan daya dukung tanah gambut disekitar infrastruktur pembasahan
gambut. Pemeliharaan infrastruktur pembasahan gambut bisa dilakukan oleh
kelompok yang membangun, termasuk konsesi atau komunitas sekitar yang dekat
dengan lokasi yang dibangun.

Proses perencanaan pemeliharaan dan pembentukan kelompok serta mekanisme
pelaporan dan pengaduan dapat difasilitasi dalam forum evaluasi bersama. Forum
ini dapat terdiri dari pemerintah desa, kelompok pembangunan sekat kanal dan
para pihak terkait.

4.8. Padiatapa

Padiatapa atau Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa ada paksaan adalah
Pinsip yang menegaskan bahwa masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi restorasi
gambut mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan secara bebas
menyetujui kegiatan restorasi gambut yang akan berlangsung di dalam wilayah
mereka.

Sosialisasi awal dalam mekanisme musyawarah desa akan sangat bermanfaat
untuk memberikan informasi awal tentang kegiatan yang akan dilakukan dari
penyelenggara program kepada warga/pihak sekitar sebelum melaksanakan
tahapan selanjutnya seperti tahapan penilaian lapangan sampai proses Padiatapa.
Sosialisasi awal ini merupakan rangkaian bagian dari proses Padiatapa. Tahapan ini
diawali dengan mengundang warga desa, aparat pemerintah desa, serta para pihak
yang dinilai penting untuk mengetahui informasi awal mengenai program.
Informasi awal ini biasanya berisi pemaparan terkait program pembasahan gambut
yang dilakukan pemilik program, tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan dan juga
dampak dari adanya program. Tahapan ini juga akan menyajikan informasi
mengenai studi kasus dampak positif pembasahan gambut di lokasi yang pernah
dilakukan program penyekatan kanal.

/- %




Harapan dari kegiatan sosialisasi adalah tersampaikannya informasi awal
mengenai program pembasahan gambut kepada warga desa dan para pihak, serta
adanya berita acara kesepakatan untuk melakukan penilaian lapangan dengan
adanya keterlibatan tim dari warga (pemanfaat kanal/nelayan). Pada progam
pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, agar dapat masuk ke dalam
proses Padiatapa diperlukan data lapangan sebagai dasar utama analisis apakah di
lokasi tersebut diperlukan upaya restorasi dengan pembasahan gambut. Proses
penyetujuan untuk dilakukan pembangunan tidak serta merta bisa dihasilkan pada
tahap ini, karena harus ada informasi/data awal sebagai bahan utama dalam proses
Padiatapa.

4.9. Supervisi Lahan Konsesi

Dalam meningkatkan infrastruktur pembasahan gambut dalam mendukung
program restorasi gambut adalah kegiatan Supervisi Lahan Konsesi. Sebagaimana
ditetapkan melalui Perpres No. 1 Tahun 2016, Presiden Rl memandatkan BRG
untuk melakukan restorasi di lahan gambut sebanyak 2 juta hektare. Tugas ini
kemudian ditindaklanjuti oleh BRG dengan mengeluarkan SK Kepala BRG No. 5
Tahun 2016 tentang penetapan Peta Indikatif Restorasi Gambut (PIRG) yang
menetapkan luas areal restorasi gambut sebanyak 2,4 juta hektare. Setelah
dilakukan pemetaan ulang melalui SID-DED dan serangkaian workshop dan
sinkronisasi data serta verifikasi lapangan, khususnya dengan adanya kejadian
kebakaran lagi pada tahun 2017 dan 2018, keluarlah SK Kepala BRG No.
18/KPTS/BRG/2018 tentang perubahan atas SK No. 5 Tahun 2018 tersebut yang
mengeluarkan Peta Indikatif Restorasi Gambut terbaru; areal gambut yang harus
direstorasi bertambah menjadi 2,7 juta hektare. Dari total 2,7 juta hektare
tersebut, 1.772.712 hektare berada di areal konsesi dan dilakukan melalui
supervisi.

Kegiatan supervisi dalam konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur di
lahan konsesi ini merupakan bagian dari kegiatan edukasi, sosialisasi, dan
menjaring partisipasi dari pihak pemegang konsesi untuk berperan serta dalam
melakukan restorasi gambut di lokasi lahannya. Surat Keputusan Kepala BRG
Nomor SK.12/BRG/KPTS/2018 tentang Penetapan Tim Pelaksanaan dan
Instrumen Supervisi dalam Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Infrastruktur di
Lahan Konsesi pada Areal Target Restorasi Gambut merupakan panduan dalam
pelaksanaan supervisi di lahan konsesi berizin pada lahan gambut.
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Sejauh ini diketahui bahwa dampak dari kegiatan supervisi lahan konsesi yang

selama ini telah dilakukan oleh BRG adalah sebagai berikut:

a) Respons Positif atas Rekomendasi Tim BRG
Pada umumnya pemegang konsesi menyambut positif rekomendasi Tim
Supervisi BRG. Kegiatan supervisi diawali dengan metode self-assessment
oleh pemegang konsesi sebelum kemudian tim supervisi melakukan kajian
dan verifikasi lapangan. Hasil kajian dan verifikasi lapangan oleh Tim
Supervisi kemudian dijadikan bahan diskusi bersama dengan pemegang
konsesi untuk mendapatkan hasil rekomendasi yang akan ditindaklanjuti
oleh pemegang konsesi.

b)  Penguatan untuk Mencegah Kebakaran

Hasil supervisi telah mendukung kemampuan pemegang konsesi dalam
mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 24 dari total 29
perusahaan yang disupervisi pada tahun 2019, berdasarkan penjelasan
perusahaan ada sebanyak 20 perusahaan atau 69% yang menyatakan tidak
terjadi kebakaran lagi, 7 perusahaan atau 24,1% menyatakan terbakar
dengan luasan di bawah 10 hektare, sedangkan sisanya 2 perusahaan atau
6,9% terbakar lebih dari 10 hektare. Namun, berdasarkan pemantauan
hotspot dengan satelit modis (tingkat kepercayaan 80% ke atas) terdapat
234 titik atau 0,008% dari total 29.309 hotspot tahun 2018 yang masuk
dalam wilayah konsesi yang sudah disupervisi. Setelah dilakukan proses
klarifikasi, hanya ada 4 perusahaan yang terindikasi betul-betul kebakaran di
lahan konsesi mereka.

¢) Meningkatnya kapasitas pemegang konsesi.
Pada umumnya, para pemegang konsesi yang telah disupervisi mendapatkan
banyak masukan dan informasi teknis tentang bagaimana memaksimalkan
kegiatan pemulihan di areal konsesi mereka yang sejalan dengan budi daya
tanaman. Misalnya, PT BKS mengakui bahwa mereka mendapat banyak
pelajaran dari rekomendasi yang diberikan oleh BRG. Salah satunya adalah
saran untuk embung dan menara api. Ternyata keberadaan embung sangat
bermanfaat dalam pengendalian kebakaran lahan. Penggunaan 3 alat uji
kuantitatif sangat membantu untuk penilaian kondisi lahan dan air kebun
mereka. Demikian juga, PT RSUP dan RSTM di Riau yang menyatakan bahwa
setelah dilakukan supervisi mereka lebih memahami dan dapat mencapai
pengendalian muka air tanah 40 cm melalui pengendalian muka air saluran.
Dengan memahami korelasi keduanya, perusahaan akan tahu berapa
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seharusnya muka air saluran yang harus dipertahankan agar MAT tercapai
40 cm. Contoh lainnya adalah PT THIP yang menyatakan bahwa mereka
sangat terbantu dengan rekomendasi tim supervisi terhadap perbaikan
sistem zonasi air yang sebelumnya tidak didasarkan pada perbedaan elevasi
lahan. Perubahan zonasi air berdasarkan elevasi lahan sangat membantu
untuk mengatur inflow dan outflow air di areal konsesi mereka.

Kegiatan supervisi telah memberikan manfaat dalam mendukung upaya restorasi

gambut, namun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapatkan

respons ke depan.

1) Penundaan dan Progres Kegiatan Supervisi
Kegiatan supervisi di areal konsesi kehutanan sampai Desember 2019 belum
terlaksana. Supervisi di sektor kehutanan baru dilakukan sebatas uji coba pada
dua konsesi kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat pada Oktober 2018. Hal
ini dikarenakan belum adanya pedoman dan panduan pelaksanaan kegiatan
supervisi dari Dirjen PPKL KLHK. Dirjen PPKL masih memiliki keraguan
terhadap peran BRG dalam pelaksanaan supervisi di areal konsesi, meskipun
dalam pasal 22 (e) Permen LHK No. 6 Tahun 2019 tentang penugasan
sebagian urusan pemerintah bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk
kegiatan restorasi gambut tahun anggaran 2019 kepada tujuh provinsi target
restorasi telah disebutkan tentang kewenangan kegiatan supervisi oleh BRG;
pengelola dan tugas pembantuan melakukan kegiatan sosialisasi dan
melaksanakan bimbingan teknis supervisi kepada pemegang konsesi bersama
dengan BRG. Di sisi lain Dirjen PPKL justru mengirimkan surat dengan No.
S.235/PPKL/SET/PKL-0/9/2019 tanggal 23 September 2019 yang secara
khusus meminta agar BRG berkonsentrasi pada percepatan pelaksanaan
pemulihan ekosistem gambut di areal nonkonsesi di tujuh provinsi, sedangkan
pelaksanaan untuk areal di dalam konsesi akan dilakukan langsung oleh Dirjen
PPKL KLHK. Hal ini bertentangan dengan mandat presiden kepada BRG yang
dituangkan di dalam Pasal 10 dan 3 Perpres 1/2016 tentang Badan Restorasi
Gambut yang secara khusus menugaskan BRG untuk melakukan supervisi
dalam konstruksi, operasi, pemeliharaan infrastruktur di areal konsesi di tujuh
provinsi target restorasi.

2) Informasi Konsesi dalam Peta Indikatif Restorasi Gambut
Permasalahan yang umum ditemui oleh tim supervisi ialah kesulitan
mendapatkan kontak ataupun alamat konsesi yang masuk ke dalam peta
indikatif restorasi 2 BRG. Oleh karena itu, agar tim supervisi mudah dalam

o




mendapatkan kontak konsesi, perlu membangun relasi dan jaringan yang baik
dengan organisasi pemerintah daerah, seperti Dinas Perkebunan
Kabupaten/Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Provinsi, GAPKI
serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, ketiadaan kantor konsesi di
ibukota provinsi prioritas restorasi gambut juga menghambat kegiatan
persiapan supervisi. Kantor konsesi yang berada di ibukota kabupaten berjarak
tempuh yang jauh menyebabkan komunikasi dengan supervisi kurang
maksimal.

3) Keterbatasan Data Awal Lokasi Supervisi

Untuk memulai kegiatan supervisi diperlukan data awal yang data awal ini
diperoleh untuk desk study pembuatan profiling konsesi. Adapun data yang
digunakan untuk profiling konsesi, antara lain, adalah database peta (desa atau
pemukiman yang berdekatan dengan konsesi), konflik sosial dengan
masyarakat dan riwayat kejadian kebakaran. Data tersebut diperoleh melalui
pencarian internet dan narasumber lokal. Akan tetapi, keterbatasan informasi
dari internet dan narasumber lokal menyebabkan profiling konsesi menjadi
kurang maksimal.

4) Keterbukaan Pemegang Konsesi

Ditemukan bahwa pemegang konsesi masih minim yang mau terbuka atas
kunjungan lapangan dari Tim Supervisi BRG. Kegiatan supervisi merupakan
program dan pendekatan baru bagi pemegang konsesi yang sebelumnya
banyak menghadapi kunjungan pemerintah dalam rangka pengawasan. Oleh
karenanya, masih banyak pemegang konsesi yang merasa khawatir untuk
mendapatkan kunjungan atau verifikasi lapangan. Di sisi lain, BRG tidak dapat
memaksa pemegang konsesi untuk disupervisi karena kegiatan ini tidak
bersifat mandatori bagi mereka.







BABV
REVEGETASI PADA LAHAN GAMBUT TERDEGRADASI

5.1. Keanekaragaman Hayati

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No.P16/2017
tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (Pasal 1 ayat 7),
“Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut adalah aktivitas yang dilakukan untuk
mengembalikan sifat dan fungsi Ekosistem Gambut sesuai atau mendekati sifat
dan fungsi semula melalui suksesi alami, restorasi hidrologis, rehabilitasi vegetasi,
dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.
Pendekatan pemulihan ekosistem gambut tersebut dilaksanakan dengan
pendekatan pembasahan kembali (Rewetting), penanaman kembali (Revegetasi),
dan pemberdayaan masyarakat (Revitalisasi), atau biasa dikenal pendekatan 3R.
Pengertian Revegetasi menurut peraturan Menteri KLHK No. P16/2017 (Pasal 1
ayat 11) adalah :"Revegetasi adalah “upaya pemulihan tutupan lahan pada
ekosistem gambut melalui penanaman jenis tanaman asli pada fungsi lindung atau
dengan jenis tanaman lain yang adaptif terhadap lahan basah dan memiliki nilai
ekonomi pada fungsi budidaya”. Aturan di atas menjelaskan bahwa revegetasi
dapat dilaksanakan baik pada Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) lindung maupun
budidaya. Fungsi lindung gambut berada pada kawasan lindung, baik dalam
kawasan hutan maupun Areal Penggunaan Lain (APL), dan berfungsi untuk
menjaga kesetimbangan air (neraca air), menyimpan cadangan karbon, dan
melestariakan keanekaragaman hayati. Fungsi budidaya merupakan pemanfaatan
gambut sebagai areal budidaya yang selaras dengan daya dukung lingkungan
(carrying capacity), dan pelestarian fungsi-fungsi ekologis dari ekosistem gambut
tropis.

Seperti yang diuraikan pada Peraturan Pemerintah No0.57/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2014 tentang Perlindungan
and Pengelolaan Ekosistem Gambut (Pasal 1 ayat 2), dimana dinyatakan bahwa
“gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa
tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puuh)
centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa”. Dalam peraturan ini tidak
secara eksplisit dijelaskan bahwa gambut tropis berasal dari hasil pelapukan bahan
organik tumbuhan berkayu. Dengan demikian, gambut tropis berasal dari berbagai
jenis pohon-pohon kayu, yang berperanan penting sebagai penyedia bahan
organik. Dalam waktu lama dan melalui proses yang kompleks, bahan organik
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tersebut mengalami pelapukan sebelum menjadi gambut. Gambut akan tumbuh
apabila kecepatan deposit bahan organik lebih besar dibandingkan kecepatan
pelapukannya (Page et al., 2009; Page et al., 2011, Rieley et al., 2016). Kondisi
lingkungan yang selalu tergenang (water logged environment) dan lembab
memperlambat laju pelapukan bahan organik, dan tingginya curah hujan
membantu peningkatan produktivitas tumbuhan untuk menghasilkan bahan
organik. Kebakaran hutan apabila terjadi, berdampak pada penghilangan
tumpukan bahan organik, dan berakibat pada terhentinya pertumbuhan gambut
karena jumlah deposit bahan organik berkurang akibat pembakaran.

Woujud bahan organik sebagai batang kayu, akar pohon, dan daun-daun. Daun-
daun lebih cepat melapuk (Chimner & Ewel, 2005; Jackson et al., 2009; Nahrawi
et al., 2011) dibandingkan batang dan akar pohon. Waktu yang diperlukan untuk
membentuk gambut mulai dari ratusan sampai ribuan tahun. Dalam kondisi
tergenang, sebagian bahan organik terakumulasi secara perlahan dan bertahap
dalam jangka waktu ratusan sampai ribuan tahun, membentuk gambut (Anshari et
al., 2004; Hooijer et al., 2012b; Moore, 1989)

Jenis-jenis pohon kayu yang hidup pada hutan rawa gambut tropis sangat
beragam, dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi pada kondisi tergenang air
(water logged environment) dan kekurangan hara (Giesen & Nirmala, 2018) .
Menurut Randi et al (2014), dan Tata dan Susmianto (2016) beberapa jenis pohon
kayu yang dijumpai pada hutan rawa gambut tropis di Indonesia adalah jenis kawi
(Shorea balangeran), meranti rawa (Shorea pp), mabang (S. pachyphylla), nyatoh
(Palagquium spp), ramin (Gonystylus bancanus), perepat (Combretocarpus
rotundatus), punak (Tetramerista glabra), jelutung rawa (Dyera polyphylla),
mentibu (Dactylocladus stenotachys), tembesu (Fagraea fragrans), dan pulai
(Alstonia pneumatophora). Selain kaya akan jenis-jenis flora, hutan rawa gambut
juga kaya akan fauna, seperti berbagai jenis burung, orangutan, bajing, ular, kodok,
serta berbagai jenis fauna air. Orang utan (Pongo pygmaeus) merupakan spesies
endemik pada hutan rawa gambut di Sumatera dan Kalimantan. Kayu ramin
(Gonystylus bancanus) dan mabang (Shorea pachyphylla) merupakan contoh
tumbuhan endemik pada hutan rawa gambut. Pada saat ini, kayu ramin terdapat
sebagai flora yang dilindungi pada the Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
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Secara tradisional, masyarakat adat yang hidup sekitar hutan rawa gambut telah
memanfaatkan berbagai jenis flora, baik untuk kegunaan ekonomi langsung
maupun tidak langsung. Berbagai jenis kayu, seperti meranti, mabang, tembesu,
dan ramin dari hutan rawa gambut bernilai tinggi bagi pembangunan rumah, dan
gertak (jembatan kayu). Kayu tembesu banyak digunakan sebagai tiang rumah
yang tahan terendam dalam air, dan juga dapat digunakan untuk membuat jendela
dan pintu. Selain pemanenan kayu, hutan rawa gambut menghasilkan hasil hutan
non-kayu, seperti damar, tanaman hias (seperti tumbuhan herba, anggrek dan
hoya), dan hasil kerajinan tangan dari berbagai jenis rotan dan pandan juga
dihasilkan dari hutan rawa gambut. Hasil perikanan dari perairan rawa gambut
sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Banyak jenis ikan konsumsi dan hias
yang bernilai ekonomi tinggi, seperti ikan arwana (Schleropages formosus) tipe
golden red, ringau (Datnioides microlepis), dan ulang-uli (Botia macrachanta).
Setelah hutan rawa gambut ditebang dan dimanfaatkan menjadi lahan pertanian,
masyarakat, umumnya pendatang melalui program transmigrasi, menanam
berbagai jenis tanaman hortikultura, sayur-mayur, dan karet pada lahan gambut.
Tabel 5.1. menyajikan jenis-jenis asli pohon kayu pada hutan rawa gambut tropis,
dan jenis-jenis tanaman budidaya. Perlu diingat, bahwa daftar tumbuhan ini hanya
contoh dari ratusan jenis tumbuhan yang terdapat pada hutan rawa gambut tropis
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5.2 Penyimpanan Karbon dan Air

Salah satu fungsi hutan rawa gambut yaitu berfungsi penting dalam penataan air
dan karbon. Penyimpanan karbon pada hutan rawa gambut terdiri atas lima
komponen, yaitu karbon bagian atas tanaman, karbon bagian bawah tanaman
(perakaran), karbon serasah, karbon kayu mati, dan karbon dalam tanah gambut
(Hiraishi et al., 2014). Jumlah karbon bagian atas dan bawah tanaman tergantung
pada jumlah biomassa vegetasi pada hutan rawa gambut. Daun-daun dan pohon-
pohon yang mati menyumbang cadangan karbon pada serasah (litter) dan kayu
mati. Kemudian, karbon dalam tanah gambut ditentukan oleh ketebalan gambut.
Semakin tebal gambut, maka semakin besar jumlah karbon yang tersimpan (Agus
et al,, 2010; Warren et al., 2017; Warren et al., 2012). Jika terjadi deforestasi dan
drainase, karbon yang tersimpan dalam gambut berubah menjadi pelepas atau
emisi karbon karena percepatan laju dekomposisi atau pelapukan gambut (Hooijer
etal.,, 2010, 2012a; Miettinen et al., 2017; Moore et al., 2013).
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Gambar 5. 1 Siklus Karbon pada Ekosistem Hutan Rawa Gambut Tropis
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Banyak terjadi kerusakan dan degradasi pada hutan dan lahan gambut yang
disebabkan oleh berbagai kegiatan ekonomi. Perubahan peruntukan lahan dari
hutan rawa gambut menjadi pertanian, perkebunan dan hutan tanaman
menyebabkan deforestasi, yang berdampak pada penurunan kandungan karbon
bagian atas tanaman (Afriyanti et al., 2016; Fuller et al., 2011; Lyons-White &
Knight, 2018). Drainase lahan gambut didrainase menyebabkan penurunan muka
air tanah, yang berdampak pada percepatan pelapukan atau dekomposisi gambut.
Dampak drainase tersebut berlangsung terus menerus, dan secara fisik proses
pelapukan menyebabkan pemadatan, dan dekomposisi secara bio-kimia
menyebabkan pelepasan (emisi) karbon. Emisi karbon sangat besar jumlahnya
ketika terjadi pembakaran lahan dan hutan rawa gambut. Gambar 1 menunjukkan
siklus karbon pada ekosistem hutan rawa gambut tropis.

5.3. Pemulihan Lahan dan Hutan Rawa Gambut Tropis

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa total luas hutan dan lahan rawa gambut
di Indonesia, kurang lebih 15 juta hektar (Ritung et al., 2011), dan luas gambut
pada tujuh provinsi prioritas mencapai 12,9 juta Ha. Menurut publikasi Badan
Restorasi Gambut (2018) pada tahun 2015 luas lahan gambut yang terdegradasi
(tidak berhutan dan ada drainase) pada tujuh provinsi prioritas restorasi sebesar
6,3 juta Ha, yaitu hutan rawa gambut yang diubah peruntukannya menjadi
berbagai penggunaan lahan. Tergantung penetapan fungsi ekosistem gambut,
lahan-lahan gambut yang telah diubah peruntukannya tersebut direstorasi melalui
pendekatan pembasahan (rewetting), revegetasi dan revitalisasi.

Menurut Peraturan Menteri KLHK No0.P16/2017 tentang Pedoman Teknis
Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, terdapat istilah rehabilitasi revegetasi (Pasal
1 ayat 9) yang berarti ” upaya memulihkan dan meningkatkan fungsi Ekosistem
Gambut melalui penanaman vegetasi sehingga produktivitas dan peranannya
dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga”. Istilah rehabilitasi
revegetasi digunakan untuk memulihkan lahan gambut terdegradasi pada areal
fungsi budidaya, dan didesain untuk menjamin mata pencaharian masyarakat yang
tergantung atas pemanfaatan lestari lahan gambut. Salah satu upaya untuk
mewujudkan pemanfaatan lestari lahan gambut fungsi budidaya dengan
mengembangkan teknik paludikultur, dan pengembangan sistem budidaya
tanaman campuran (mixed cropping).
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Pemerintah telah mengatur tahap-tahap pemulihan ekosistem gambut, yaitu
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Perencanaan pemulihan hendaknya
dimulai dari pemulihan hidrologis, dan kemudian diikuti dengan pemulihan
revegetasi. Rencana pemulihan revegetasi memerlukan perencanaan detil untuk
memastikan keberhasilan penanaman. Persyaratan pertama adalah mendapatkan
bibit tumbuhan, spesies asli hutan rawa gambut. Umumnya, bibit diperoleh dari
cabutan atas anakan-anakan pohon kayu yang hidup pada hutan rawa gambut.
Kemudian, bibit tersebut dipelihara sampai tumbuh tunas-tunas baru, dan memiliki
gumpalan akar yang sehat. Jumlah bibit disesuaikan dengan kebutuhan
penanaman kembali.

Penanaman hendaknya dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kondisi bibit, dan
sifat-sifat gambut, serta waktu tanam. Ciri bibit yang sehat adalah bibit yang telah
tumbuh daun-daun muda (atau menghasilkan pucuk daun), tinggi bibit minimal 50
cm, dan memiliki gumpalan akar yang sehat. Sifat-sifat gambut dimana bibit yang
akan ditanam tidak terendam, dan harus memiliki lapisan aerobic supaya bibit yang
ditanam dapat bernafas dan hidup. Jumlah tanaman yang tumbuh sehat paling
sedikit 500 (lima ratus) batang/hektar pada tahun ketiga (Pasal 18 ayat le,
Peraturan Menteri KLHK No.P16/2017). Hal ini berarti penanaman harus diikuti
dengan pemeliharaan dan pemantauan daya adaptasi bibit dan pertumbuhan bibit
untuk menjadi tiang dan pohon.

Bibit-bibit yang mati hendaknya diganti dengan bibit-bibit baru. Kematian bibit
umumnya disebabkan oleh rendahnya kualitas bibit. Pertumbuhan bibit tidak
hanya dipengaruhi oleh kualitas bibit tetapi juga sifat-sifat lahan seperti adanya
kondisi genangan atau kekurangan oksigen (anaerob) dan sinar matahari langsung
tidak menguntungkan bagi pertumbuhan sebagian besar bibit yang ditanam.
Gambar 5.2. berikut ini menunjukkan perbedaan pertumbuhan pohon Mabang
yang ditanam pada kondisi lahan yang tidak tergenang dengan yang secara berkala
tergenang. Penanaman Mabang pada tahun 2018 pada kondisi gundukan
(hummocks) lahan gambut, dan bibit yang satunya lagi ditanam pada tahun 2017
pada rendahan (hollows) lahan gambut. Lokasi plot berada pada hamparan lahan
gambut yang sama, dan terpisah hanya 25 meter jauhnya. Kedua foto pada
Gambar 5.2. diambil pada bulan Pebruari 2020. Secara singkat, keberhasilan
penanaman kembali ditentukan oleh kualitas bibit, dan penempatan lubang tanam
(gundukan atau rendahan). Posisi gundukan lebih menguntungkan bagi
pertumbuhan bibit dibandingkan rendahan yang kurang Oksigen dan sering
tergenang. Apabila muka air tanah kurang dari 20 cm dari permukaan lahan, dan
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sifat genangan relatif permanen, disarankan menanam dengan sistem piringan
(mounding), yang menyediakan media aerobik bagi pertumbuhan bibit. Dalam
keadaan khusus dan apabila dinilai menguntungkan, penanaman dapat
dilaksankan dengan menggunakan polybag, dan tentu akan menghabiskan lebih
banyak tenaga dan biaya. Kondisi terbuka dan paparan sinar matahari langsung
tidak menguntungkan bagi sebagian besar jenis-jenis pohon hutan rawa gambut
tropis. Pada lahan terbuka, revegetasi total sebaiknya dimulai dengan menanam
bibit-bibit tanaman yang toleran sinar matahari, seperti jelutong, perepat, pulai,
dan jenis-jenis lain yang cepat tumbuh. Setelah lahan agak tertutup dari sinar
matahari langsung, vegetasi yang telah tumbuh diperkaya dengan jenis-jenis asli
yang membutuhkan naungan.

Teknik paludikultur merupakan pendekatan pemanfaatan lahan dan hutan rawa
gambut secara bijaksana dan adaptif dengan karakteristik lahan basah, dengan
upaya-upaya memelihara kondisi muka air tanah yang selalu tinggi, atau tergenang
secara berkala (Gianinni et al 2017). Pada lahan gambut yang terdegradasi akibat
dari drainase, paludikultur merupakan upaya menata kembali pola aliran air, dan
mengembalikan fungsi gambut sebagai penyimpan air. Selanjutnya, penanaman
jenis-jenis tumbuhan yang adaptif dengan kondisi tergenang dalam upaya
mengembalikan tutupan asli lahan dan hutan rawa gambut. Konsep paludikultur
merupakan pendekatan baru, yang diharapkan dapat mempercepat proses
pelestarian gambut di permukaan bumi, baik pada kawasan beriklim sedang
maupun tropis.

Sistem budidaya tanpa drainase (paludikultur) pada rawa gambut pertama kali
dikembangkan di Eropa(Joosten et al., 2012; Joosten & Clarke, 2002). Di
Indonesia, sistem paludikultur mulai diperkenalkan dan dipandang memiliki
prospek untuk mewujudkan perlindungan ekosistem rawa gambut (Tata dan
Susmianto, 2016). Sistem paludikultur dalam prakteknya, tidak hanya mencakup
revegetasi jenis-jenis pohon asli hutan rawa gambut, tetapi juga pengembangan
budidaya pertanian pada lahan gambut sebagai upaya untuk mewujudkan
pertanian berkelanjutan. Secara prinsip paludikultur merupakan teknik adaptasi
jenis-jenis tanaman (terutama jenis-jenis lokal) dengan kondisi biofisik-kimia
ekosistem rawa gambut. Manfaat dari paludikultur dapat berupa komoditas, dan
pengemasan jasa-jasa lingkungan untuk pengembangan eko-wisata (Tata dan
Susmianto, 2016). Secara hidro-ekologis, upaya mempertahankan muka air tanah
selalu dangkal atau tergenang, akan mengurangi risiko kebakaran gambut, dan
memperlambat aktivitas mikro-organisme untuk melapukan gambut, karena
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kondisi tergenang tidak menyediakan cukup Oksigen (anaeob) bagi kehidupan
mikroba pelapuk (decomposer).

Keberhasilan teknik paludikultur sangat tergantung atas pemilihan spesies yang
mampu beradaptasi dengan kondisi muka air tanah yang tinggi (> 40 cm dari
permukaan lahan), dan kekurangan hara pada lahan gambut. Pada kondisi tanpa
drainase, dan permukaan air tanah yang tinggi, sebagian lahan tergenang,
terutama pada rendahan (hollows), dan sebagian lain, gundukan (hummocks) tidak
tergenang. Penempatan lubang tanam pada gundukan (hummocks) berpengaruh
pada pertumbuhan bibit (lihat Gambar 2).

Gambar 5. 2 Pertumbuhan Bibit Pohon Mabang yang Cepat pada Kondisi Lahan Gambut
yang Tidak Tergenang (foto kiri), dan yang Lambat pada Lahan Gambut yang
Tergenang Musiman (foto kanan)

Penurunan muka air tanah pada lahan dan hutan rawa gambut karena drainase
meningkatkan resiko kebakaran gambut, terutama pada musim kering (Cattau et
al., 2016; Yulianti et al., 2012). Sejalan dengan semakin seringnya terjadi
penyimpangan (anomali) iklim, intensitas dan frekuensi musim kering lebih sering
terjadi. Hal ini meningkatkan resiko kebakaran pada lahan-lahan gambut yang
tidak dikelola, dan terdegradasi, karena lebih cepat menjadi kering pada waktu
musim kering. Penurunan muka air tanah juga menyediakan banyak Oksigen bagi
mikroba pelapuk. Selanjutnya berdampak pada emisi gas CO2. Pembuangan air
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drainase dari saluran sekaligus menghanyutkan Karbon Organik Terlarut
(Dissolved Organic Carbon) dan Karbon Organik Partikulat (Particulate Organic
Carbon), bersama-sama asam organik ke lautan bebas (Moore et al. 2013). Upaya-
upaya untuk mengelola keterdiaan air sepanjang tahun, dan berdasarkan
peraturan muka air tanah tidak lebih dari 40 cm dari permukaan, merupakan
tindakan untuk mengurangi degradasi gambut dan sekaligus mengurangi
pelepasan karbon ke atmosfer dan laut lepas. Dengan demikian, paludikultur dapat
dipandang sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, merupakan salah satu upaya
untuk mengurangi emisi karbon dari lahan gambut yang terdrainase. Emisi dari
gambut terdegradasi pada 7 provinsi prioritas restorasi pada 2006 dan 2015
diperkirakan sebesar 228 dan 278 juta ton CO2 per tahun, dan akan bertambah
menjadi 396 juta ton CO2 per tahun pada tahun 2030 apabila tanpa program
restorasi (Murdiyarso et al 2018).

Sistem-sistem budidaya campuran yang sudah diterapkan di Indonesia banyak
dijumpai. Misalnya sistem wana-tani (agro-forestry), wana mina tani
(agrosilvofishery), surjan, dan tumpang sari serta sistem budidaya campuran antara
tanaman dan ternak. Sistem-sistem budidaya yang telah diterapkan di Indonesia
memiliki prospek untuk dikembangkan dan dijadikan dasar untuk mewujudkan
pertanian berkelanjutan pada lahan gambut. Beberapa jenis tanaman introduksi
atau bukan asli hutan rawa gambut tropis yang banyak dibudidayakan pada lahan
gambut terdapat pada Tabel 5.1. Namun perlu dicatat bahwa praktek budidaya
saat ini yang dilakukan oleh komunitas petani sebagian besar berdampak negatif.
Hal ini terjadi karena sebagian petani masih tergantung atas penggunaan api ketika
membersihkan lahan, menggunakan banyak pupuk dan bahan pembenah tanah
untuk meningkatkan kesuburan lahan, dan tanpa pengelolaan air yang baik. Selain
itu, pengembangan budidaya pertanian pada lahan gambut berdasarkan sistem
monokultur mempercepat proses degradasi gambut dibandingkan sistem
budidaya polikultur. Praktek budidaya polikultur membutuhkan tenaga dan modal
serta kepandaian pengelolaan yang lebih banyak dibandingkan praktek budidaya
monokultur. Berbagai contoh budidaya polikultur misalnya sistem tumpang sari
dua jenis atau beberapa jenis tanaman (Lihat Gambar 5.3).
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Restorasi Gambut di Indonesia _

Gambar 5. 3 Pengembangan Sistem Budidaya Pertanian Polikultur dengan Menanam
Jelutong dan Pinang pada Lahan Gambut di Desa Rasau Jaya (Foto:Sanudin
2019, Balai Penelitian dan Pengembangan Agroforestri, Ciamis)

Pemilihan jenis yang adaptif menjadi salah pertimbangan penting dalam revegetasi
lahan dan hutan rawa gambut terdegradasi. Pada saat ini, masih sering
dibudidayakan jenis-jenis tanaman yang tidak adaptif dengan kondisi muka air
tanah yang tinggi, seperti Aloe vera, buah naga, jeruk dan papaya. Sangat disadari
bahwa jenis-jenis tanaman hortikultura dan sayur-mayur memiliki potensi pasar,
dan banyak dibudidayakan oleh kelompok petani. Umumnya, budidaya tanaman
sayur-mayur pada lahan gambut dilaksanakan secara intensif, dengan memberikan
masukan yang besar untuk menyuburkan lahan. Penambahan berbagai masukan
seperti pupuk kandang, kapur, abu dan pupuk kimia pada lahan gambut,
berdampak pada peningkatan laju dekomposisi dan kematangan gambut. Sistem
budidaya yang dipraktekkan pada saat ini diperkirakan masih perlu perbaikan
supaya pertanian pada lahan gambut akan lebih ramah lingkungan, dan sesuai
dengan kebutuhan pasar.

Selain dijual langsung, hasil tanaman budidaya seperti kelakai (paku) nanas, keladi,
dan kopi dapat diolah dan dikemas menjadi produk olahan, seperti selai nanas,
keripik keladi, dan bubuk kopi. Hasil rotan, pandan, dan purun dapat dibuat
berbagai jenis anyaman, dan kerajinan tangan, berbagai jenis madu hutan, yang
berpotensi untuk dipasarkan sebagai cinderamata, baik pada pasar lokal, dalam
negeri lainnya, dan bahkan pasar internasional. Tata niaga dan rantai pemasaran
produk-produk dari pertanian pada lahan gambut masih perlu dikembangkan, dan
dipromosikan kepada konsumen bahwa produk-produk yang dihasilkan dari
budidaya gambut tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, dan sebagian hasil
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penjualan dari budidaya pertanian pada lahan gambut digunakan untuk
melestarikan hutan rawa gambut.

5.4. Pengalaman Revegetasi

Upaya untuk memulihkan lahan dan hutan rawa gambut tropis dilakukan oleh
berbagai Lembaga dan mitra-mitra Badan Restorasi Gambut. Sangat disadari
bahwa pendekatan revegetasi tidak dapat dilaksanakan tanpa pemulihan
hidrologis. Selanjutnya, revegetasi akan mendukung keberhasilan pemulihan
hidrologis, dan penguatan perlindungan keamanan (safe guards) komunitas petani
melalui program-program revitalisasi. Di bawah ini, akan diuraikan beberapa
kegiatan yang berkaitan dengan paludikultur yang dilaksanakan oleh mitra Badan
Restorasi Gambut.

Badan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Palembang melakukan  penelitian  partisipatif =~ paludikultur ~ dengan
mengembangkan sistem agro-silvo-fishery, yaitu polikultur tanaman pertanian,
kehutanan dan perikanan. Pola yang dikembangkan meniru siklus alami curah
hujan dan pemanfaatan ruang atau lahan yang tersedia. Pengembangan perikanan
dilaksanakan dengan mengembangkan jenis-jenis ikan lokal, umumnya jenis-jenis
keluarga ikal lele, dan menanam kayu kawi yang tahan genangan. Pada pematang
dimana lahan tidak tergenang ditanami dengan berbagai jenis sayur.

Pengembangan tanaman pinang dipandang sebagai budidaya yang cocok untuk
dikembangkan oleh komunitas petani di Desa Sungai Wajo, Kecamatan Mendaha
Ulu, Provinsi Jambi. Masyarakat umumnya telah membudidayakan pinang,
terutama pada lahan gambut dangkal. Juga ditanam jenis-jenis introduksi lain
seperti jengkol, petai dan rambutan. Jenis-jenis asli pohon seperti kayu kawi,
perepat, jelutong dan pulai juga ditanam. Pendekatan penanaman dengan sistem
kelompok, dengan harapan akan membetuk formasi-formasi vegetasi seperti yang
terdapat pada hutan rawa gambut tropis. Mitra BRG yang terlibat dalam penelitian
ini, antaranya Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Balai
Penelitian Teknik Agroforestri, Ciamis.

Pengembangan sistem budidaya berbasis pendekatan polikultur juga dilakukan
oleh Universitas Jambi, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Tanjungpura.
Jenis-jenis tanaman budidaya yang diusahkan misalnya jagung, keladi, dan jahe.
Tanaman tahunan yang dikembangkan misalnya kopi.
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Upaya budidaya tersebut dapat juga dikombinasi dengan pengembangan ternak
seperti kebau rawa, sapi, dan kambing, serta itik. Tujuan pengembangan sistem-
sistem budidaya tersebut untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya
pendapatan rumah tangga petani.

Upaya penanaman kembali atau revegetasi dengan jenis-jenis pohon asli seperti
jelutong rawa, kayu kawi, pulai, perepat, dan kayu mabang dilakukan pada
kawasan gambut fungsi lindung, baik pada gambut dalam lebih dari 3 meter dan
kubah-kubah gambut. Berbagai Lembaga penelitin seperti Lembaga penelitian
lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Jambi, Palembang, Kalimatan Selatan,
dan Kalimantan Tengah, berbagai universitas, dan beberapa perusahaan swasta
telah melakukan uji coba penanaman kembali pada lahan gambut dalam yang
berfungsi lindung. Pusat Studi Bencan, Universitas Riau, misalnya berupaya
membangun arboretum pohon asli hutan rawa gambut tropis, walaupun masih
dalam skala kecil, yaitu 2,5 hektar di Desa Tanjung Leban, KHG Sungai Rokan-Siak,
Provinsi Riau.

5.5. Pembelajaran dari Revegetasi

Beberapa pembelajaran (lesson learned) dari kegiatan revegetasi adalah
perencanaan revegetasi belum disusun berdasarkan sifat-sifat dan karakteristik
gambut, dan tingkat degradasi lahan gambut. Upaya revegetasi pada ekosistem
gambut fungsi lindung hendaknya memperhatikan kedua faktor di atas. Jenis-jenis
yang ditanam adalah jenis-jenis yang adaptif dengan muka air tanah tinggi, dan
bahkan tergenang secara berkala. Data menunjukkan bahwa jenis-jenis seperti
perepat, kawi, jelutong, pulai dan mabang adaptif dengan muka air tanah yang
tinggi, dan tempat terbuka. Areal gundukan (hummocks) adalah tempat terbaik
untuk penanaman karena lebih kaya oksigen (aerob) dibandingkan rendahan
(hollows) yang tergenang air. Pertumbuhan vegetasi yang ditanam pada areal
cekungan dan secara berkala tergenang lebih lambat dibandingkan dengan
vegetasi yang ditanam pada gundukan (hummocks).

Selain faktor sifat dan karakteristik lahan, kualitas bibit merupakan salah satu kunci
keberhasilan revegetasi. Bibit yang berkualitas adalah bibit yang cukup tingginya
(> 30 cm), daun-daun yang hijau dan tumbuh pucuk atau dipastikan berkembang,
dan perakaran yang tumbuh baik. Kualitas bibit tergantung atas asal-usulnya. Bibit
cabutan cenderung beragam kualitasnya, dibandingkan dengan bibit yang berasal
dari biji. Media tanam yang subur dan kaya oksigen (gembur) disiapkan untuk
mendapatkan bibit-bibit yang berkualitas.
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Waktu tanam sangat penting diperhatikan. Bibit membutuhkan air untuk hidup.
Jika penanaman dilakukan pada musim kering, ada ancaman kekurangan air, dan
resiko pembakaran gambut menjadi tinggi. Jika ditanam pada musim hujan, hindari
bibit yang baru ditanam tergenang. Kondisi kekurangan Oksigen tidak
menguntungkan, dan dapat meningkatkan laju kematian bibit. Pemahaman pola
hujan atau neraca air menjadi penting sebelum dipilih waktu tanam.

Pemeliharaan dan penyulaman merupakan kewajiban. Kurang lebih satu bulan
setelah tanam, bibit-bibit yang ditanam perlu diinventarisasi dan dihitung tingkat
hidupnya (survival rate). Bibit yang mati harus diganti dengan bibit-bibit baru yang
sehat, dan siap tanam.

5.6. Tantangan dan Harapan

Pemulihan ekosistem hutan rawa gambut tropis menghadapi berbagai tantangan.
Pertama, ekosistem rawa gambut tersebut harus dipulihkan fungsinya sebagai
lahan basah yang menyimpan air, dan memiliki air tanah yang tinggi. Dengan
demikian, pemulihan hidrologis merupaka prasyarat sebelum melakukan
revegetasi. Namun, keberhasilan revegetasi tidak hanya tergantung atas
pemulihan secara fisik, namun memerlukan perencanaan detil untuk revegetasi.

Jika lahan gambut telah mengalami subsiden dan tergenang oleh air hujan atau
limpasan air sungai di sekitarnya dalam waktu yang cukup lama, maka upaya
revegetasi secara konvensional akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan.
Untuk mengatasi kondisi demikian, tehnik menanam bibit tanaman di atas
gundukan (mounding) dapat dilakukan, tapi memerlukan kajian teknis yang detil.

Tantangan revegetasi dimulai dari tahap persiapan lahan, perencanaan pengadaan
benih atau bibit-bibit tumbuhan asli hutan rawa gambut tropis, pembibitan dan
pemeliharaan bibit, penanaman di lapangan, dan pemeliharaan serta pemantauan
keberhasilan penanaman. Yang diperlukan adalah pengadaan jumlah bibit
berkualitas yang cukup, dan jenis-jenis bibit yang beragam. Tantangan terbesar
adalah menyediakan bibit berkualitas dalam jumlah banyak, karena pada saat ini
bibit diperoleh dari cabutan alam. Pengadaan bibit dari hasil pembenihan jarang
dilakukan karena sulit mendapatkan benih jenis asli hutan rawa gambut.
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Pengadaan bibit dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi komunitas
terdekat untuk melakukan pembibitan. Apabila komunitas belum mahir melakukan
pembibitan hendaknya diberi pelatihan, terutama dalam hal memilih dan
mengumpulkan bibit-bibit cabutan dari hutan. Apabila terdapat benih, lebih baik
dikembangkan pembibitan berasal dari perbanyakan benih, atau pebanyakan
vegetatif seperti stek pucuk. Untuk menjamin bibit tumbuh subur pada waktu
pembibitan perlu dipelihara kelembaban media tanam, dan bibit bebas dari
penyakit tanaman. Media tanam dapat ditularkan dengan mikroba untuk
membantu bibit menjadi lebih tahan (vigor), dan media yang dibuat juga
menyediakan unsur-unsur hara yang cukup bagi pertumbuhan bibit.

Harapan dari upaya revegetasi dan rehabilitasi lahan dan hutan rawa gambut
adalah pemulihan ekosistem hutan rawa gambut, dan pengembangan budidaya
pertanian yang berkelanjutan pada lahan gambut. Revegetasi akan berwujud
pembentukan berbagai formasi vegetasi yang terdiri atas jenis-jenis asli yang
beragam. Komunitas petani dapat mengamankan sumber mata pencaharian ketika
sistem pertanian berkelanjutan pada lahan gambut tercapai.




BAB VI
PENGEMBANGAN ASPEK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DALAM
RESTORASI GAMBUT

6.1. Pengantar

Masyarakat yang bermukim dan hidup di kawasan lahan gambut pada umumnya
bermata pencaharian pertanian atau perkebunan. Untuk yang bermukim di
wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS), nelayan tradisional tetap
merupakan  mata  pencaharian  utama. Untuk  menjaga  sumber
matapencahariannya, mereka telah mempelajari dan mengembangkan berbagai
teknik yang selaras dengan kondisi lingkungan setempat sehingga lingkungan
menjadi terjaga. Kemampuan masyarakat untuk memahami dan memelihara
lingkunganya menjadikan masyarakat setempat mampu untuk mencegah
terjadinya kerusakan ekologis, terutama yang berhubungan dengan masa depan
dari sumber matapencahariannya. Kebiasaan hidup seperti inilah yang disebut
dengan kearifan lokal yang menjadi landasan serta tapak kehidupan mereka.
Praktik ini, misalnya, bisa ditemukan dalam upaya membuka lahan secara
tradisional, yaitu dengan menebang, menebas kemudian memerun bukanlah sama
dengan membakar hutan atau lahan (Jalil, 2016).

Patut menjadi perhatian bersama bahwa sejak terjadinya kebakaran hutan dan
lahan beberapa tahun yang lalu, saat ini mengolah lahan dengan cara tradisional
tersebut menjadi momok bagi masyarakat setempat sebab oleh pihak aparat
penegak hukum dianggap sebagai membuka lahan dengan cara membakar.
Sebenarnya, mengolah lahan dengan menebang, menebas dan memerun
merupakan sebuah kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat
setempat, yang diyakini sebagai sebuah cara bijaksana dalam memelihara dan
memanfaatkan lingkungan, di tengah-tengah berbagai keterbatasan yang mereka
miliki. Mengacu kepada konsep sosio-antropologi, desa di Indonesia dibedakan
menjadi dua bentuk, yaitu, desa geneologis dan desa teritorial (Tjondronegoro,
1998). Desa geneologis adalah desa yang terbentuk secara alami dan berkembang
mengikuti ciri dan karakteristik masyarakat yang bermukim di situ. Kehidupan
masyarakat di desa ini cenderung bercirikan kehidupan yang alami (tradisional);
bertumbuh dan berkembangnya cara hidup adaptif dengan keadaan alam
setempat, misalnya membuka, mengolah, serta mengelola lahan pertanian dan
perkebunan. Desa teritorial adalah desa yang direncanakan dan dibangun sebagai
bagian dari program transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena
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itu, desa-desa transmigrasi tumbuh dan berkembang mengikuti desain yang
disiapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, desa teritorial ini cenderung teratur
dan tertata sehingga memiliki lahan untuk permukiman/pekarangan, lahan untuk
usaha pertanian tanaman pangan (pada umumnya padi), dan lahan untuk
perkebunan yang menjadi sumber matapencahrian mereka. Lahan pertanian dan
perkebunan biasanya terletak cukup jauh dari area permukiman. Perbedaaan
dalam proses terbentuknya desa geneologis dan desa teritorial kemudian
berdampak pada terbentuknya perbedaan-perbedaan yang nyata dari keduanya,
baik yang berhubungan dengan struktur masyarakat maupun kepemilikan dan
tataguna lahannya yang lebih teratur dan tertata.

Terkait dengan hal tersebut, ciri sosial ekonomi dan budaya antara dua jenis desa
ini pun berbeda. Perkembangan desa geneologis cenderung berkembang secara
alami dan walaupun ada pemerintahan desa, tetap berjalan tidak optimal. Hal ini
disebabkan desa alami ini sangat terikat dengan kehidupan budaya masyarakat
setempat. Kendatipun di beberapa desa ini sudah terdapat transmigrasi swakarsa
dan transmigrasi program pemerintah, akulturasi budaya yang terjadi tetap
mengikat dengan budaya yang berkembang dan ada sejak lama. Satu di antara ciri
ini adalah tradisi mata pencaharian di bidang pertanian dan perkebunan
masyarakat, yaitu membuka atau mengelola lahan secara menebang, menebas dan
memerun (Jalil, 2016).

Selama ini secara empiris, kendatipun mereka memerun dengan tenggang waktu
yang lama, lahan tidak terbakar dan tidak menjangkiti sekitarnya, meskipun
dilakukan pada area bergambut. Hal ini bisa terjadi karena lahan gambut ketika itu
masih dalam kondisi basah/lembab karena belum ada intervensi dan invasi
eksploitasi berskala ekonomi besar oleh pihak di luar masyarakat desa. Inilah
kearifan lokal yang terpotong pada masa sekarang disebabkan lahan gambut yang
kering. Perubahan fisik lahan gambut yang sebenarnya dalam kondisi
basah/lembab merupakan dampak dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak
bijak sebagaimana cara yang dilakukan dengan kearifan lokal. Selanjutnya hal ini
berdampak nyata terhadap kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

Terjadinya kekeringan ketika musim kemarau, air berlebih, bahkan banjir sewaktu
musim hujan itulah merupaka keadaan lahan gambut masa sekarang. Oleh karena
itu, program dan kegiatan untuk mengembalikan ekosistem gambut menggunakan
pendekatan berbasis kesatuan hidrologis gambut (KHG) harus dimulai dari tapak.
Masyarakat yang tinggal dan bermukim di area yang bergambut sangat memahami
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karakteristik ekosistem dan saling ketergantungan yang terjadi dalam ekosistem
gambut. Kegiatan pembukaan lahan gambut dengan membuat jaringan kanal yang
dilakukan oleh pemilik konsesi yang menjadi penyebab utama keringnya lahan
gambut harus direncanakan dengan cermat, bijak, dan berhati-hati dengan
mempertimbangkan keseluruhan wilayah, yaitu berbasis KHG. Kanal yang dibuat
di lingkungan kawasan konsesi merupakan sebuah jaringan tali air yang
multifungsi, yaitu sebagai jalur angkutan barang, orang, dan jasa. Pada musim
kering umumnya akan ada kegiatan normalisasi jaringan kanal yang sebenarnya
merupakan kegiatan pengerukan untuk memperdalam kanal. Keadaan seperti
inilah pada masa sekarang yang menyebabkan air di lahan gambut terkuras dan
menyebabkan lingkungan sekitar area konsesi menjadi kering dan sebaliknya pada
musim hujan menjadi rentan banijir.

6.2. Pentingnya Peran Sosial Ekonomi Masyarakat dalam Restorasi Gambut
Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dengan tatanan sosial dan
norma untuk kelangsungan kehidupan mereka (Polak dalam Koennjoroningrat,
1998). Merujuk pada pengertian ini dapat dipahami bahwa di dalam upaya untuk
keberlangsungan bertahan hidup, masyarakat memiliki cara mengatur, mengelola,
berinteraksi, dan berhubungan sesama anggota masyarakat. Hal ini tidak terlepas
dari upaya-upaya berhubungan dengan alam. Semakin berkembang suatu
masyarakat maka kemampuan untuk menata keadaan sekitar mereka semakin
berkembang pula.

Berbagai hal yang terkait dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap warga
masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan alam dan masyarakat adalah
kearifan lokal. Disebut dengan kearifan lokal karena adanya nilai-nilai pembangun
yang oleh Polak (dalam Koennjoroningrat, 1998) disebut dengan kebudayaan dan
mentalitas dalam pembangunan. Mengingat bahwa manusia harus mampu
mempertahankan hidup, mereka diharuskan menjaga hubungan dan mampu
beradaptasi dengan ekosistemnya. Kebudayaan sebagai racikan dari sistem sosial
merupakan seperangkat gagasan yang membentuk tingkah laku seseorang atau
sekelompok orang dalam suatu ekosistem. Adaptasi akan selalu mengacu ke
proses interaksi pada lingkungan dengan flora dan fauna pada suatu lingkungan
secara timbal-balik untuk tetap bertahan (survive). Dengan demikian, suatu
kebudayaan yang merupakan serangkaian aturan, strategi, dan petunjuk adalah
perwujudan model-model kognitif yang dipakai oleh manusia yang berimplikasi
kepada perkembangan serta perubahan di lingkungan masyarakat itu sendiri.
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Bencana dalam bentuk apa pun di lingkungan masyarakat yang bersangkutan
merupakan suatu gejala lingkungan yang setiap saat muncul dalam kehidupan.
Bencana tersebut dapat berwujud angin badai (dan puting beliung), banjir, gempa,
gunung meletus, dan sejak satu dekade belakangan ini adalah kebakaran hutan
dan lahan. Berpijak pada sosio-antropologis, yang sedang terjadi sebenarnya
adalah masyarakat telah mengalami gangguan ekosistem. Dalam teori sosiologi
dan antropologi ketika masyarakat mengalami dis-equilibrium karena adanya
gangguan dari dalam dan dari luar, secara mekanis dan organisatoris, pranata yang
ada akan bergerak untuk merespons gangguan tersebut (lihat Tonnies, 1967;
Koentjaraningrat, 1978; dan Schneider, 1985). Namun demikian, fenomena
empiris ini juga mengungkapkan bahwa respons masyarakat ketika bencana
datang dan mengganggu kehidupan sosial secara menyeluruh, respons sosial dari
berbagai pranata yang ada sangat lemah. Keadaan ini terutama terungkap ketika
masyarakat berhadapan dengan kekuatan maha besar (super power) dari aktivitas
dan investasi dengan skala besar.

Dihadapkan dengan kondisi ini masyarakat cenderung berada pada posisi yang
lemah dan tidak mampu untuk mengembalikan kearifan lokal yang sudah lama
menjadi landasan kehidupan ekonomi mereka. Keadaan ini semakin parah lagi
pada saat dihadapkan dengan tataran formal, seperti penguasaan lahan yang tidak
didukung oleh adanya bukti-bukti kuat menurut peraturan yang berlaku. Oleh
karena itu, tidaklah mengherankan jika sudah masuk kekuatan ekonomi yang baru
dan cenderung bersifat super, masyrakat setempat tidak mampu berbuat banyak
untuk menjalankan roda perekonomian tradisionalnya.

6.3. Program Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat dalam Restorasi
Gambut

Restorasi gambut diawali dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada
masyarakat, antara lain melalui jambore masyarakat gambut, sosialisasi restorasi
gambut tingkat provinsi, dan tingkat international melalui kesertaan dalam
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim di Marakesh Maroko, serta
penyusunan kerangka pengaman sosial dalam restorasi gambut dan partisipasi
masyarakat melalui Program Desa Peduli Gambut. Pada tahun 2017 BRG merintis
pelibatan Pemda dengan skema Tugas Pembantuan (TP), pembentukan Desa
Peduli Gambut (DPG), pelatihan untuk perangkat desa, kelompok perempuan,
paralegal dan kelompok-kelompok sasaran lainnya, mengintensifkan sosialisasi
restorasi gambut di tingkat kabupaten, provinsi dan dunia internasional melalui
kesertaan dalam kegiatan KTT Perubahan lklim. Hingga tahun 2019, Kegiatan
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revitalisasi mata pencaharian masyarakat telah dilaksanakan sebanyak 1.168
paket, terdiri dari kegiatan ekonomi produktif sebanyak 730 paket, bantuan
ekonomi produktif pada DPG sebanyak 140 paket, dan bantuan alat produksi 298
paket (Laporan BRG 2016-2019, 2020).

6.3.1. DesaPeduli Gambut dan Kawasan Perdesaan

Program Desa Peduli Gambut (DPG) dirancang berdasarkan data awal dari
Kemendes dan program-program yang dikembangkan pada tahun 2016. Di sisi
lain diperlukan dukungan program berdekatan yang sesuai dengan karakteristik
dan permasalahan/tantangan yang dihadapi desa-desa di kawasan ekosistem
gambut. Namun demikian, persoalan-persoalan tersebut tidaklah bisa
digeneralisasi mengingat uniknya sebuah KHG. Oleh karena itu, kegiatan yang
dilakukan haruslah spesifik lokasi.

Program DPG dirancang untuk memperkuat tata kelola desa dengan cara
memberikan pendampingan bagi desa melalui berbagai program edukasi dan
pengembangan sosial ekonomi. Untuk itu, proses pendampingan yang dilakukan
melalui program DPG juga berusaha memberikan dasar yang lebih kuat melalui
berbagai rancangan kebijakan di tingkat lokal, misalnya peraturan desa (perdes).
Perdes tersebut terkait dengan upaya pencegahan kerusakan sebuah KHG
melalui upaya mencegah terjadinya pengeringan kubah gambut, kebakaran
gambut, pemilihan komoditas tanaman pertanian yang sesuai dengan lingkungan
dan perkembangan pasar. Salah satu program yang dianggap cukup berhasil
diantaranya adalah Program Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dan program
pengembangan kegiatan ekonomi lainnya berbasiskan gambut melalui kerja sama
masyarakat, BRG dan pihak ketiga lainnya.

BRG melalui program DPG juga telah berkontribusi mendorong pembentukan
kawasan perdesaan dengan prespektif perlindungan gambut. Kawasan perdesaan
sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kawasan yang
mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan,
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dengan
kawasan perdesaan dimungkinkan untuk dilaksanakan keterpaduan
pembangunan antardesa dalam satu kabupaten/kota yang kemudian
diintegrasikan dalam rencana tata ruang dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa). Sebagai contoh,
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Kabupaten Siak, Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang telah
membentuk kawasan perdesaan setelah diintervensi dengan program DPG.

Program DPG juga dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin.
Kabupaten ini telah mengintegrasikan aspek perlindungan gambut setelah
disinergikan dengan program DPG. Berbagai kebijakan di tingkat desa tersebut
juga telah mendorong adanya penggunaan dana alokasi desa untuk kegiatan
pemulihan dan perlindungan gambut. Dengan integrasi kebijakan ini, diharapkan
program perlindungan gambut terus dapat dilakukan dan dikembangkan
keberlanjutannya oleh masyarakat melalui kelembagaan desa.

Berbagai program pengembangan kapasitas bagi masyarakat di tingkat lokal-
regional juga dilengkapi dengan berbagi pengalaman dalam mengelola gambut
melalui simpul-simpul jaringan kerja masyarakat, misalnya dengan kegiatan
Jambore Gambut tahun 2018 di Kalimantan Selatan. Gambar berikut ini
menunjukkan sebaran jumlah DPG di beberapa provinsi target restorasi gambut.

RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN
90 Desa 36 DEsa 55 Desa

___________ * Data Per Desember 2019

I
! |~
i i .
KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN| PAPUA
67 Desa 103 Desa 33 Desa 10 Kampung

Gambar 6. 1 Jumlah dan Sebaran Desa Peduli Gambut, 2019
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Pelaksanaan program DPG didukung oleh sumber pendanaan dari APBN dan dari
Mitra Pembangunan, yaitu beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat, baik nasional
maupun internasional. Tingkat partisipasi Mitra Pembangunan cukup baik,
berdasarkan data yang diperoleh dari total 345 DPG, sekitar 35% didukung oleh
para pemangku kepentingan.

Selain melakukan pembentukan dan pendampingan DPG, berdasarkan data status
restorasi gambut 2016-2019, BRG telah memfasilitasi rencana pembangunan
desa. Dari kegiatan pendampinan tersebut telah tersusun 35 dokumen RPJMDES,
81 dokumen RKPDES yang telah terintegrasikan dengan program restorasi
gambut. Total APBDES untuk RG tercatat sebesar Rp16.1 Milyar.

BRG juga telah memfasilitasi pembentukan 14 Kawasan Perdesaan Gambut yang
melibatkan 83 Desa di 7 Kabupaten. Hingga Tahun 2019, sebanyak 5 kawasan
perdesaan telah ditetapkan, 5 kawasan perdesaan dalam proses penetapan, dan 4
kawasan perdesaan pada tahap pengusulan. Sedangkan produk hukum tingkat
desa yang terkait restorasi gambut berhasil dibentuk sebanyak 423 Peraturan
Desa, 118 Rancangan Peraturan Desa, 292 Keputusan Bersama Kepala Desa, dan
5 Peraturan Bersama Kepala Desa. BRG juga memfasilitasi pembentukan Sekolah
Lapang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (SL-PLTB) dilakukan dengan melibatkan
210 kelompok masyarakat di DPG. Total peserta program sekolah lapang
seluruhnya mencapai 622 orang (Status Restorasi Gambut 2016-2019, 2020).

Pada desa-desa yang mengikuti program DPG juga ada program Perhutanan
Sosial. Kedua program ini dapat saling mengisi dan atau diintegrasikan. Integrasi
antara program DPG dengan kebijakan Perhutanan Sosial (Perhutsos) pada tingkat
kabupaten/kota dalam 7 (tujuh) provinsi areal target restorasi gambut hingga awal
tahun 2020 dapat dilihat pada Grafik berikut ini.




Grafik 6. 1 Irisan Program DPG dengan Perhutanan Sosial

IRISAN PROGRAM
DPG DENGAN PERHUTSOS

HDPG ®Perhutsos
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JAMBI KALBAR KALSEL KALTENG PAPUA RIAU SUMSEL

Keterangan: Total DPG yang dianalisis sebanyak 345 Desa.

Grafik di atas menunjukkan adanya integrasi antarkedua kebijakan dalam
kabupaten/kota, yaitu DPG dengan Perhutsos pada areal target restorasi gambut.
Integrasi terbanyak terjadi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Riau.
Upaya integrasi ini perlu terus dilakukan sehingga antarkebijakan satu dengan
lainnya diharapkan dapat saling memperkuat sosial ekonomi masyarakat.
Berdasarkan data BRG dan KLHK, terdapat 30 desa yang telah menjadi areal
program DPG sekaligus Perhutsos dari kurun waktu 2016--2019 atau sekitar 18%
dari total perhutsos yang ada di lahan gambut. Oleh karenanya, diharapkan
pengembangan program DPG dan lokasi perhutsos di gambut dapat semakin
ditingkatkan sinerginya. Berikut ini tabel dan grafik yang menggambarkan hal di
atas.
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Tabel 6. 1 Total Program Perhutan Sosial Dirinci Menurut Perhutsos — DPG dan
Perhutsos Non-DPG hingga Awal Tahun 2020.

Provinsi Perhutsos — DPG Perhutsos—Non DPG Tota_l
Perhutsos di Gambut
Jambi 4 8 12
Kalimantan Barat 8 45 53
Kalimantan Tengah 11 74 85
Riau 7 12 19
Jumlah 30 139 169
Prosentase (%) 18 82 100

Keterangan: Total DPG yang dianalisis sebanyak 345 Desa.

Program perhutanan sosial juga dilakukan pada sejumlah provinsi bergambut
selain dari 7 (tujuh) provinsi target restorasi tersebar pada semua KHG. Diketahui
bahwa jumlah KHG di seluruh Indonesia adalah 865 KHG, dan KHG yang ada di
provinsi areal target restorasi gambut berjumlah 522 KHG. Dari sejumlah 522
KHG tersebut, ada sebanyak 218 KHG yang telah diintervensi melalui program
perhutsos di gambut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
sebagaimana terlihat dalam Tabel 6.4 berikut ini.

Tabel 6. 2 Jumlah KHG dari Provinsi Target Restorasi yang Diintervensi melalui
Program Perhutanan Sosial

Provinsi Jumlah KHG

Jambi 13
Kalimantan Barat 66
Kalimantan Tengah 106
Papua 4
Riau 19
Sumatera Selatan 10

Total 218

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebaran KHG yang sudah diintervensi dengan
Perhutsos Gambut sebanyak 49% ada di Kalimantan Tengah, 30% di Kalimantan
Barat, 9% di Provinsi Jambi, Riau 9%, 4% di Sumsel, dan 2% di Papua sebagaimana
digambarkan dalam Grafik 6.2. berikut ini.
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Grafik 6. 2 Presentase KHG di Provinsi Target Restorasi yang Diintervensi
melalui Program Perhutanan Sosial

Presentase KHG di Provinsi Target Restorasi yang
Diintervensi melalui Program Perhutanan Sosial
4% 6%
= Jambi
= Kalbar

30% Kalteng
= Papua

= Riau

Sumsel

49%

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap aspek sosial ekonomi dari

restorasi gambut didapat beberapa gambaran dampak sebagai berikut:

1) Menguatnya pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam Pembukaan
Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dengan basis kearifan lokal melalui sosialisasi,
edukasi, dan pendampingan pada wilayah DPG dan Perhutsos di Gambut.

2) Berkembangnya komoditas pertanian gambut menjadi usaha masyarakat
seperti nanas, madu, dan purun dengan metode pertanian yang lebih ramah
dengan eksosistem gambut.

3) Terbangunnya komunikasi di antara pelaku DPG dan Perhutsos Gambut
dalam jaringan kerja masyarakat, baik melalui media sosial maupun dalam
kerja sama yang terjalin melalui program-program kerja di tingkat tapak.

4) Meningkatnya infrastruktur hukum dan kebijakan terkait dengan
pembangunan desa yang terintegrasikan dengan program restroasi gambut
seperti RKPDes, RPIMDes dan berbagai produk hukum lainnya.
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6.3.2. Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial merupakan program kerja yang dikembangkan berdasarkan Visi
Misi Presiden Jokowi, yaitu Nawacita; diperlukan sebuah koreksi kebijakan dalam
pemberian akses legal dan hak pengelolaan kawasan hutan dan lahan kepada
rakyat Indonesia. Untuk menindaklanjuti kebijakan ini, KLHK telah mengeluarkan
Permen LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Khusus kawasan
hutan bergambut yang merupakan ekosistem dengan kerentanan tinggi
memerlukan kebijakan khusus dalam pengelolaannya sehingga aturannya secara
formal baru tersusun secara resmi melalui Permen LHK No. 37 Tahun 2019
tentang Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut. Namun demikian, penguatan
kebijakan pemberian akses legal melalui perhutanan sosial di lahan gambut telah
dilakukan sejak tahun 2016 dan ditandai dengan keluarnya SK Menteri LHK
Nomor: SK.22/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2017 tentang Peta Indikatif dan Areal
Perhutanan Sosial (PIAPS) yang di dalamnya mencadangkan areal lahan gambut
seluas 2.222.167 ha.

Kebijakan perhutanan sosial merupakan salah satu peluang dalam kerangka
kegiatan restorasi gambut. Penatakelolaan ekosistem gambut memerlukan sinergi
antara pendekatan berbasis teknis biofisik dengan aspek sosial ekonomi dan
budaya masyarakat agar inheren dengan prinsip-prinsip pemulihan ekosistem
gambut. Oleh karena itu, data sebaran program Desa Peduli Gambut dengan
Perhutanan Sosial dan KHG perlu menjadi salah satu acuan penting dalam
perencanaan dan pelaksanaan restorasi gambut. Berdasarkan data BRG RI dan
KLHK RI dapat dilihat keterpaduan kedua program di atas dalam sebaran KHG
prioritas restorasi gambut pada Tabel 6.5. berikut ini.




Restorasi Gambut di Indonesia

Tabel 6. 3 Jumlah Desa di KHG Provinsi Target Restorasi Sasaran Program DPG
dan Perhutsos tahun 2017-2019, Dirinci menurut Provinsi

Provinsi Desa Peduli Gambut Perhutanan Sosial Jumlah

Jambi 36 12 4
Kalimantan Barat 57 53 110
Kalimantan Selatan 33 - 33
Kalimantan Tengah 85 85 170
Papua 10 3 13
Riau 69 19 88
Sumatera Selatan 55 9 64

Total 345 181 526

Tabel 6.5 menunjukkan bahwa pemerintah melalui BRG maupun KLHK telah
melakukan intervensi dalam kerangka penatakelolaan gambut di areal target
restorasi gambut melalui program DPG dan Perhutanan Sosial dengan total 526
desa dalam kurun waktu 2016-2019. Berdasarkan luasannya, perhutanan sosial di
lahan gambut pada 7 (tujuh) provinsi target restorasi gambut dapat dilihat pada
Tabel 6.6 berikut ini.

Tabel 6. 4 Luas Areal Perhutsos pada Tujuh Provinsi Target Restorasi

Luas Areal dalam Gambut
Provinsi Luas Areal dalam SK (Hektar) (Hektar)
Jambi 22.807 22.837,12
Kalimantan Barat 118.560 107.377,66
Kalimantan Tengah 146.271 140.856,30
Papua 8.783 1.568,63
Riau 28.127 22.885,25
Sumatera Selatan 18.060 14.354,11
Total 342.608 309.879,07

Hingga tahun 2019, pemerintah melalui KLHK telah mengeluarkan Perhutanan
Sosial pada areal target restorasi gambut seluas total 342.608 hektare yang
309.879,07 hektare atau 90% merupakan lahan gambut. Sedangkan DPG
diperkirakan mencakup luas target restorasi gambut sekitar 261.439 Ha. Dengan
demikian, luas lahan gambut pada areal perhutanan sosial tersebut berpeluang
untuk digunakan oleh masyarakat dalam pengembangan sosial ekonominya yang
selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan ekosistem gambut, khususnya
kegiatan restorasi gambut yang didorong melalui program DPG. Harapannya ke
depan, sinergi antara kedua program tersebut dapat terus dioptimalkan bersama
semua pamangku kepentingan.
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6.3.3. Supervisi Lahan Konsesi

Program lain yang dilakukan untuk mendorong kegiatan perekonomian di KHG
sinergis dengan program restorasi gambut adalah Supervisi Lahan Konsesi.
Sebagaimana ditetapkan melalui Perpres No. 1 Tahun 2016, Presiden RI
memandatkan BRG untuk melakukan restorasi di lahan gambut sebanyak 2 juta
hektare. Tugas ini kemudian ditindaklanjuti oleh BRG dengan mengeluarkan Surat
Keputusan Kepala BRG Nomor SK.05/BRG/KPTS/2016 Tentang Penetapan Peta
Indikatif Restorasi Gambut (PIRG) yang menetapkan luas areal restorasi gambut
sebanyak 2.492.510 hektare. Setelah dilakukan pemetaan ulang melalui SID-DED
dan serangkaian workshop dan sinkronisasi data serta verifikasi lapangan,
khususnya dengan adanya kejadian kebakaran lagi pada tahun 2017 dan 2018,
dikeluarkan Surat Keputusan Kepala BRG Nomor SK.16/BRG/KPTS/2018
Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor
SK.05/BRG/KPTS/2016 Tentang Penetapan Peta Indikatif Restorasi Gambut
dimana areal gambut yang harus direstorasi bertambah menjadi 2.676.601
hektare. Dari total jumlah luasan PIR Il tersebut, sekitar 1.784.353 ha berada di
areal konsesi.

Kegiatan supervisi dalam konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur di
lahan konsesi ini merupakan bagian dari kegiatan edukasi, sosialisasi, dan
menjaring partisipasi dari pihak pemegang konsesi untuk berperan aktif
melakukan restorasi gambut di lokasi lahannya. Surat Keputusan Kepala BRG
Nomor SK.12/BRG/KPTS/2018 tentang Penetapan Tim Pelaksanaan dan
Instrumen Supervisi dalam Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Infrastruktur di
Lahan Konsesi pada Areal Target Restorasi Gambut merupakan dasar pelaksanaan
supervisi pada lahan konsesi berizin di lahan gambut.

Kegiatan supervisi merupakan pendekatan baru yang dilakukan oleh BRG dengan
melakukan asistensi teknis dan edukasi kepada perusahaan perkebunan dan
kehutanan yang telah mendapatkan izin pengelolaan di lahan gambut dengan
menggunakan instrumen yang disusun bersama dengan kelompok ahli BRG RI.
Upaya lainnya dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha
adalah dengan pembuatan buku pedoman dan bimbingan teknis mengenai
bagaimana menerapkan tata kelola air termasuk bangunan air dan infrastruktur di
lahan gambut serta hubungannya dengan tanaman dan kebakaran di lahan
gambut.
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Hasil dari kegiatan supervisi hingga tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik 6.3
berikut ini.

Target dan Capaian Restorasi Gambut di Konsesi

1,217,053
555,659
408,202
Kehutanan Perkebunan

HTarget M Realisasi

Grafik 6. 3 Target dan Capaian Kegiatan Supervisi di Area Konsesi

Dari total luasan supervisi tersebut, terdapat luasan 1.217.053 hektare berada di
areal konsesi kehutanan (IUPHHK-HT/HA/RE) dan luasan 555.659 hektare
berada di areal konsesi perkebunan. Target restorasi sebesar 1,7 Juta hektare di
areal konsesi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas berada di areal gambut
dalam yang sudah terlanjur diberikan izin pada masa lalu. Oleh karenanya, sangat
penting bahwa areal konsesi dimaksud harus segera direstorasi.

Adapun penentuan area konsesi yang akan dilakukan ialah kegiatan supervisi
berdasarkan SK.12/BRG/KPTS/2018 dengan kriteria di bawah ini:
1) Konsesi yang berada di dalam KHG yang menjadi prioritas kerja BRG
sebagaimana tercantum dalam Rencana Restorasi BRG.
2) Konsesi yang berada di dalam areal target restorasi gambut sesuai
dengan peta indikatif target restorasi yang telah ditetapkan.
3) Konsesi tersebut tidak sedang memiliki masalah hukum dan masih dalam
proses di persidangan, khususnya dalam kasus kebakaran lahan.
4) Lokasi perusahaan diutamakan yang berada pada areal gambut bekas
terbakar atau gambut dalam.
5) Diutamakan pada konsesi yang telah mendapatkan SK perintah
pemulihan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan
diutamakan yang telah memiliki dokumen rencana pemulihan.
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Sejauh ini diketahui bahwa dampak dari kegiatan supervisi lahan konsesi yang

selama ini telah dilakukan oleh BRG adalah sebagai berikut:
a) Tanggapan Positif atas Rekomendasi Tim BRG
Pada umumnya pemegang konsesi menyambut positif rekomendasi Tim
Supervisi BRG. Kegiatan supervisi diawali dengan metode self-assessment
oleh pemegang konsesi sebelum kemudian tim supervisi melakukan kajian
dan verifikasi lapangan. Hasil kajian dan verifikasi lapangan oleh Tim
Supervisi kemudian dijadikan bahan diskusi bersama dengan pemegang
konsesi untuk mendapatkan hasil rekomendasi yang akan ditindaklanjuti
oleh pemegang konsesi.
b) Penguatan Pencegahan Kebakaran
Hasil supervisi telah mendukung kemampuan pemegang konsesi dalam
mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 24 dari total 29
perusahaan yang disupervisi pada tahun 2019, berdasarkan penjelasan
perusahaan ada sebanyak 20 perusahaan atau 69% yang menyatakan tidak
terjadi kebakaran lagi, 7 perusahaan atau 24,1% menyatakan terbakar
dengan luasan di bawah 10 hektare, sedangkan sisanya 2 perusahaan atau
6,9% terbakar lebih dari 10 hektare. Namun, berdasarkan pemantauan
hotspot dengan satelit modis (tingkat kepercayaan 80% ke atas) terdapat
234 titik atau 0,008% dari total 29.309 hotspot tahun 2018 yang masuk
dalam wilayah konsesi yang sudah disupervisi. Setelah dilakukan proses
klarifikasi, hanya ada 4 perusahaan yang terindikasi betul-betul kebakaran di
lahan konsesi mereka.
¢) Meningkatnya Kapasitas Pemegang Konsesi
Pada umumnya, para pemegang konsesi yang telah disupervisi mendapatkan
banyak masukan dan informasi teknis tentang bagaimana memaksimalkan
kegiatan pemulihan di areal konsesi mereka yang sejalan dengan budi daya
tanaman. Misalnya, PT BKS mengakui bahwa mereka mendapat banyak
pelajaran dari rekomendasi yang diberikan oleh BRG. Salah satunya adalah
saran untuk embung dan menara api. Ternyata keberadaan embung sangat
bermanfaat dalam pengendalian kebakaran lahan. Penggunaan 3 alat uji
kuantitatif sangat membantu untuk penilaian kondisi lahan dan air kebun
mereka. Demikian juga, PT RSUP dan RSTM di Riau yang menyatakan bahwa
setelah dilakukan supervisi mereka lebih memahami dan dapat mencapai
pengendalian muka air tanah 40 cm melalui pengendalian muka air saluran.
Dengan memahami korelasi keduanya, perusahaan akan tahu berapa
seharusnya muka air saluran yang harus dipertahankan agar MAT tercapai
40 cm. Contoh lainnya adalah PT THIP yang menyatakan bahwa mereka
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sangat terbantu dengan rekomendasi tim supervisi terhadap perbaikan
sistem zonasi air yang sebelumnya tidak didasarkan pada perbedaan elevasi
lahan. Perubahan zonasi air berdasarkan elevasi lahan sangat membantu
untuk mengatur inflow dan outflow air di areal konsesi mereka.

Kegiatan supervisi telah memberikan manfaat dalam mendukung upaya restorasi

gambut, namun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapatkan

respons ke depan:
1. Penundaan dan Perkembangan Kegiatan Supervisi
Kegiatan supervisi di areal konsesi kehutanan sampai Desember 2019 belum
terlaksana secara optimal. Supervisi di sektor kehutanan baru dilakukan
sebatas uji coba pada dua konsesi kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat
pada Oktober 2018. Hal ini dikarenakan belum adanya pedoman dan panduan
pelaksanaan kegiatan supervisi dari Dirjen PPKL KLHK. Dirjen PPKL masih
memiliki keraguan terhadap peran BRG dalam pelaksanaan supervisi di areal
konsesi, meskipun dalam pasal 22 (e) Permen LHK No. 6 Tahun 2019 tentang
penugasan sebagian urusan pemerintah bidang lingkungan hidup dan
kehutanan untuk kegiatan restorasi gambut tahun anggaran 2019 kepada
tujuh provinsi target restorasi telah disebutkan tentang kewenangan kegiatan
supervisi oleh BRG; pengelola dan tugas pembantuan melakukan kegiatan
sosialisasi dan melaksanakan bimbingan teknis supervisi kepada pemegang
konsesi bersama dengan BRG. Di sisi lain Dirjen PPKL justru mengirimkan
surat dengan No. S.235/PPKL/SET/PKL-0/9/2019 tanggal 23 September
2019 yang secara khusus meminta agar BRG berkonsentrasi pada percepatan
pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut di areal nonkonsesi di tujuh
provinsi, sedangkan pelaksanaan untuk areal di dalam konsesi akan dilakukan
langsung oleh Dirjen PPKL KLHK. Hal ini bertentangan dengan mandat
presiden kepada BRG yang dituangkan di dalam Pasal 10 dan 3 Perpres
1/2016 tentang Badan Restorasi Gambut yang secara khusus menugaskan
BRG untuk melakukan supervisi dalam konstruksi, operasi, pemeliharaan
infrastruktur di areal konsesi di tujuh provinsi target restorasi.

2. Informasi Konsesi dalam Peta Indikatif Restorasi Gambut

Permasalahan yang umum ditemui oleh tim supervisi ialah kesulitan
mendapatkan kontak ataupun alamat konsesi yang masuk ke dalam PIR Il BRG.
Oleh karena itu, agar tim supervisi mudah dalam mendapatkan kontak konsesi,
perlu membangun relasi dan jaringan yang baik dengan organisasi pemerintah
daerah, seperti Dinas Perkebunan Kabupaten/Provinsi, Dinas Lingkungan
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Hidup Kabupaten/Provinsi, Asosiasi Pengusaha Kehutanan/Perkebunan serta
pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, ketiadaan kantor konsesi di ibukota
provinsi prioritas restorasi gambut juga menghambat kegiatan persiapan
supervisi. Kantor konsesi yang berada di ibukota kabupaten berjarak tempuh
jauh yang menyebabkan komunikasi dengan tim supervisi kurang maksimal.

3. Keterbatasan Data Awal Lokasi Supervisi

Pelaksanaan kegiatan supervisi diawali dengan desk study untuk membuatan
profiling konsesi. Adapun data yang diperlukan antara lain peta areal konsesi
(termasuk desa atau pemukiman yang berdekatan dengan konsesi), konflik
sosial dengan masyarakat dan riwayat kejadian kebakaran. Data tersebut
umumnya diperoleh melalui pencarian internet dan narasumber lokal. Oleh
karena keterbatasan informasi dari internet dan narasumber lokal
menyebabkan profiling konsesi kurang maksimal.

4. Keterbukaan Pemegang Konsesi

Ditemukan bahwa pemegang konsesi masih minim yang terbuka atas
kunjungan lapangan dari Tim Supervisi BRG. Kegiatan supervisi merupakan
program dan pendekatan baru bagi pemegang konsesi yang sebelumnya
banyak menghadapi kunjungan pemerintah dalam rangka pengawasan. Oleh
karenanya, masih banyak pemegang konsesi yang merasa khawatir untuk
mendapatkan kunjungan atau verifikasi lapangan. Di sisi lain, BRG tidak dapat
memaksa pemegang konsesi untuk disupervisi karena kegiatan ini tidak
bersifat mandatori bagi mereka.







BAB VII
DUKUNGAN KEBIJAKAN KEGIATAN RESTORASI GAMBUT

7.1. Dinamika Kebijakan Restorasi Gambut

Kebijakan restorasi gambut tidaklah dapat dilepaskan dari kebijakan sumber daya
alam pasca Reformasi 1998 yang telah dituangkan dalam TAP MPR No. IX/2001
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Secara Khusus,
TAP MPR 1X/2001 mengamanatkan kepada DPR RI, MPR RI, dan Pemerintah RI
untuk melakukan kajian, dan revisi berbagai Undang-Undang dan pembuatan
peraturan perundangan lainnya berdasarkan 12 prinsip. Salah satu prinsip penting
terkait dengan pengelolaan gambut adalah “memelihara keberlanjutan yang dapat
memberikan manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun
generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya
dukung lingkungan” (Pasal 4 huruf (g)). Amanat ini kemudian diwujudkan dalam
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Salah satunya ialah dengan mengamanatkan untuk membuat Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS). KLHS bertujuan untuk memastikan agar pembangunan
tidak melewati batas ambang daya dukung dan daya tampung lingkungan, untuk
menjaga jasa lingkungan, serta perkiraan risiko sosial dan lingkungannya. Akan
tetapi, Peraturan Pemerintah untuk menjalankan KLHS barulah diterbitkan pada
tahun 2016, yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Meskipun demikian,
keterlanjuran penerbitan izin-izin dan perubahan peruntukan lahan gambut sudah
banyak terjadi pada kurun waktu jauh sebelum diterbitkannya kebijakan ini. Di sisi
lain, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juga mengatur tentang Rawa
Gambut. Peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2013
tentang Rawa kemudian memperkenalkan definisi Ekosistem Rawa Gambut. Akan
tetapi, UU Sumber Daya Air kemudian dibatalkan dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 pada 18 Februari 2015 sehingga PP Rawa
yang cukup detail tersebut secara praktis belum banyak diimplementasikan. Baru
pada akhir tahun 2019 DPR dan pemerintah mengundangkan UU No. 17 Tahun
2019 tentang Sumber Daya Air pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI.

Kebijakan perlindungan ekosistem gambut merupakan salah satu kebijakan terkait
dengan perlindungan ekosistem esensial yang paling maju dibandingkan dengan
kawasan ekosistem esensial lainnya, seperti padang lamun, karts, terumbu karang,
mangrove, dan lain-lain. Terbit Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang
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Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem. Belum sempat Peraturan Pemerintah ini
terimplementasikan secara keseluruhan terjadilah kebakaran hutan dan lahan
hebat pada tahun 2015 yang mendorong pemerintah untuk mengambil sikap yang
lebih tegas dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut
melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) pada awal 2016
berdasarkan Perpres 1/2016. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tersebut kemudian
dijadikan sebagai acuan dalam menerbitkan berbagai peraturan organik. Salah
satunya terkait dengan kegiatan pemulihan ekosistem gambut, termasuk restorasi.
Berbagai peraturan organik tersebut, antara lain, Permen LHK No. P.14/2017
Tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut,
Permen LHK Nomor P.15/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah
di Titik Penaatan Ekosistem Gambut, Permen LHK Nomor P.16/2017 tentang
Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, Permen LHK No.
P.17/2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), Surat
Keputusan MenLHK No: SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017
Tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional.

Kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut mendapatkan banyak
tantangan, khususnya pihak yang merasa dirugikan atas pengetatan penggunaan
lahan gambut sehingga melakukan langkah hukum yang mengakibatkan
digugurkannya Permen LHK No. P.17/2017 tentang Pembangunan Hutan
Tanaman Industri (HTI) dengan Nomor Registrasi Perkara: 49 P/HUM/2017 yang
diputuskan pada tanggal 2 Oktober 2017. Selanjutnya, diterbitkanlah Permen LHK
No. P.10/2019 tentang Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah
Gambut Berbasis KHG yang memberikan kelonggaran dalam budi daya gambut
selain di puncak gambut.

Dinamika kebijakan ini dilanjutkan pula dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun
2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit dan
Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit, serta perpanjangan Moratorium
Penebangan Hutan Alam yang sudah dimulai sejak tahun 2011 melalui
Amandemen ke-5 dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang
Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam
Primer dan Lahan Gambut. Evaluasi perizinan di atas lahan gambut, baik di
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kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, atas keterlanjuran sudah
seharusnya dilakukan secara sistematis, dimulai dengan pendataan pada tingkat
provinsi sampai nasional. Hal ini perlu disinergikan dengan Kebijakan Satu Peta
yang juga menjadi prioritas nasional selain dengan Agenda Strategi Nasional
Pemberantasan Korupsi (Perpres 58 Tahun 2018) bersama Komisi Pemberantasan
Korupsi.

7.2. Tinjauan Regulasi Restorasi Gambut

7.2.1. Tinjauan Kelembagaan

Pelaksanaan restorasi gambut oleh BRG didasarkan pada Peraturan Presiden No.
1 Tahun 2016 tentang Restorasi Gambut (Perpres 1/2016) yang ditetapkan pada
tanggal 6 Januari 2016. BRG merupakan lembaga nonstruktural yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Perpres tersebut memberikan
tugas kepada BRG untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut
pada 7 provinsi, yaitu: Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan,
Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan
Selatan, dan Provinsi Papua, seperti yang diamanatkan dalam pasal 2 Perpres 1
Tahun 2016. Tugas tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk mempercepat
pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran
hutan dan lahan serta agar kegiatan pemulihan tersebut berjalan secara sistematis,
terarah, terpadu, dan menyeluruh yang dinyatakan dalam poin menimbang hurup
(a) Perpres Nomor 1 tahun 2016.

Dalam menjalankan tugasnya, BRG diberikan fungsi yang cukup memadai oleh
Perpres 1/2016, yaitu: (a) pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan
pelaksanaan restorasi gambut; (b) perencanaan, pengendalian, dan kerja sama
penyelenggaraan restorasi gambut; (c) pemetaan kesatuan hidrologis gambut; (d)
penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budi daya; (e) pelaksanaan konstruksi
infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut dan segala kelengkapannya; (f)
penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar; (g) pelaksanaan sosialisasi dan
edukasi restorasi gambut; (h) pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi, dan
pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi; dan (i) pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Presiden. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, BRG
diwajibkan menyusun rencana pelaksanaan restorasi gambut untuk jangka waktu
lima tahun dengan luas kurang lebih 2 juta hektare. Target pencapaian restorasi
tiap tahun dan kabupaten prioritas juga telah diatur dalam Pasal 4 Perpres 1/2016
tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana dan pelaksanaan
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Restorasi Gambut di Indonesia

restorasi ekosistem gambut kemudian dimandatkan oleh Pasal 4 ayat (4) Perpres
1/2016 tersebut kepada peraturan Kepala Badan.

7.2.2. Kewenangan BRG dalam Restorasi Gambut

Berdasarkan tugas dan fungsi BRG dalam Perpres 1/2016, BRG tidak
menggantikan tugas, fungsi, kewenangan, dan kewajiban pihak-pihak yang telah
diatur dalam PP Gambut dan P.16. Namun, dapat ditafsirkan bahwa BRG
memerankan diri sebagai koordinator dan fasilitator dalam mencapai target
restorasi. Hal ini juga dapat dilihat pada pemetaan kewajiban dan tanggung jawab
masing-masing aktor sesuai dengan regulasi restorasi gambut dalam matriks
berikut yang mendasarkan pada fungsi BRG sesuai dengan mandat Perpres
1/2016:

Tabel 7. 1 Kewajiban dan Tanggung Jawab Aktor Restorasi Gambut

PENANGGUNGJAWAB
NO | FUNGSI BERDASARKAN REGULASI REFERENSI
1 Kebijakan pelaksanaan restorasi gambut KLHK dan K/L terkait PP Gambut
2 Perencanaan, pengendalian dan' kerja . S::’fesl
sama penyelenggaraan restorasi gambut 1/2016
e PP
3 Pemetaan kesatuan hidrologis gambut; KLHK Gambut
e P14
Penetapan zonasi fungsi lindung dan . P
4 fungsi budidaya + KLHK Gambut
e P14
e MenLHK, Pemprov, Pemkab,
Pelaksanaan konstruksi infrastruktur atau Pemkot sesuai e PP
5 pembasahan (rewetting) gambut dan kewenangan Gambut
segala kelengkapannya e Penanggung jawab usaha e P.16
dan/atau kegiatan
e  MenLHK, Pemprov, Pemkab,
atau Pemkot sesuai e PP
Penataan ulang pengelolaan areal gambut
6 terbakar kewenangan Gambut
e Penanggung jawab usaha e P.16
dan/atau kegiatan
Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi KLHK, Pemprov, Pemkab, atau
7 . X PP Gambut
restorasi gambut Pemkot sesuai kewenangan
Pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, Hanya di
8 operasi dan pemeliharaan infrastruktur di BRG Perpres
lahan konsesi 1/2016
- I Hanya di
9 zizksraggzz:ungs lain yang diberikan BRG Perpres
1/2016
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Jika dikaji dari fungsi-fungsi BRG di atas, hanya ada dua fungsi yang belum ada
pada instansi lainnya, yaitu: (1) perencanaan, pengendalian, dan kerja sama
penyelenggaraan restorasi gambut; dan (2) supervisi dalam konstruksi, operasi,
dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi. Oleh karena itu, kedua fungsi
tersebut perlu menjadi fokus BRG. Selebihnya, BRG dapat memfungsikan diri
sebagai akselerator atau instansi penajam agar pihak-pihak yang diberi kewajiban
atau tanggung jawab dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pendekatan
KHG/SubKHG dalam perencanaan dan pelaksanan kegiatan restorasi berpeluang
untuk dijadikan sebagai simpul koordinasi oleh BRG bagi berbagai aktor dalam
satu KHG/SubKHG. Namun demikian, BRG belum mendapatkan
mandat/kewenangan secara tegas berdasar Perpres 1/2016 untuk menyusun
Rencana Restorasi Gambut sebagai pedoman dan rencana aksi seluruh
pihak/pemangku pentingan di atas target restorasi/KHG. Mandat dan
kewenangan ini diperlukan agar BRG dapat memfasilitasi pelaksanaan restorasi
gambut berbasis KHG atau water balance.

Pemberian mandate atau kewenangan penyusunan rencana restorasi sebagai
rencana aksi pemangku kepentingann dalam satu KHG dengan berdasarkan water
balance, juga perlu diimbangi dengan pemberian kewenangan untuk melakukan
Monitoring dan Evaluasi (Monev). Monev tersebut dilaksanakan bagi seluruh
pemangku kepentingan di target restorasi dengan berbasiskan KHG atau water
balance. Hasil Monev tersebut kemudian menjadi laporan BRG kepada Presiden RI
mengenai kinerja/capaian dari masing-masing pemangku kepentingan dalam
mendukung atau melaksanakan restorasi di areal target.

7.2.3. Keselarasan Perpres 1/2016 dengan Peraturan Pemerintah No. 57
Tahun 2016

Jika dikaji dari materi muatannya, Perpres 1/2016 memberikan kekhususan
kepada BRG untuk melakukan restorasi di areal target, yaitu pada 7 provinsi
prioritas dengan capaian kurang lebih 2 juta hektare yang kemudian ditetapkan
dan dilaksanakan oleh peraturan Kepala BRG. Berbeda dengan Peraturan
Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP
Gambut). Revisi PP Gambut yang keluar setelah Perpres 1/2016, yaitu pada 2
Desember 2016 sama sekali tidak mengatur ketentuan mengenai kekhususan
restorasi gambut yang seharusnya direncanakan dan dilakukan oleh BRG, padahal
salah satu tujuan penting keberadaan BRG adalah melakukan percepatan
pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut di 7 provinsi target.
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Sementara itu, berbagai regulasi pelaksana dari PP 57/2016 yang terkait dengan
restorasi gambut baru dapat keluar pada Februari 2017, yaitu: (1) Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl Nomor P.14/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi
Ekosistem Gambut; (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran
Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut; (3) Peraturan Menteri
Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan Rl Nomor  P.16/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem
Gambut; (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor
P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-11/2015
tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Tanpa pengaturan khusus dalam
PP 57/2016, implikasinya bahwa BRG diharuskan mengikuti peraturan-peraturan
pelaksana tersebut. Berbagai regulasi pelaksana dari PP 57/2016 di atas juga tidak
mengatur keberadaan pelaksanaan restorasi gambut oleh BRG meskipun hanya
untuk 7 provinsi yang menjadi areal target.

7.2.4. Tinjauan Ketentuan Teknis Restorasi Gambut
Ketentuan mengenai restorasi gambut diatur dalam dua peraturan utama, yaitu
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014, yang diubah oleh Peraturan
Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut,
selanjutnya disebut “PP Gambut” dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No.
P.16/MENLHK/SETIJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan
Fungsi Ekosistem Gambut (P.16). Kedua peraturan tersebut mengatur beberapa
ketentuan yang perlu digarisbawahi dalam pelaksanaan restorasi gambut berikut
ini:
1) Pengaturan Aktor dalam Restorasi Gambut
PP Gambut mengatur bahwa ada tiga aktor yang wajib melakukan restorasi
gambut, yaitu: (a) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, yang karena
pemanfaatannya mengakibatkan kerusakan, baik di dalam maupun di luar
areal usaha dan/atau kegiatannya tersebut (Pasal 30); (b) pemerintah, dalam
hal kerusakan terjadi di luar tanggung jawab penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan di atas (Pasal 32A); (c) pemerintah daerah, dalam hal
kerusakan terjadi di areal penggunaan lain (Pasal 32A); dan (d) masyarakat
atau masyarakat hukum adat, dalam hal kerusakan terjadi pada areal atau
lahan yang dimilikinya (Pasal 32A).
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Selanjutnya, P.16 menjabarkan aktor yang wajib melakukan restorasi
tersebut sebagai berikut (Pasal 5): (@) penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan, untuk areal usaha dan/atau kegiatan; (b) Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, untuk kawasan hutan konservasi yang tidak dibebani
izin usaha dan/atau kegiatan; (c) pemerintah daerah provinsi atau
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, untuk : (i) kawasan hutan
lindung, kawasan hutan produksi, dan taman hutan rakyat yang tidak
dibebani izin usaha dan/atau kegiatan; serta (ii) areal penggunaan lain
(termasuk lahan yang dikelola oleh masyarakat atau masyarakat adat). Dari
ketentuan ini dapat terlihat bahwa tidak terdapat pengaturan peran BRG
yang sebelumnya telah diberi mandat berdasarkan Perpres 1/2016.

2) Ketentuan Teknis Pelaksanaan Restorasi Gambut: Masih Berbasis pada
Penguasaan Lahan
Pada dasarnya, kewajiban melakukan restorasi gambut didasarkan pada ada
tidaknya kerusakan ekosistem gambut berdasarkan kriteria baku kerusakan.
Kriteria baku kerusakan pada ekosistem gambut dengan fungsi lindung
ditetapkan dengan beberapa parameter sebagai berikut (Pasal 23): (i)
terdapat drainase buatan di ekosistem gambut dengan fungsi lindung yang
telah ditetapkan; (ii) tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kuarsa di
bawah lapisan gambut; dan/atau (iii) terjadi pengurangan luas dan/atau
volume tutupan lahan di ekosistem gambut dengan fungsi lindung yang telah
ditetapkan. Kriteria baku kerusakan pada ekosistem gambut dengan fungsi
budi daya ditentukan dengan parameter: (i) muka air tanah di lahan gambut
lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan gambut pada titik
penaatan; dan/atau (ii) tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kuarsa di
bawah lapisan gambut. Khusus untuk ketentuan pengukuran muka air tanah
di titik penaatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang
Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut.
Selain kriteria baku kerusakan tersebut, apabila dikaji Pasal 27 ayat (2) dan
Pasal 30 PP Gambut, restorasi gambut juga wajib dilakukan pada ekosistem
gambut yang terbakar.
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Pelaksanaan pemulihan atau restorasi, berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7
P.16, harus diawali dengan penetapan terjadinya kerusakan oleh Direktur Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, KLHK (Dirjen PPKL).
Setelah penetapan tersebut, dalam waktu 7 hari kerja, Dirjen PPKL harus
mengeluarkan perintah pelaksanaan pemulihan Ekosistem Gambut (Pasal 8).
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dalam waktu 14 hari kerja sejak
ditetapkannya kerusakan, wajib menyusun dan menyampaikan Dokumen Rencana
Pemulihan untuk dinilai dan disetujui oleh Dirjen PPKL (Pasal 14). Selanjutnya,
pelaksanaan pemulihan wajib mulai dilakukan dalam waktu 14 hari kerja sejak
Dokumen Rencana Pemulihan disampaikan dan disetujui oleh Dirjen PPKL (Pasal
13). Khusus untuk areal yang tidak berizin, pelaksanaan pemulihan atau restorasi
dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, atau
penanggung jawab kegiatan sesuai dengan kewenangannya secara terencana dan
berkonsultasi pada Dirjen PPKL (Pasal 9). Oleh karena itu, pemerintah, pemerintah
daerah provinsi/kabupaten/kota atau penanggung jawab kegiatan yang
berwenang juga wajib menyusun dan menyampaikan Dokumen Rencana
Pemulihan kepada Dirjen PPKL sebelum melakukan pemulihan.

Terhadap pelaksanaan pemulihan, Dirjen PPKL melakukan penilaian terhadap
keberhasilan pemulihan atau restorasi dengan mendasarkan pada kriteria pulih,
sebagaimana berikut: (a) tidak tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kuarsa di
bawah lapisan gambut pada titik penaatan; (b) muka air tanah di lahan gambut
kurang dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan gambut pada titik
penaatan; (c) lebih baik dari kriteria baku kerusakan ekosistem gambut yang
ditetapkan dalam Izin Lingkungan; (d) lebih baik dari baku kerusakan hasil analisis
spasial dari kegiatan survei lapangan atau analisis data dan informasi skala
1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) atau hasil pemantauan titik
penaatan; dan/atau (e) jumlah tanaman yang tumbuh sehat paling sedikit 500 (lima
ratus) batang/hektare pada tahun ketiga. Khusus untuk sistem pengelolaan air dan
bangunan air untuk pemulihan harus terbangun pada 6 bulan pertama. Perbaikan
tinggi muka air tanah harus terlihat dalam waktu 3 bulan sejak dibangunnya
bangunan air (Pasal 18). Laporan pelaksanaan pemulihan harus disampaikan
kepada Dirjen PPKL setiap 6 bulan sekali dan untuk menilai keberhasilan
pemulihan, Dirjen PPKL dibantu oleh Tim Teknis yang ditunjuk Menteri LHK (Pasal
19). Berikut ini bagan alir pelaksanaan pemulihan berdasarkan P.16:
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PPKL (Pasal 9). Faktanya, areal bekas kebakaran hutan dan lahan bukan hanya
ekosistem gambut yang tidak berizin sehingga memerlukan koordinasi dan kerja
sama, khususnya dalam satu KHG atau Sub-KHG. Pendekatan pemulihan gambut
pada peraturan tersebut masih mendasarkan pada pendekatan penguasaan lahan.

7.25. Kelembagaan Restorasi Daerah dan Integrasi Restorasi Gambut
dengan Pendekatan KHG/Sub-KHG dalam Kebijakan Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan Perpres 1/2016,
BRG diberikan fungsi untuk melaksanakan koordinasi dengan koordinator di
daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya (Pasal 8 ayat 3 huruf d). Oleh karena
itu, Pasal 13 ayat (2) Perpres 1/2016 mengatur gubernur di 7 provinsi prioritas
sebagai salah satu anggota tim pengarah teknis bersama dengan kementerian dan
lembaga lainnya dengan tugas memberikan dukungan pelaksanaan restorasi.
Untuk memberikan dukungan tersebut, gubernur menunjuk pejabat sebagai
koordinator Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) yang strukturnya
menyesuaikan dengan organisasi BRG dan ditetapkan melalui Keputusan
Gubernur.

Merujuk pada ketentuan teknis dalam pelaksanaan restorasi, pemerintah daerah
(provinsi/kabupaten/kota) juga merupakan salah satu subjek/aktor yang harus
melakukan restorasi gambut sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada (di luar
areal konsesi). Jika dilihat dari pendekatan KHG/Sub KHG, dari berbagai aktor
yang ada dalam peraturan perundang-undangan, belum diatur ketentuan siapa
yang menjadi penanggung jawab untuk mensinergikan berbagai kegiatan restorasi
gambut dalam satu KHG/Sub-KHG tersebut. Hal ini penting mengingat secara
hidrologis, pembasahan ekosistem gambut membutuhkan konsep berbagi air
dalam satu KHG/Sub-KHG agar kegiatan restorasi berbagai aktor di areal tersebut
tidak saling menegasikan satu dengan yang lain. Pendekatan ini perlu dilakukan
untuk mengubah pendekatan restorasi yang semula sekadar pendekatan
administratif penguasaan lahan menjadi pendekatan ekosistem (sistem hidrologis)
sesuai dengan karakteristik ekosistem gambut (beyond administrative approach).
Untuk mendorong pendekatan KHG/Sub-KHG dalam kegiatan restorasi gambut,
kelembagaan restorasi gambut di daerah perlu dipikirkan dan didesain.
Pemerintah daerah berpotensi untuk memerankan sebagai pemegang koordinasi
restorasi gambut di tingkat KHG/Sub-KHG dikarenakan secara birokrasi
kedudukan Pemerintah Daerah lebih dekat dengan areal tapak. Namun demikian,
pada tujuh provinsi target restorasi, BRG diharapkan dapat memberikan model
pendekatan restorasi berbasis KHG/Sub-KHG sebagai pembelajaran praktik baik
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(best practice), yang nantinya peran tersebut dapat dilanjutkan oleh pemerintah
daerah. Terhadap hal ini diperlukan integrasi kebijakan restorasi gambut
berbasiskan KHG/Sub-KHG ke dalam kebijakan daerah. Kebijakan daerah
diperlukan untuk memastikan peran pemerintah daerah sebagai pemegang
koordinasi dalam satu KHG/Sub-KHG di wilayahnya. Untuk mendukung kebijakan
ini, kebijakan nasional seperti PP Gambut maupun P.16 diharapkan dapat
memberikan mandat atau tanggung jawab tersebut kepada pemerintah daerah,
terlebih berbagai aktor dalam satu KHG/Sub-KHG sangat beragam dan meliputi
pula para pemegang izin yang izinnya dikeluarkan oleh instansi pemerintah pusat.

Jika melihat pada PP Gambut, potensi untuk menjadikan pemerintah daerah
sebagai lead sector dalam restorasi gambut berbasiskan KHG/Sub-KHG cukup
dimungkinkan, yaitu melalui instrumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut (RPPEG) yang dimandatkan secara bertingkat mulai dari
RPPEG nasional, provinsi hingga kabupaten/kota. Dalam instrumen RPPEG ini
dapat didesain bahwa kabupaten/kota memegang koordinasi dan tanggung jawab
perencanaan dan pelaksanaan restorasi gambut pada KHG/Sub-KHG yang ada di
daerahnya. Kepada provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola KHG/Sub-
KHG yang berada pada lintaskabupaten/kota, demikian juga pemerintah pusat
untuk KHG/Sub-KHG lintasprovinsi. Selain itu, provinsi dan pemerintah pusat
(termasuk BRG) juga perlu diperankan sebagai institusi yang melakukan akselerasi
dan supervisi terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah kabupaten/kota
dalam melakukan koordinasi restorasi di tingkat KHG/Sub-KHG.

Kebijakan dan tanggung jawab restorasi gambut yang selama ini banyak dilakukan
oleh pemerintah pusat perlu secara bertahap ditransformasikan dalam kebijakan-
kebijakan di tingkat daerah. Hingga saat ini, ketentuan teknis tentang penyusunan
RPPEG dan RPPEG nasional masih dalam tahap perumusan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

7.26. Kebijakan Aspek Pemetaan Dasar

Penetapan fungsi ekosistem gambut (lindung dan budidaya) keluar pada Februari
2017 melalui SK. MENLHK No. 130/2017 dengan skala 1:250.000. Sebagai dasar
kebijakan sudah cukup namun sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan belum
memungkinkan. Merujuk pada PermenLHK 14/2017 tentang Tata Cara
Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut untuk tingkat Provinsi dan
Kab/Kota dengan skala 1:50.000, hingga saat ini belum semua KHG ditetapkan
peta fungsinya sesuai dengan skala tersebut. Percepatan penyediaan peta yang
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merepresentasikan permukaan elevasi dan kedalaman gambut untuk perencanaan
dan kegiatan restorasi gambut perlu dilakukan. Idealnya kegiatan perencanaan
berbasis peta topografi skala besar (1:2.500) atau beresolusi tinggi (mampu
menyajikan perbedaan elevasi sub-meter) khususnya pada area gambut yang
sudah dimanfaatkan dan terdegradasi. Sedangkan peta ketebalan gambut untuk
penentuan fungsi yang diperlukan adalah skala 1:50.000 dari hasil kegiatan survei
yang mampu menyajikan ketebalan gambut dangkal dan dalam pada satu kawasan.
Selanjutnya kompilasi dan harmonisasi hasil pemetaan elevasi dan gambut
tersebut perlu dilakukan secara baik untuk mendukung perencanaan.

Selama ini, BRG telah melakukan upaya verifikasi dan penetapan peta kontigensi.
Namun masih terkendala dengan kebutuhan kecepatan waktu serta berbenturan
dengan kriteria dan metode pemetaan berdasarkan PermenLHK 14/2017.
Metode pemetaan berdasarkan PermenLHK 14/2017 mendasarkan pada sistem
grid. Sementara metode pemetaan gambut dapat dilakukan dengan metode-
metode lain yang telah dirumuskan dalam SNI:7925:2019 Pemetaan Lahan
Gambut Skala 1:50.000. Untuk melakukan restorasi gambut dengan optimalisasi
keterlibatan pemangku kepentingan dalan satu KHG juga diperlukan data dasar
berupa peta penguasaan lahan. Melalui data ini diharapkan dapat diketahui para
pihak pada KHG target restorasi sehingga BRG dapat merencanakan, mendorong
para pihak tersebut, serta memonitor tugas dan tanggungjawab masing-masing
pihak dalam pelaksaan restorasi gambut. Perlu dicatat pula bahwa Peraturan
Pemerintah Nomor 13/2017 tentang Perubahan RTRWN yang tetapkan pada
bulan April 2017 belum mengakomodir fungsi lindung eksosistem gambut.

7.27. Kebijakan Aspek Pemulihan Berbasis Neraca Air (Water Balance),
Revegetasi dan Revitalisasi

PermenLHK No. 16/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem
Gambut ditetapkan pada bulan Februari 2017. PermenLHK ini belum megatur
detail tentang bagaimana pemulihan berbasiskan KHG dan Neraca Air. Pada sisi
lain, rencana restorasi BRG juga belum mendasarkan pada Neraca Air. Pemulihan
fungsi ekosistem gambut hendaknya berdasarkan perencanaan detail yang
mencakup 3 komponen restorasi, yaitu pembasahan kembali (rewetting),
revegetasi dan revitalisasi. Revegetasi pada lahan gambut terdegradasi menjadi
keharusan dan perlu perencanaan detail supaya kawasan hutan rawa gambut
dengan fungsi lindung bertambah luas dan menghasilkan jasa-jasa lingkungan
yang penting untuk mendukung perlindungan (safeguard) bagi sumber mata
pencaharian masyarakat. Sedangkan revitalisasi merupakan kekhasan dari upaya
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restorasi yang bertujuan untuk menempatkan peranan masyarakat sebagai pelaku
utama dalam memelihara dan melindungi sumberdaya gambut di Indonesia.

PermenLHK No. 10/2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan
Puncak Kubah Gambut yang keluar pada bulan Maret 2019 menggunakan
pendekatan neraca air untuk menentukan puncak kubah gambut. Di sisi lain,
berdasarkan mandat PP 71/2014 jo. PP 57/2016, penentuan fungsi lindung
ditetapkan dari puncak kubah gambut dan fungsi ekosistem gambut tersebut
sudah ditetapkan pada bulan Februari 2017. Idealnya, neraca air juga digunakan
dalam melakukan kegiatan dan pengambilan keputusan di atas lahan gambut oleh
semua pemangku kepentingan. Puncak kubah gambut sebagai ukuran dalam
penentuan neraca air, bukan sebaliknya. Selain itu, kewenangan untuk
menentukan neraca air juga perlu dipertegas pada siapa? Selama ini BRG juga tidak
diberikan tugas untuk menetapkan neraca air agar dapat melakukan perencanaan
dan pelaksanaan restorasi berbasis water balance.

7.2.8. Pentingnya Integrasi Kebijakan Restorasi Gambut dalam Penyusunan
RPPEG

Pada 16 Oktober 2019, Pemerintah Rl melalui Menteri LHK RI telah menerbitkan
Peraturan Menteri LHK Rl Nomor P. 60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (P.60/2019) sesuai dengan mandat
ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 jo. Peraturan
Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Gambut.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) berperan
penting dan strategis dalam pengembangan tata kelola ekosistem gambut.
Pertama, RPPEG merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar bagi
pelaksanaan pembangunan nasional maupun daerah, yang RPPEG itu merupakan
bagian dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Sebagaimana dalam Pasal 10 Ayat (5) UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, RPPLH merupakan dasar
penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana
pembangunan jangka menengah.

Kedua, sebagai dokumen perencanaan yang mendasari rencana pembangunan,

RPPEG merupakan penerjemahan berbagai kegiatan terkait dengan ekosistem
gambut (pemanfaatan dan pencadangan ekosistem gambut; pemeliharaan dan
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perlindungan kualitas fungsi ekosistem gambut; pengendalian, pemantauan,
pendayagunaan, dan pelestarian ekosistem gambut; dan adaptasi serta mitigasi
perubahan iklim) yang mendasarkan pada inventarisasi dan penetapan fungsi
ekosistem gambut. Artinya, segala kegiatan yang akan direncanakan tersebut
haruslah mempertimbangkan fungsi atau daya dukung ekosistem gambut yang
telah ditetapkan sebelumnya.

Ketiga, mengingat tingginya kerusakan ekosistem gambut saat ini, Pasal 17 Ayat
(2) PP 71/2014 Jo. PP 57/2016 mengatur bahwa RPPEG harus memperhatikan
upaya pemulihan kerusakan ekosistem gambut. Oleh karenanya, berbagai upaya
pemulihan, termasuk restorasi gambut yang selama ini telah dilakukan oleh
pemerintah baik melalui KLHK Rl maupun BRG RI, perlu mendapatkan perhatian
dalam penyusunan RPPEG ke depan. Materi muatan RPPEG baik nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota telah ditentukan dalam PP 71/2014 jo. PP 57/2016
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang kemudian diatur
lebih lanjut dalam P.60/2019. Adapun perbandingan pengaturannya terlihat pada
tabel berikut:




Restorasi Gambut di Indonesia

Tabel 7. 2 Materi Muatan RPPEG Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

ASPEK
PENGATURAN
RPPEG

PP 71/2014 jo. PP 57/2019

P.60/2016

Tahapan Penyusunan

- Tahapan penyusunan:

- Pengumpulan data
- Pengolahan data
- Analisa data

Tingkatan RPPEG M  Terbagi atas RPPG M  Terbagi atas RPPG Nasional,
Nasional, Provinsi, Provinsi, Kabupaten/Kota;
Kabupaten/Kota M  RPPEG Nasional untuk KHG

M  RPPEG Nasional untuk Nasional dan ekosistem gambut
ekosistem gambut lintas lintas provinsi
provinsi M  RPPEG Provinsi untuk ekosistem
M RPPEG Provinsi untuk gambut di wilayah provinsi
ekosistem gambut lintas M  RPPEG Kabupaten/Kota untuk
kabupaten/kota ekosistem gambut di wilayah
M  RPPEG Kabupaten/Kota kab/kota.
untuk ekosistem gambut di
wilayah kabupaten/kota.

Dasar Penyusunan M  RPPEG Nasional: peta M  RPPEG Nasional: peta fungsi
fungsi gambut nasional gambut nasional dengan skala
dengan skala 1:250.000 1:250.000; Peta lainnya (Ps. 5 ayat

M  RPPEG Provinsi: (2)); dan Data non-spasial (Ps. 6)
o Peta fungsi ekosistem | M  RPPEG Provinsi:
gambut provinsi o Peta fungsi ekosistem
dengan skala gambut provinsi dengan
1:50.000 skala 1:50.000 atau
o RPPEG Nasional 1:250.000 terkoreksi
M  RPPEG Kab/Kota: o Peta lainnya (Ps. 5 ayat
o Peta fungsi ekosistem (2)
gambut Kab/Kota o Data non-spasial (Ps. 6)
dengan skala o RPPEG Nasional
1:50.000 M  RPPEG Kab/Kota:
o RPPEG Nasional dan o Peta fungsi ekosistem
Provinsi gambut Kab/Kota dengan
skala 1:50.000 atau
1:250.000 terkoreksi
o Peta lainnya (Ps. 5 ayat
@)
o Data non-spasial (Ps. 6)
o RPPEG Nasional dan
Provinsi dan RPPEG
Nasional

Materi Dokumen M  Rencana pemanfaatan M  Rencana pemanfaatan Ekosistem
dan/atau pencadangan Gambut;

Ekosistem Gambut; M  Rencana pengendalian Ekosistem

Gambut; dan
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ASPEK PP 71/2014 jo. PP 57/2019 P.60/2016
PENGATURAN
RPPEG
M Rencana pemeliharaan dan M  Rencana pemeliharaan Ekosistem
perlindungan kualitas Gambut.
dan/atau fungsi Ekosistem
Gambut; (Rincian masing-masing materi ditentukan
M  Rencana pengendalian, dalam Pasal 12 sd. Pasal 22)

pemantauan, serta
pendayagunaan dan
pelestarian Ekosistem
Gambut; dan

M  Rencana adaptasi dan
mitigasi terhadap
perubahan iklim.

Pemulihan/Restorasi M Pemulihan merupakan M  Pemulihan merupakan aspek yang
Gambut aspek yang harus harus diperhatikan dalam
diperhatikan dalam penyusunan RPPEG;
penyusunan RPPEG; M  Pemulihan merupakan bagian dari
M Pemulihan merupakan Rencana Pengendalian dalam
bagian dari Rencana RPPEG
Pengendalian dalam RPPEG | M  Rencana pemulihan sedikitnya
memuat:

o Pengembangan kebijakan
dan regulasi pemulihan

o Penguatan kelembagaan
dan koordinasi (pemerintah,
swasta, masyarakat)

o Pengembangan sistem
pemantauan pemulihan
kerusakan ekosistem
gambut

o Rencana aksi pemulihan
ekosistem gambut (jenis
kegiatan, sebaran lokasi,
luasan areal,
penanggungjawab aksi)

o Cara pemulihan (restorasi,
suksesi, rehabilitasi, dIl)

Perbandingan pengaturan di atas menunjukkan bahwa P.60/2019 telah mengatur
lebih rinci mengenai penyusunan dan muatan dari RPPEG hingga diharapkan bisa
menjadi pedoman bagi instansi yang berwenang. Dari perbandingan di atas,
beberapa hal yang dapat digarisbawahi untuk memperkuat substansi penyusunan
RPPEG adalah sebagai berikut:
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1) RPPEG Nasional diharapkan mengatur tiga cakupan muatan materi dengan
kedalaman yang berbeda berikut ini:

a. Pengaturan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem
gambut untuk KHG lintasprovinsi. Untuk menjaga keselarasan
muatan materi pada KHG lintasprovinsi ini (yang masuk dalam dua
atau lebih wilayah administrasi pemerintahan provinsi) tidak lagi
diturunkan pengaturannya pada RPPEG di bawahnya, yaitu provinsi
maupun kabupaten/kota. Artinya, muatan materi rencana sedapat
mungkin tuntas pada RPPEG Nasional. Sebagai implikasinya,
perencanaan KHG lintasprovinsi ini membutuhkan kedalaman data
spasial maupun nonspasial yang cukup tinggi, yakni peta skala
1:50.000, data non-spasial yang rinci, hingga muatan rencana,
program, kegiatan, dan targetnya.

b. Pengaturan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem
gambut untuk KHG Nasional. Dalam PP 71/2014 jo. PP 57/2016
maupun P.60/2019 tidak mendefinisikan atau memberikan kriteria
apa yang dimaksud oleh KHG Nasional meskipun P.60/2019
mencantumkannya sebagai muatan materi RPPEG Nasional. Oleh
karenanya, muatan materi ini sebaiknya diatur dalam RPPEG
Nasional dengan memperhatikan keselarasannya dengan
pembagian urusan pemerintahan maupun penataan ruang. Dalam
konteks pembagian urusan pemerintahan, kepentingan atau
program strategis nasional menjadi kewenangan pusat. Dalam
konteks penataan ruang, dikenal dengan kawasan strategis nasional
yang menyangkut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 80 PP 26 Tahun 2008 jo. PP
13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
Namun kendalanya, hingga saat ini ekosistem gambut belum masuk
dalam lampiran RTRWN berdasarkan PP 13/2017.

KHG Nasional juga dapat ditafsirkan untuk wilayah ekosistem
gambut atau KHG yang berada pada kawasan-kawasan yang
menjadi kewenangan pemerintah pusat, misalnya, untuk KHG yang
berada atau berdampak pada wilayah konservasi, hutan ataupun
pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan pusat.
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Oleh karenanya, untuk perencanaan KHG dalam kategori ini
diharapkan juga sedapat mungkin dapat dituntaskan pada RPPEG
Nasional.

c. Pengaturan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem
gambut untuk KHG selain lintasprovinsi dan selain KHG nasional.
Mengingat ketentuan PP 71/2014 jo. PP 57/2016 maupun
P.60/2019 menjadikan RPPEG Nasional sebagai dasar bagi
penyusunan RPPEG provinsi maupun kabupaten/kota, diperlukan
muatan materi dalam RPPEG Nasional yang dapat menjadi arahan
bagi provinsi dan kabupaten/kota untuk diperinci kemudian. Oleh
karenanya, tingkat kedalaman data (spasial maupun nonspasial)
untuk pengaturan ini dapat diberikan tidak serinci dua cakupan
muatan materi di atas (KHG lintas provinsi maupun KHG Nasional),
misalnya untuk data spasial dapat menggunakan peta skala
1:250.000 sebagaimana dalam ketentuan untuk kemudian diperinci
menjadi peta skala 1:50.000 oleh provinsi maupun kabupaten/kota.

2) RPPEG Nasional diharapkan mengatur muatan materi rencana restorasi
gambut. Mengingat berdasarkan PP 71/2014 jo. PP 57/2016 maupun
P.60/2019 bahwa rencana pemulihan merupakan aspek yang harus
diperhatikan dalam RPPEG, berbagai rencana pemulihan, baik yang sifatnya
adalah rencana pemulihan pada tingkat penguasaan lahan (pemegang konsesi
atau penanggungjawab) maupun tingkat KHG perlu diintegrasikan.
Berdasarkan Perpres 1/2016 tentang Badan Restorasi Gambut terdapat
Rencana Restorasi Gambut yang dimandatkan oleh Presiden RI sebagai
program prioritas nasional terkait restorasi gambut seluas 2 juta hektare. Oleh
karenanya, diharapkan Rencana Restorasi Gambut tersebut dapat
diintegrasikan dalam RPPEG Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Untuk memastikan dan memudahkan provinsi dan kabupaten/kota
mengintegrasikan Rencana Restorasi Gambut tersebut, diharapkan RPPEG
Nasional dapat memuat rencana tersebut dengan tingkat kedetailan data
(spasial dan nonspasial) yang sudah ada.

Pada bulan Juni 2020, Menteri LHK telah menetapkan SK MENLHK 246/2020

tentang RPPEG Nasional. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian terkait
dengan ditetapkannya RPPEG Nasional tersebut adalah:
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1. RPPEG Nasional telah memberikan penjelasan mengenai posisi dan
kedudukan RPPEG dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya seperti
RPPLH, RTRW, RPJM dan Rencana Strategis lainnya. Hal ini tentu membantu
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memahami posisi
pentingnya RPPEG sebagai bagian dari pertimbangan dalam penyusunan
perencanaan pembangunan di lahan gambut.

2. RPPEG Nasional telah berupaya untuk mengoordinasikan
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan
lainnya seperti Perguruan Tinggi dan Swasta melalui rencana bersama (areal
non izin maupun berizin) secara makro/nasional yang setidaknya tertera
dalam Tabel 13. Rincian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Gambut Nasional Tahun 2020-2049.

3. Adanya sinergi RPPEG dengan Rencana Restorasi Gambut oleh BRG
termasuk peran BRG sebagai aktor dalam kegiatan restorasi dan
pengembangan partisipasi masyarakat sebagaimana dalam Tabel 13.

4. Pendekatan yang dilakukan dalam RPPEG Nasional tidak hanya pada wilayah
administratif yang menjadi kewenagan pusat (KLHK) saja, yaitu KHG Nasional
yang umum diterjemahkan dalam ketentuan sebagai KHG lintas provinsi,
melainkan juga cakupan KHG yang lebih luas mencakup arahan dan target
bagi seluruh ekosistem gambut secara nasional. Hal ini memungkinkan
masing-masing K/L dan Pemda untuk menjabarkan dalam perencanaannya
secara terukur dengan luasan dan target yang telah ditetapkan dalam RPPEG
Nasional.

5. Dalam RPPEG Nasional, BRG mendapatkan peran untuk pemulihan/restorasi
di areal non izin/konsesi dan peningkatan partisipasi masyarakat. BRG tidak
masuk dalam kegiatan restorasi gambut pada areal berizin (hanya pada areal
non-izin saja). Jika pendekatannya adalah water balance dalam KHG, maka
peran BRG perlu mencakup juga wilayah izin/konsesi melalui asistensi atau
arahan untuk menjaga keseimbangan air (water balance) sebagai input dalam
penyusunan dan pelaksanaan rencana pemulihan para pemegang
izin/konsesi.

6. Belum ada pelibatan peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Kementerian PUPR) dalam program dan rencana kegiatan pada
RPPEG Nasional. Pelibatan Kementerian PUPR diperlukan untuk mendukung
penataan aspek tata kelola air, khususnya dalam memperkuat dukungan bagi
Pemerintah Daerah dalam mengelola KHG.
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Berdasarkan catatan di atas, terdapat gagasan beberapa langkah yang perlu
dilakukan ke depan untuk menyinergikan Rencana Restorasi Gambut dengan
RPPEG sebagai berikut:

1. Perlu menyusun best practice tentang neraca air sebagai basis perencanaan
di wilayah ekosistem gambut. Momentum penyusunan RPPEG Provinsi dan
Kab/Kota dapat menjadi peluang bagi penggunaan neraca air sebagai basis
perencanaan (RPPEG Provinsi dan Kab/kota maupun rencana restorasi).
Alternatif lain, BRG dapat bekerja sama dengan KLHK untuk menyusun
“rencana detail kegiatan pada suatu KHG atau sub-KHG” dengan
pendekatan water balance sebagai pilot project.

2. Perlu mendorong Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk
menjabarkan RPPEG dalam perencanaan program dan pembangunan
mereka, misalnya RPJMD maupun RKPD dengan memasukkan target
restorasi gambut maupun target pada RPPEG Nasional.

3. Perlu meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah khususnya pada 7 wilayah
provinisi target restorasi dalam merancang RPPEG dengan mendasarkan
pada pendekatan KHG atau keseimbangan air, rencana restorasi gambut dan
RPPEG Nasional.

4. BRG dapat mengambil peran untuk mendukung penerjemahan RPPEG
melalui koordinasi dengan Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah
Daerah, khususnya terkait dengan 7 target wilayah restorasi gambut dengan
berbasiskan KHG.




BAB VIII
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

8.1. Kesimpulan

8.1.1.  Kesimpulan Umum

(1) Restorasi gambut yang merupakan salah satu kebijakan strategis
pemerintah dalam rangka pembenahan tata kelola gambut lestari perlu
terus dilakukan dan dikembangkan untuk memperkuat capaian yang
selama ini telah diperoleh, termasuk dalam konteks pencegahan
permanen dari kebakaran hutan dan lahan gambut.

(2) Dalam memperkuat pelaksanaan restorasi gambut yang selama ini telah
dilakukan pemerintah melalui BRG RI, perlu terus dilakukan
pengembangan pendekatan teknis biofisik dan sosial ekonomi
masyarakat. Secara teknis biofisik, pendekatan berbasis KHG melalui
sharing water merupakan kunci dalam pembenahan sistem hidrologis
gambut agar tetap memiliki karakteristik lembab-basah sepanjang tahun
dengan berpedoman pada ketentuan tinggi muka air tanah yang ada.
Secara sosial ekonomi, keselarasan antara model kegiatan sosial-ekonomi
masyarakat dengan karakteristik biofisik gambut merupakan kunci agar
pemanfaatan gambut dapat berjalan seiring dengan perlindungan daya
dukungnya.

(3) Agar restorasi gambut berbasiskan KHG/Sub-KHG dapat dilaksanakan
dengan baik, diperlukan langkah-langkah kebijakan dan penanggung
jawab/pelaksana sebagaimana dalam gambar berikut ini.
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Gambar 8.1 di atas menunjukkan bahwa berpedoman pada KHG yang ada,
diperlukan proses invetarisasi atau penggalian data yang memadai melalui
pengadaan data dasar dan pemrosesan data. Data dasar sekurang-kurangnya
terdiri dari digital elevation model dengan skala 1:2.000 dan peta gambut skala
1:50.000. Dari data dasar ini kemudian dilakukan pemrosesan untuk mendapatkan
neraca air pada KHG untuk selanjutnya diusulkan penetapan fungsinya (lindung
dan budi daya). Penetapan fungsi tersebut penting dilakukan agar metode
restorasi yang akan dilakukan dapat lebih tepat dan akurat. Selain itu, juga
memungkinkan agar informasi atau data tentang neraca air juga melekat pada
kebijakan penetapan fungsi ekosistem gambut. Setelah itu, tahap selanjutnya
adalah melakukan restorasi gambut secara terintegrsi dengan memperhatikan
secara cermat pengelolaan air, pembuatan peta, pengendalian terhadap aspek
hidrologi, sinergisitas dalam program sosial ekonomi masyarakat yang
kesemuanya didukung dengan kebijakan secara struktural dan kultural.

8.1.2. Aspek Pengelolaan Air

4) Prinsip berbagi air dalam satu KHG/Sub KHG sejauh ini masih belum
dapat dilaksanakan secara optimal. Pengelolaan air sejauh ini lebih banyak
mengandalkan peta topografi untuk menentukan arah aliran di dalam
kanal dan mengendalikan air keluar kawasan melalui pembangunan sekat
kanal secara cascade dan belum menggunakan prinsip keseimbangan air.

(5) Berbagai infrastruktur pembasahan (rewetting) seperti sekat kanal dan
sumur bor seyogianya didasarkan pada data atau informasi yang
komprehensif antara lain peta kawasan dan penetapan fungsi ekosistem
gambut, kondisi lapisan air tanah dan kecenderungan arah aliran air pada
KHG/Sub-KHG.

(6) Untuk memperkuat pengelolaan air, perlu diperbanyak riset aksi restorasi
gambut berbasis KHG/sub-KHG yang bertujuan mendapatkan nilai-nilai
parameter neraca air yang bersifat spesifik pada lokasi tertentu.
Penghitungan neraca air untuk setiap KHG/sub-KHG perlu dilakukan
melalui proses kalibrasi dan verifikasi sehingga diperoleh metode
perhitungan yang representatif.

(7) Perlu perhatian khusus bagi lahan gambut yang mengalami penurunan
permukaan sedemikian rupa sehingga input air yang memasuki lahan tidak
dapat lagi dikeluarkan melalui drainase gravitasi sehingga terjadi genangan
permanen atau dalam waktu panjang setiap tahun. Kondisi tersebut
dikatakan bahwa lahan telah mencapai Drainability Elevation limit (DEL).
DEL sangat menentukan umur pakai lahan gambut, yaitu proyeksi waktu
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produktif lahan atau waktu yang lahan itu dapat memberikan manfaat
melebihi biaya untuk setiap opsi pemanfaatan lahan yang diberikan dan
karakteristik spesifik lahan. Pada saat DEL tercapai, lahan tidak dapat lagi
di drainase secara gravitasi sehingga memerlukan pembuatan polder dan
penerapan pompa mekanis yang memerlukan biaya sangat besar.

8.1.3. AspekPemetaan

(8) Survei ketebalan gambut telah dilakukan pada era 1970 hingga 1980 pada
kegiatan pembangunan transmigrasi di Pulau Sumatera dan Pulau
Kalimantan melalui Proyek P4S dengan menggunakan foto udara (black
white) yang selanjutnya berkembang menggunakan teknologi inderaja
(citra landsat) pada tahun 2000-an untuk menghasilkan peta skala
1:250.000 hingga 1:50.000. Data utama yang diambil adalah ketebalan,
kematangan, dan kerapatan isi gambut. Selanjutnya, pemetaan
berkembang selain pemetaan ketebalan gambut, juga pengamatan
karakteristik tanah, air, dan lingkungan. Pemetaan ini menggunakan
teknologi inderaja dipadukan dengan peta topografi dan LIDAR dalam
mendukung survei dan mampu mendapatkan data lapangan yang lebih
akurat. Skala peta yang dihasilkan adalah skala 1:50.000 hingga 1:5.000
atau lebih besar. Oleh karena itu, perkembangan pemetaan ini penting
untuk didayagunakan dalam perlindungan dan pengelolaan gambut.

9) Selain pemetaan ketebalan gambut yang dilakukan untuk menghitung
cadangan karbon dan potensi cadangan air, perlu pula dipertimbangkan
pemetaan gambut intensif. Pemetaan gambut intensif ini dapat ditujukan
untuk pengelolaan lahan dalam mendukung kegiatan sistem paludikultur
dengan modifikasinya, seperti agrosilvofishery, agroforestry dengan
tanaman kopi, pinang, dan sebagainya dalam meningkatkan pendapatan
masyarakat lokal di sekitar lahan gambut. Dari sisi waktu dan biaya,
pelaksanaan waktu survei pemetaan ketebalan gambut dan pemetaan
gambut intensif relatif sama, namun dapat memperoleh parameter
tambahan saat pengamatan pada pemetaan gambut intensif, yaitu: pH, Ec,
TMAT, dan lingkungan.

(10) Pemetaan ketebalan gambut perlu segera dilakukan di seluruh KHG untuk
menentukan ekosistem gambut sebagai fungsi lindung atau budi daya.
Pada ekosistem gambut fungsi budi daya perlu dilakukan survei gambut
intensif untuk mendapat data utama pengelolaan lahan dan air.
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8.1.4. Aspek Hidrologi

(112) Perhitungan neraca air pada suatu KHG/sub KHG, baik pada ekosistem
gambut fungsi lindung maupun fungsi budi daya sangat tergantung pada
jenis gambut ombrogen atau topogen. Neraca air pada suatu KHG sangat
ditentukan oleh kemampuan lahan gambut dalam menyimpan air dan
sekaligus berkaitan dengan batas masa tenggang. Batas masa tenggang
adalah kemampuan lahan gambut dalam menyimpan air dengan kondisi
tanpa adanya inflow atau masukan air dari hujan/air pasang mampu
bertahan akibat adanya proses evapotranspirasi. Batas masa tenggang
pada setiap KHG sangat dipengaruhi oleh jumlah ketersediaan air di lahan
gambut, jumlah kehilangan air oleh evapotranspirasi, dan ada tidaknya
penutup lahan (cover crops). Semakin lama batas masa tenggang akan
semakin baik kondisi lahan gambut dalam menghadapi kekeringan lahan,
dan sebaliknya.

(12) Penghitungan batas masa tenggang akan sangat bermanfaat dalam
pengelolaan lahan dan air di suatu KHG, yakni berapa lama potensi
kekeringan lahan, persiapan dalam menghadapi kondisi kekeringan lahan,
persiapan infrastruktur sebagai sumber air di lahan, dan persiapan staff
dalam mengatasi kekeringan dan kebakaran lahan gambut, serta
meningkatkan luasan penutup tanah dalam mengurangi evaporasi.
Pemilihan penutup tanah sebaiknya mempunyai fungsi ganda, seperti
jenis legum sp. Legum sp mampu mengurangi evaporasi dan sekaligus
mampu meningkatkan hara nitrogen dalam tanah. Gejala batas masa
tenggang pada lahan akan tampak dan ditunjukkan dengan adanya proses
pengeringan penutup tanah, sebagai akibat dari berkurangnya air pada
semua pori tanah dan tidak adanya daya kapiler tanah.

8.1.5. Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat

(13) Berbagai program pengembangan sosial-ekonomi masyarakat di lahan
gambut yang selama ini dilakukan telah menunjukkan dampak bagi sinergi
dan pengarusutamaan perlindungan gambut dalam berbagai kebijakan
pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam pemberdayaan masyarakat
melalui kelembagaan di tingkat tapak, yaitu desa. Program pengembangan
sosial ekonomi masyarakat melalui Desa Peduli Gambut telah disinergikan
dengan kebijakan-kebijakan di tingkat lokal, seperti pengembangan
kawasan perdesaan untuk kemudian diintegrasikan dalam rencana tata
ruang dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
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(14) Pengintegrasian aspek perlindungan gambut dalam kebijakan desa juga
telah dilakukan melalui peraturan desa dan pengalokasian pembiayaan
melalui dana alokasi desa. Program Desa Peduli Gambut juga telah
meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam hal ini Mitra
Pembangunan untuk turut serta mengembangkan penguatan sosial
ekonomi masyarakat di lahan gambut.

(15) Pada KHG target restorasi telah terdapat sinergi antara program Desa
Peduli Gambut dengan Perhutsos di lahan Gambut yang dilakukan oleh
KLHK. Sekitar 42% atau 218 KHG dari total 522 KHG target telah diberi
izin Perhutsos oleh KLHK. Hal ini merupakan peluang untuk dapat
disinergikan dengan Program Desa Peduli Gambut sehingga diharapkan
dapat menjadi modalitas bagi masyarakat dalam memperkuat aspek sosial
ekonomi di lahan gambut.

(16) Program supervisi pemegang konsesi di lahan gambut telah memberikan
dampak positif bagi para pelaku usaha. Sebanyak 24 perusahaan yang
disupervisi pada tahun 2019, sebanyak 20 perusahaan atau 69% yang
menyatakan tidak terjadi kebakaran lagi, 7 perusahaan atau 24,1%
menyatakan terbakar dengan luasan di bawah 10 hektare, sedangkan
sisanya 2 perusahaan atau 6,9% terbakar lebih dari 10 hektare.
Berdasarkan pemantauan hotspot dengan satelit modis, terdapat 234 titik
atau 0,008% dari total 29.309 hotspot tahun 2018 yang masuk dalam
wilayah konsesi yang sudah disupervisi. Namun setelah dilakukan proses
klarifikasi, hanya ada 4 perusahaan yang terindikasi betul-betul kebakaran
di lahan konsesi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa program supervisi
yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemegang konsesi dalam
mencapai kebasahan gambut menjadi salah satu kegiatan kunci agar
pemegang konsesi juga berkapasitas memadai dalam rangka
menyelaraskan antara kegiatan budi daya dan perlindungan ekosistem
gambut.

8.1.6. Aspek Dukungan Kebijakan

(17) Sebagai institusi yang diberikan mandat untuk mengkoordinasikan dan
memfasilitasi restorasi gambut, dukungan kebijakan bagi kelembagaan
BRG masih perlu ditingkatkan. Beberapa hal yang perlu diperkuat, antara
lain: (i) dukungan kewenangan yang memadai dalam merumuskan
perencanaan restorasi gambut yang di dalamnya mengatur tugas berbagai
instansi lain (pusat-daerah) dan para pemangku kepentingan dalam KHG
untuk melakukan restorasi gambut sesuai dengan tanggung jawabnya; (i)
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dukungan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap capaian peran dan tugas tiap-tiap institusi dan pemangku
kepentingan dalam KHG sesuai dengan rencana restorasi yang telah
ditetapkan oleh BRG; (iii) memperkuat tugas dan fungsi BRG untuk dapat
berperan serta dalam mengharmonisasikan kebijakan sektoral agar selaras
dengan rencana restorasi gambut; (iv) memperjelas tata hubungan kerja
antarorgan dalam BRG (termasuk tim pengarah teknis, kelompok ahli, dan
tim restorasi gambut daerah) maupun tata kerja antara BRG dengan K/L
dan pemerintah daerah terkait; (v) dukungan pendanaan, baik melalui
APBN/D maupun sumber lainnya, yang sah bagi pelaksanaan restorasi
gambut.

(18) Berbagai kebijakan dan peraturan teknis terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan ekosistem gambut, baik yang merupakan peraturan
pelaksana PP 71/2014 jo. PP 57/2016 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Gambut maupun peraturan pelaksana yang
dikeluarkan oleh K/L dan pemerintah daerah perlu diharmonisasikan agar
pelaksanaan Perpres 1 Tahun 2016 berjalan efektif. Beberapa hal,
misalnya, peran BRG dalam menyetujui dan memonitoring pelaksanaan
rencana pemulihan gambut yang dilakukan oleh para aktor agar selaras
dengan rencana restorasi berbasis KHG/Sub-KHG, integrasi rencana
restorasi gambut yang disusun BRG dalam Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG), baik nasional maupun daerah.

(19) Pada saat ini Rencana Restorasi Gambut oleh BRG masih membutuhkan
upaya-upaya untuk diintegrasikan dengan berbagai kebijakan
perencanaan pembangunan, yaitu: (i) Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional/Daerah beserta Renstra K/L maupun Renstra
Organisasi Perangkat Daerah, (ii) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut (nasional, provinsi dan kabupaten/kota), (iii) Rencana
Penataan Ruang Nasional/Daerah, dan (iv) Proyek Strategis Nasional.

8.2. Rekomendasi

Kebijakan dan upaya restorasi gambut yang saat ini dilakukan pemerintah melalui

BRG perlu dilanjutkan dengan melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan

pengalaman dan pembelajaran yang selama ini telah diperoleh. Untuk itu,

beberapa rekomendasi pokok yang perlu dilaksanakan ke depan adalah:

(1) Pelaksanaan restorasi gambut perlu dilakukan dengan berbasis KHG/Sub-
KHG melalui pendekatan berbagi air (sharing water). Untuk melaksanakan hal
ini diperlukan beberapa prasyarat berikut ini.
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a. Adanya data dasar berupa:

i. peta ketebalan gambut skala 1:50.000 maupun Digital
Elevation Model skala 1:2.000, termasuk peta penguasaan
lahan gambut;

ii. data neraca air dari suatu KHG/Sub-KHG target;

iii. peta penetapan fungsi lahan gambut yang telah terverifikasi;
b. Adanya sinergi atau penyesuaian rencana pemulihan setiap aktor
dalam satu KHG/Sub-KHG dengan rencana restorasi gambut pada
KHG/Sub-KHG target yang dibuat oleh BRG;
¢c. Monitoring dan evaluasi capaian pemulihan maupun restorasi tidak
hanya berdasarkan kriteria pemulihan berdasarkan ketentuan
peraturan yang ada saja, tetapi juga ketercapaian pembasahan lahan
gambut berdasarkan neraca air yang ada.

(2) Perlu memperbanyak riset aksi untuk mendapatkan neraca air sebagai salah
satu data penting dalam merumuskan rencana restorasi gambut berbasis
KHG/Sub-KHG. Dalam penghitungan Neraca Air ini juga diperlukan analisa
mengenai batas masa tenggang untuk memperkuat perumusan rencana
restorasi maupun pengelolaan gambut ke depan;

(3) Neraca air suatu KHG atau Sub — KHG yang independen perlu dibuat sebagai
pilot project restorasi ekosistem gambut, dimana masyarakat lokal harus
menjadi subjek dalam riset aksi (bukan menjadi objek proyek atau penelitian)
dan dilaksanakan dengan pendekatan yang sesuai dengan kearifan lokal dan
optimalisasi sumber daya lokal yang tersedia yang masih ataupun pernah ada.

(4) Sekat kanal dirancang berdasarkan peta indikatif skala 1 : 250.000 dan
dibangun berdasarkan Rencana Teknik Tahunan (RTT), yang kemudian
diturunkan menjadi SID dan DED dan berlanjut ke tingkat tapak. Oleh karena
itu diperlukan peta kawasan dan penetapan fungsi ekosistem gambut yang
rinci, akurat dan benar untuk mebuat rancangan lokasi penempatan dan
jumlah sekat kanal. Pembangunan sekat kanal telah dilakukan sejak tahun
2017 hingga 2019 sejumlah 6103 sekat kanal. Sejauh ini dampak
pembasahan akibat pembangunan struktur pembasahan (rewetting), yaitu
sekat kanal baru diketahui setelah pelaksanaan konstruksi. Sejatinya dampak
pembasahan sudah dapat diketahui pada saat desain/perancangan sebelum
DED dibuat agar diperoleh gambaran luasan pembasahan. Selanjutnya
dengan telah diketahuinya dampak pembasahan, maka harapan ke depan
akan dapat diketahui pula lokasi dan jumlah serta jenis sekat kanal agar
diperoleh dampak pembasahan maksimum.
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(5) Pembangunan sumur bor yang telah dilakukan oleh BRG sejumlah 13.816
buah sumur dari tahun 2017 hingga 2019. Sebagian sumur bor masih
dirasakan belum optimal manfaatnya dalam hal pemadaman kebakaran. Debit
maksimum yang dihasilkan per 1 buah pompa sekitar 6 liter/detik, sehingga
untuk membasahi gambut seluas 1 hektar dan setebal 10 cm, diperlukan
waktu sekitar 1,9 hari non-stop pompa bekerja. Dengan kondisi demikian,
pompa dapat digunakan terutama untuk maksud pembasahan dan menjaga
kelembaban gambut di musim kemarau atau maksimal dapat digunakan untuk
pemadaman awal ketika api belum membesar. Apabila kapasitas sumur bor
akan ditingkatkan, maka diperlukan informasi tambahan berupa kondisi
lapisan air tanah.

(6) Perlu dipertimbangkan penggunaan pemetaan gambut intensif untuk
menambah data dan informasi terkait dengan pH, Ec, TMAT, dan lingkungan
selain ketebalan gambut. Hal ini untuk mendukung adanya perencanaan yang
komprehensif, selain pembasahan juga penyediaan informasi yang dapat
mendukung  kegiatan  paludikultur dengan modifikasinya seperti
agrosilvofishery, agroforestry dengan tanaman kopi, pinang dan sebagainya
dalam meningkatkan pendapatan masyarakat lokal di sekitar lahan gambut.

(7) Perlu ditingkatkan sinergi dan pengarusutamaan program-program terkait
dengan sosial-ekonomi masyarakat yang selama ini telah dilakukan dengan
berbagai program pemerintah lainnya dalam KHG/Sub-KHG target, seperti:
Program Desa Sejahtera, Perhutanan Sosial di lahan gambut, dan berbagai
pengembangan desa lainnya seperti Kawasan Perdesaan, Rencana Tata
Ruang Wilayah, maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Program-program tersebut hendaknya disinergikan dengan program Desa
Peduli Gambut (DPG) yang dikembangkan oleh BRG. Selain itu, juga perlu
diperkuat akses dan sumber sistem pembiayaan bagi usaha masyarakat
digambut melalui berbagai program pemerintah untuk usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) maupun peluang pendanaan lainnya.

(8) Pelaksanaan supervisi pemegang konsesi sebagai bagian dari pengembangan
kapasitas perlu ditingkatkan. Supervisi ini, selain dengan pendekatan
KHG/Sub-KHG, juga perlu diinisiasi agar instansi pemerintah yang
bersangkutan (pusat maupun daerah) juga mampu melakukannya mengingat
jumlah pemegang konsesi yang relatif banyak. BRG dapat berkonsentrasi
pada pengembangan substansi maupun materi. Supervisi juga perlu menjadi
bagian dari Rencana Restorasi Gambut yang menjadi tugas dan tanggung
jawab bersama antara K/L dan pemerintah daerah yang berwenang.

/%




(9) Dukungan kebijakan perlu diarahkan untuk memperkuat peran BRG ke depan
dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu koordinasi dan fasilitasi.
Sebagai institusi yang diberi tugas untuk melakukan koordinasi, hendaknya
BRG juga diberi kewenangan untuk merumuskan Rencana Restorasi Gambut
yang merupakan rencana aksi berbagai institusi pusat — daerah maupun para
pemangku kepentingan lainnya yang wajib melakukan pemulihan
berdasarkan ketentuan yang telah ada. Artinya, pelaksanaan restorasi gambut
bukanlah secara keseluruhan harus dilakukan oleh BRG, namun BRG
berfungsi untuk memastikan, mengasistensi, dan sebagai quality assurance
bagi pelaksanaan restorasi gambut oleh instansi pusat-daerah dan para
pemangku kepentingan lainnya dalam suatu KHG/Sub-KHG target yang
mendasarkan pada Rencana Restorasi Gambut. Untuk hal ini, BRG juga perlu
diberi kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian
masing-masing pemangku kepentingan dalam satu KHG/Sub-KHG sebagai
bagian dari laporan kinerjanya.

(10) BRG perlu diberikan tugas dan wewenang untuk memastikan pengintegrasian
atau pengarusutamaan Rencana Restorasi Gambut yang disusunnya ke dalam
berbagai perencanaan pembangunan, yaitu: (i) Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional/Daerah beserta Renstra K/L maupun Renstra Organisasi
Perangkat Daerah, (ii) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Gambut (Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota), (iii) Rencana Penataan
Ruang Nasional/Daerah, dan/atau (iv) Proyek Strategis Nasional.
Pengintegrasian atau pengarusutamaan ini penting dilakukan agar restorasi
gambut menjadi bagian dari proses pembanguan yang secara kontinu
dilakukan oleh para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah.
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LAMPIRAN 1. METODE DAN CARA PENGHITUNGAN NERACA AIR

Neraca air lahan rawa gambut di Indonesia, dapat digambarkan melalui persamaan
neraca air yang dapat dituliskan sebagai berikut

AS =P +Qsi+Qgi-Qs0-Qgo—ET-|
Persamaan 1.

di mana

AS : Perubahan simpanan dalam akuifer (m)

P : Curah hujan (m)

Qsii : Masukan dari aliran permukaan (m)

Qg : Masukan dari aliran bawah permukaan (m)

Qs,0 : Keluaran dalam bentuk aliran permukaan (m)

Qg,0 : Keluaran dalam bentuk aliran bawah permukaan (m)
ET : Evapotranspirasi (m)

I . Intersepsi tajuk (m) — presipitasi yang tertahan oleh tumbuhan

Pada neraca air lahan gambut ombrogen, pada umumnya tidak terdapat masukan
dari lahan sekitarnya (Gillingham et. al., 2016), yaitu aliran permukaan maupun
aliran air tanah, atau nilainya tidak signifikan. Oleh karena itu, dengan
mengabaikan komponen-komponen yang tidak signifikan, yaitu Qs,i - masukan
dari aliran permukaan (m) dan Qg,i - masukan dari aliran bawah permukaan (m),
neraca air lahan gambut ombrogen disajikan pada Persamaan 2 berikut ini.

AS=P-Qs,0-Qg0—ET-I
Persamaan 2.

Neraca air berlaku dalam skala makro dan mikro. Dalam skala makro keluaran dan
masukan ditinjau dalam unit satuan luas lahan yang relatif besar, sedangkan dalam
skala mikro konteks yang paling relevan untuk tujuan budi daya tanaman adalah
dalam unit-unit kecil yang perakaran tanaman pada umumnya berada.

Perubahan simpanan air tanah dalam akuifer gambut dapat dinyatakan ke dalam
faktor perubahan elevasi permukaan air tanah yang dapat diukur pada titik-titik
penaatan ataupun pada titik-titik yang dipilih, baik secara manual maupun
penggunaan alat otomatis (misalnya logger). Perubahan simpanan dapat dihitung
secara sederhana dengan Persamaan 3 shb,
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AS = AH x Sf
Persamaan 3.
di mana
AH Perubahan tinggi muka air tanah (L)
) Storage Coefficient, yaitu unit perubahan tinggi muka air tanah pada

setiap unit masukan atau keluaran dari sistem (-)

Informasi curah hujan juga dibutuhkan untuk melengkapi analisis neraca air. Data
curah hujan sebaiknya dikumpulkan dari stasiun meteorologi terdekat selama
beberapa tahun ke belakang (sebaiknya 20 tahun ke belakang atau mengikuti
aturan hidrologi yang berlaku). Selain itu, data curah hujan di lokasi
pembendungan juga diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat.

Komponen curah hujan (P) dapat dimonitor langsung dengan menerapkan sistem
monitoring yang sudah baku, baik melalui pengoperasian alat otomatis (tipping
bucket, pressure gauge, dll.) yang tersedia secara komersial. Besarnya curah hujan
suatu daerah dapat diukur dengan membagi volume air yang masuk ke dalam
penakar hujan (yang diletakkan di daerah tersebut) dengan luas penampang
penakar hujan (lihat Gambar 7). Secara matematis besarnya curah hujan dapat
dituliskan dengan Persamaan 4.

CH=R/A
Persamaan 4.
di mana,
CH = Curah hujan (mm/hari)
R = Jumlah curah hujan/volume air tertampung pada wadah/alat (mm3/hari)

A = Luas penampang wadah/alat (mm?)




Pengukuran curah hujan dilakukan dengan menggunakan penakar hujan (rain
gauge) dan gelas ukur untuk menghitung volumenya (Suryadiputra, et. al., 2005)

Corong

Alat Penakar Curah
Hujam

Gelas ukur f Tabung air

(@) (b)

Sumber:

- Gambar (a) PT Wana Potensi Guna, Sumatera Selatan
- Gambuar (b) Suryadiputra, et. al., 2005

Gambar 1. Alat Ukur Curah Hujan

Keluaran melalui aliran permukaan (Qso) diukur secara langsung pada saluran-
saluran yang ada pada setiap lahan menggunakan bangunan ukur atau
menggunakan alat ukur arus.

Sementara itu, keluaran melalui aliran bawah permukaan (Qg,0) untuk lahan
gambut, rekaman kedalaman muka air tanah dapat dijadikan peubah untuk
menduga laju evapotranspirasi dan aliran bawah permukaan. Bila perekaman muka
air tanah dilakukan secara otomatis sehingga dapat mencakup interval waktu yang
cukup pendek (dalam interval 1 jam), komponen aliran air tanah (Qg,0) selama satu
hari dapat diestimasi berdasarkan data rekaman muka air tanah antara pukul
12.00--06.00 dini hari pada periode tanpa hujan sebagaimana disajikan pada
Persamaan 5.
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Qg,0=24 /6 x Sf x (H12.00 - H06.00)
Persamaan 5.

di mana:

Sf . Storage Coefficient

H12.00 : Tinggi muka air tanah terekam pada pukul 12.00 (cm)
H24.00 : Tinggi muka air tanah terekam pada pukul 06.00 (cm)

Dalam metode ini diasumsikan bahwa laju evapotranspirasi terjadi antara pukul
12.00 s.d. 06.00 dini hari adalah minimal dan dapat diabaikan (lihat Persamaan 6).
Metode ini dapat memberikan hasil yang overestimate. Oleh sebab itu, diperlukan
kehati-hatian dalam penerapannya dengan melakukan kalibrasi dengan metode
lain, misalnya, dengan pemodelan matematika berdasarkan konsep aliran air tanah
(metode Darcy, Hooghoudt, dsb). Keunggulan metode ini terletak pada
kesederhanaan dan kemudahan pelaksanaannya dan potensi menghasilkan data
berjumlah besar. Dengan metode ini, laju evapotranspirasi juga dapat ditaksir
sebagai selisih antara penurunan muka air tanah (drawdown) harian terhadap
keluaran dari aliran bawah permukaan.

ET = H06.00,i — H 06.00,i+1 — 24 /6 x Sf x (H12.00 - H06.00)
Persamaan 6.

di mana

ET : Evapotranspirasi (m)

HO06.00,i : Tinggi muka air tanah terekam pada pukul 06.00 pada hari
ke i tanpa hujan (cm)

H06.00,i+1 : Tinggi muka air tanah terekam pada pukul 06.00 pada hari

ke i+1 (hari berikutnya) tanpa hujan (cm)

Selanjutnya, intersepsi tajuk adalah kemampuan pohon menahan air hujan
kemudian diuapkan kembali ke udara. Intersepsi tajuk juga sangat penting secara
hidrologi karena intersepsi tersebut dapat memodifikasi neraca air, menaikkan
kehilangan penguapan (evaporation) total, dan mengurangi aliran permukaan.

Hujan yang jatuh di atas tegakan pohon sebagian akan melekat pada tajuk,
daun,dan batang; bagian ini disebut tampungan atau simpanan intersepsi yang
akhirnya segera menguap (Suryatmojo, 2006). Selanjutnya, Suryatmojo (2006)
juga menyatakan bahwa besar kecilnya intersepsi dipengaruhi oleh sifat hujan
(terutama intensitas hujan dan lama hujan), kecepatan angin, dan jenis pohon
(kerapatan tajuk dan bentuk tajuk). Intersepsi merupakan faktor penting dalam
daur hidrologi karena berkurangnya air hujan yang sampai di permukaan tanah
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oleh adanya proses intersepsi cukup besar (Asdak, 2002). Menurut Asdak (2002),
dari keseluruhan evapotranspirasi, besarnya intersepsi bervariasi, yaitu antara
35% hingga 75%. Menurut Bruijnzeel (dalam Asdak, 2002) besarnya intersepsi di
hutan hujan tropis berkisar antara 10% hingga 35% dari curah hujan total.
Menurut Palawi dalam Mechram (2012) dengan adanya intersepsi pohon, untuk
mengetahui besarannya, digunakan Persamaan 7.

IS =R-TF-SF
Persamaan 7.
di mana:
IS = Intersepsi
R = Curah Hujan
TF = Trough flow, dimana untuk mendapatkan nilai ini,
dihitung dengan cara
TF = X/D. X yaitu air yang tertampung dalam wadah(cm3),
serta D luas permukaan wadah (cm?).
SF = Stream flow, untuk mendapatkan data stream flow, digunakan rumus

SF=X/m.r?. Di mana X adalah air yang tertampung dalam wadah, it adalah tetapan
atau konstanta yang digunakan, dan r adalah proyeksi tajuk pohon.

Pengambilan sampling intersepsi ini dilakukan di titik-titk di mana penentuan titik
tersebut mengambil pada lahan yang ditumbuhi pepohonan (Suhermantoad, dkk.,
2019).Selanjutnya air tanah (groundwater) adalah air yang bergerak dan berada di
bawah permukaan tanah di dalam zona jenuh (saturation zone) dimana tekanan
hidrostatiknya sama atau lebih besar dari tekanan atmosfer. Sebagian besar air
tanah berasal dari air hujan yang meresap masuk ke dalam tanah.

Prinsip yang mengatur bagaimana cairan bergerak di bawah permukaan disebut
hukum Darcy. Hukum Darcy adalah persamaan yang mendefinisikan kemampuan
suatu fluida mengalir melalui media berpori seperti batu. Hal ini bergantung pada
prinsip bahwa jumlah aliran antara dua titik adalah berbanding lurus dengan
perbedaan tekanan antara titik-titik dan kemampuan media melalui yang mengalir
untuk menghambat arus. Dengan kata lain, hal ini bergantung pada kenyataan
bahwa jumlah aliran antara dua titik secara langsung berkaitan dengan perbedaan
tekanan antara titik-titik, jarak antara titik-titik, dan interkonektivitas jalur aliran
dalam batuan antara titik-titik. Pengukuran interkonektivitas disebut
permeabilitas.
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Hukum Darcy biasanya ditulis sebagai:

Q=-KAdh/dl
Persamaan 6.
dimana:
Q =laju aliran air (volume per waktu)
K = konduktivitas hidrolik
A = Luas sebuah kolom = luas penampang lintang
dh / dl = gradien hidrolik, yaitu, perubahan kepala panjang bunga.

Berikut pada Gambar 1, disajikan alat percobaan Hukum Darcy:

PERCOBAAN DARCY (1856)
, nmwl.u.ﬁn

ar : h,
e ¥ 5
| - g ; penampang A 4
150 x 202 il ¥

_ Datum (z=0)

Gambar 2. Alat Percobaan Hukum Darcy

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar persamaan Darcy K =
(Viskositas*Q*L)/(A*P) dapat berlaku antara lain :

Viskositas konstan pada kondisi isothermal.

Distribusi kecepatan sama.

Tidak adanya turbulensi.

Viskositas yang konstan, distribusi kecepatan konstan, tidak adanya
turbulensi, aliran laminer (viscous flow) menyebabkan tidak ada perubahan
friksi.

e. Tidak terjadi reaksi antara fluida yang mengalir dengan media yang dilaluinya.

o0 T
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Pembatasan Hukum Darcy :

a. Hukum Darcy hanya berlaku untuk tanah yang homogen dan isotropis.
Isotropis yaitu sifat tanah ke segala arah sama atau homogen dari atas sampai
kebawah.

b. Kontinuitas volume air yang masuk ke volume kontrol tidak sama dengan
volume yang keluar, tanpa menghiraukan volume kontrol. Kalau volume tetap
hukum darcy tidak berlaku.

c. Volume tanahnya tidak berubah, bagi tanah yang mengembang dan
mengkerut tidak berlaku Hukum Darcy.

d. Hukum darcy hanya berlaku pada aliran Laminer, aliran turbulen tidak
berlaku.

Hasil penelitian Muljana Wangsadipura, tahun 2005 memperlihatkan bahwa
formula Darcy masih absah (valid) digunakan untuk mengkaji aliran melalui media
gambut, dimana gradien hidraulis yang terjadi linier dan aliran adalah laminar.

Selanjutnya komponen intersepsi adalah komponen yang paling jarang datanya
dalam kajian hidrologi lahan gambut Indonesia saat ini, dan belum terdapat
metode pengukuran dalam bentuk Standar Nasional Indonesia. Kendala ini dapat
dikurangi bila persamaan neraca air sudah disusun secara lengkap dan komponen
ini ditaksir sebagai selisih yang dapat menyamakan kedua ruas persamaan neraca;
atau dengan menggunakan rujukan pada sumber-sumber sekunder dari kasus atau
keadaan atau lokasi serupa.

Prinsip penting penggunaan neraca air dalam tata-air lahan gambut yang lestari
adalah dengan memberikan perhatian pada segala perlakuan yang dapat atau
berpotensi menyebabkan defisit (AS bernilai negatif) dalam jangka panjang.
Karena curah hujan di lahan rawa gambut Indonesia terkonsentrasi di musim
hujan, dimana setiap kelebihan air perlu dikeluarkan karena akuifer sudah
mencapai kejenuhan, maka salah satu tindakan pencegahan yang dapat dilakukan
untuk mempertahankan simpanan pada akufier gambut, yaitu dengan mencegah
keluaran yang tidak perlu menjelang dan pada musim kemarau. Tindakan
pencegahan lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi gradien
hidrolika antara muka air tanah pada akuifer dengan muka air bebas pada saluran
dengan menutup pintu-pintu struktur pengendalian air pada musim kemarau; atau
dengan merancang struktur pengendalian air dengan amban sedemikian rupa
sehingga pada elevasi ambang terendah muka air saluran masih cukup tinggi untuk
mengurangi keluaran dari akuifer.
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Restorasi Gambut di Indonesia

LAMPIRAN 2. STUDI KASUS PERHITUNGAN NERACA AIR
Studi Kasus Perhitungan Neraca Air

Perhitungan Neraca Air telah pernah dilakukan padasub-KHG 4 kahayan
sebangau di pulang pisau kalimantan tengah (lihat Gambar 1).

1. Perhitungan Luas Pengaruh Curah Hujan Wilayah

KHG Sungai

2
- Sungai Sebangau

s KHG Sungai
Kahayan -
Sungai Kapuas

Basarangs.

Laut iaws

KETERANGAN

TR0

Sumber : BRG, 2019

Gambar 1. Sub-KHG 4 Kahayan Sebangau di Pulang Pisau Kalimantan Tengah.
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Pada KHG 4 yang digunakan adalah data hujan dari Stasiun Mandomai dan Stasiun
Mantangai. Berikut hasil perhitungan luas curah hujan pengaruh menggunakan
ArcGis.

Luas Pengaruh Stasiun hujan terhadap lakasi KHG 4 Kahayan Sebangau di Pulang
Pisau, Kalimantan Tengah (lihat Gambar 2 dan Tabel 1).

Gambar 2. Luas Pengaruh Stasiun Hujan Terhadap Lokasi KHG 4 Kahayan Sebangau

Tabel 1. Pengaruh Hujan

Stasiun Luas Pengaruh (Ha) Persentase

Mandomai 819.96 6%

Mantangai 12766.08 94%
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Berikut perhitungan curah hujan dengan metode Poligon Thiessen (1997-2015)
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Selanjutnya curah hujan dengan keandalan probabilitas 80% terpenuhi yang

Kalimantan Tengah

berpengaruh pada Sub-KHG 4 Kahayan Sebangau,

(lihat Tabel 2).




Tabel 2. Curah Hujan Diperhitungan Dengan 2-Mingguan

Waktu R80 (mm) Curah Hujan 80%
Januari 1 39.52 .

Januari 2 36.91|| _

Februari 1 24.45||

Februari 2 34.35

Maret 1 38.38 e
Maret 2 27.73
April 1 45.18 '
April 2 32.41

Mei 1 24.20

Mei 2 17.82

Juni 1l 14.91

Juni 2 11.77

Julil 4.64

Juli 2 0.90

Agustus 1 3.72

Agustus 2 5.37

September 1 0.54

September 2 4.74

Oktober1 19.57

Oktober 2 27.03

Nopember 1 53.15

Nopember 2 74.57

Desember 1 60.44

Desember 2 71.78




2. Perhitungan Evapotranspirasi

Data klimatologi yang digunakan dalam perhitungan evapotranspirasi adalah
rentang tahun 1997-2015, yang mempunyai posisi sebagaimana disajikan pada

Tabel 3 dan 4.
Tabel 3. Posisi Data Klimatologi
Longitude 114.0916
Latitude: -2.45

Latitude(radian) -0.04272




Tabel 4. Data Klimatologi

VT Suhu Rataq{ Kelembaban [Lama E’enyinaran .Lama Kecepatan Angin
rata (°C) |Rata-rata (%) (jam) Penyinaran (%) | Rata-rata (knot)
Januari 1 26.66 84.56 3.79 31.57 2.12
Januari 2 26.72 84.57 4.16 34.67 1.99
Februari 1 26.94 83.51 4.47 37.22 2.04
Februari 2 26.83 84.53 4.22 35.17 2.01
Maret 1 26.80 84.66 3.69 30.75 2.06
Maret 2 27.05 83.83 4.40 36.67 2.07
April 1 26.68 85.30 4.66 38.85 2.35
April 2 27.05 84.85 5.26 43.81 2.52
Mei 1 27.45 84.39 5.17 43.08 1.89
Mei 2 27.55 83.17 5.63 46.94 1.85
Juni 1 27.18 84.22 5.17 43.08 1.83
Juni 2 26.92 83.15 4.88 40.64 1.89
Juli 1 26.52 83.12 5.12 42.69 1.98
Juli 2 26.52 82.61 5.33 44.44 2.06
Agustus 1 26.46 80.61 5.89 49.10 2.18
Agustus 2 26.67 79.71 5.26 43.84 2.21
September 1 |26.85 80.61 4.03 33.58 2.09
September2 |27.09 80.23 4.23 35.27 2.12
Oktober 1 27.22 80.51 3.69 30.79 2.08
Oktober 2 27.28 81.66 3.98 33.14 2.04
Nopember 1 |27.24 82.96 4.38 36.48 2.09
Nopember2 |27.07 84.17 3.98 33.19 2.10
Desember1 |26.95 84.15 4,11 34.21 2.13
Desember2 [26.94 84.25 3.78 31.49 2.05

Dari data tersebut pada Tabel 5, kemudian dilakukan perhitungan
Evapotranspirasi, dalam hal ini menggunakan Metoda Penman-Monteith (Lihat
Tabel 5), yang sudah gigunakan sebagai standar.
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Tabel 5. Perhitungan Evapotranspirasi Menggunakan Metode Penman-

Monteith
PERHTUNGAN EVAPOTRANSPIRASI
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Hasil perhitungan evapotranspirasi pada lokasi Sub- KHG 4 Kahayan Sebangau,
Pulang Pisau di Kalimantan Tengan disajikan dalam bentuk Grafik pada Tabel 6.

Hasil perhitungan ini merupakan evapotranspirasi rata-rata dalam rentang 2-
mingguan, yang dinyatakan dalam satuan mm/hari.
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Tabel 6. Hasil Perhitungan Evapotranspirasi Pada Lokasi Sub- KHG 4 Kahayan

Sebangau
Waktu Eto (mm) Evapotranspirasi (mm/hari)
Januari 1 3.28| 5o
Januari 2 3.37|
Februari 1 3.60| 350 e~ S
Februari 2 3.51] .,
Maret 1 3.40]|| ¢
Maret 2 3.63 q
April 1 354 i
April 2 3.74 o
Mei 1 3.54
Mei 2 3.68
Juni 1 3.40
Juni 2 3.33
Juli 1 3.43
Juli 2 3.50
Agustus 1 3.88
Agustus 2 3.76
September 1 3.57
September 2 3.66
Oktober 1 3.51
Oktober 2 3.56
Nopember 1 3.53
Nopember 2 3.39
Desember 1 3.34
Desember 2 3.25
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3. Perhitungan R 80% — Evapotranspirasi

Banyaknya air efektif yang masuk kedalam tanah melalui proses infiltrasi adalah
merupakah selisih dari hujan andalan (R80%) — dikurangi dengan besarnya
Evapotranspirasi. Dalam hal ini digunakan data 2 mingguan, yang cukup memadai
untuk perhitungan berbagi air bagi tanaman yang ada di hilir kubah gambut. Tabel
8 menunjukkan kelebihan air atau defisit air rata-rata dalam rentang waktu 2-
mingguan yang dinyatakan dalam mm/hari

Tabel 7. Hasil Perhitungan R80% - Evapotranspirasi

R80%-Evapotranspirasi

Wakltu

Waktu R80 (mm)
Januari 1 36.24]
Januari 2 33.54
Februari 1 20.84,
Februari 2 30.84
Maret 1 34.98|
Maret 2 24.09
April 1 41.64
April 2 28.66
Mei 1 20.67
Mei 2 14.15
Juni 1 11.51
Juni 2 8.44
Juli 1 1.20
Juli 2 -2.60
Agustus 1 -0.16
Agustus 2 1.60
September 1 -3.03
September 2 1.08|
Oktober 1 16.06)
Oktober 2 23.47,
Nopember 1 49.62
Nopember 2 71.18
Desember 1 57.10
Desember 2 68.53

Perhitungan diatas menunjukkan bahwa pada Sub KHG-4, terjadi defisit pada
bulan Juli-2, Agustus dan September. Diluar bulan tersebut memungkinkan
dilakukan berbagi air untuk lahan gambut atau tanaman yang ada di hilir kawasan

lindung.
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4. Perhitungan Defisit air dan Kebutuhan Tampungan/Embung/Long Storage

Seperti diuraikan dalam perhitungan diatas, bahwa terjadi defisit air pada periode
Juli 2, Agustus 1, dan September 1. Jika memperhatikan seluruh Sub-KHG, maka
akan terjadi kekurangan air selama rentang waktu tersebut sebagai berikut, lihat

Tabel 8.
Tabel 8. Volume Kekurangan Air
Total Kekurangan air: -5.79 mm
Luas Daerah: 135,860,469 m2
Volume Kekurangan air: -786,732 m3

Maka diperlukan embung dengan volume 786.732 m3 untuk mengatasi defisit air
tersebut. Apabila tidak ditanggulangi, maka penurunan muka air tanah akan
terjadi sehingga kemungkinan akan terjadi emisi carbon yang berada dalam lahan
gambut dan dapat menyebabkan kebakaran.

5. Perhitungan Surplus air pada Bulan lainnya

Selain 3 periode yang mengalami deficit pada Sub-KHG-4, bulan lainnya
mempunyai surplus yang cukup besar. Dalam sisa waktu lainnya volume air pada
lokasi Sub-KHG tersebut mengalami surplus air yang dapat untuk berbagi air ke
hilirnya. Hasil perhitungan berbasis curah hujan andalan dikurangi
evapotranspirasi sebagai berikut, lihat Tabel 9.

Tabel 9. Volume Kelebihan Air

Total Surplus air: 587.00 mm

Luas sub-KHG: 135,860,469 m2

Volume Kelebihan air: 79,750,062 m3

6. Perhitungan Surplus air dikurangi kebutuhan embung

Volume air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan air di hilir (berbagi air),
merupakan total kelebihan air yang ada dikurangi dengan kebutuhan volume
embung/long storage untuk memenuhi defisit air pada musim kemarau 3 bulan
seperti diuraikan diatas. Dari perhitungan di Sub-KHG-4 ini dapat diperoleh
besarnya air yang dapat dibagikan adalah 78,9 juta m3 yang dapat dimanfaatkan
untuk budidaya, lihat Tabel 10.
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Tabel 10. Volume Sisa Air

Volume Kelebihan air: 79,750,061.59 m3
Volume embung: 786,732.43 m3
Volume Sisa 78,963,329.15 m3

7. Volume gambut pada Zona lindung Sub-KHG4

Lahan gambut pada zona lindung Sub-KHG 4 mempunyai kedalaman 0.5 m — 12
m. Dan luas zona lindung tersebut sebesar 13,586 hektar atau 135,860,469 m2.
Setelah dihitung volume dari setiap luasan beserta kedalamannya dengan GIS,
maka diperoleh volume gambut pada kubah tersebut (lihat Tabel 11) yang berada
pada kawasan lindung sebagai berikut:

Tabel 11. Volume Gambut

Total Volume pada Zona Lindung (m3) 997,318,517 m3
Total Volume pada Zona Lindung kedalaman 0.4m (m3) | 48,774,803 m3
Total Volume pada Zona Lindung kedalaman 1m (m3) 121,507,932 m3

Dengan demikian volume gambut yang lebih dalam dari 1 m merupakan volume
mayoritas lahan gambut di sub — KHG Kahayan Sebangau di Pulang Pisau
Kalimantan Tengah.

Kesimpulan:

Meskipun pada Sub KHG-4 Kahayan Sebangau di Pulang Pisau Kalimantan
Tengah, kubah gambutnya sangat dominan, namun masih sangat memungkinkan
dilakukan berbagi air untuk kawasan di hilirnya. Untuk perhitungan yang lebih
teliti, akan dapat diperoleh variasi air tanah untuk tetap dapat mempertahankan

MAT berada kurang dari 40 cm, dengan membangun embung. Perhitungan diatas
hanya memperhatikan curah hujan 2- mingguan, dan evapotranspirasi. Ketelitian
akan dapat dilakukan dengan memasukkan perubahan kandungan air tanah.
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Studi Kasus Pemodelan Tinggi Muka Air Tanah

Studi ini telah pernah dilakukan dengan mengambil lokasi di Pulang Pisau, di desa
Gahong yang terletak pada sub KHG 3, wilayah Kabupaten Pulang Pisau (lihat
Gambar 3).

Gambar 3. Peta Kanal di Pulang Pisau (kiri), Peta Kanal Gahong yang terletak di Sub KHG
3 (kanan)

Metode yang digunakan dalam pemodelan ini adalah metode analitis dan
pemodelan menggunakan software yang difokuskan kepada perencanaan neraca
air pada KHG Pulang Pisau Sub KHG Hulu, Kalimantan Tengah.

Metode penelitian ini dibagi didalam 3 tahapan yaitu :

e Tahapan Input data berupa penyediaaan data hujan, meteorologi, ketebalan
Gambut, topografi gambut dan tinggi muka air tanah.

e Tahapan analisis data yaitu berupa perencanaan neraca air kemudian
dilakukan pemodelan tinggi muka air tanah menggunakan Software FreeWat
—QGIS.
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e Tahapan Output yang didalamnya membahas tentang hasil perencanaan
neraca air dan tinggi muka air tanah pada Kawasan Hidrologi Gambut Pulang

Pisau Sub KHG Hulu.

Sebelum melakukan pemodelan menggunakan software Freewat penting untuk
mengetahui skema pemodelan. Berikut pada Gambar 4 disajikan skema

pemodelan menggunakan Software Freewatt.

Software Freewatt.

Sungai
Kahayan

Sedarlg“l;an 'pada Pada Musim
K saa u§|rg . Penghujan
emarau air dari air dari

sungai

masuk ke

kanal
H@H_E
<

/ Air dari kanal
mengal
menjuju ke

Sungai

Kesimpulan :

Kondisi ideal yang

seharusnya terjadi air|
dari sungai masuk ke
kanal sedangkan yan

REENENN
T
BN

1
REENEEREE RAANREN 1 |
TRERERS 1 4 Kanal
NABRENNE A NUAN: sl
nsn ‘

LN

i

L]
Lt

ENERERRNENENEN BO

Lahan
Gambut
yang akan
dimodelkan

NRRRNERE A
NERRREREED BE
ERRRERRRENEREE BRRERERDY
NUENENRNENERNE  ENRRNREN]
(TIT1 BN

EUERRERNNRNTEN
NUNRUNRRNRNRTE BURENRNNI|

Gambar 4. Skema pemodelan menggunakan Software Freewatt

Hasil analisis Neraca Air yang ada di kanal Gahong menunjukkan bahwa terdapat
5 bulan yang mengalami defisit air yaitu pada bulan Juni, Juli, Agustus, September

dan Oktober (lihat Gambar 5).
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Gambar 5. Grafik Neraca Air di Kanal Gahong

Kalibrasi Nilai Konduktivitas Hidraulik Gambut bertujuan untuk memperoleh nilai
koefisien hidraulik gambut dengan cara membandingkan hasil pemodelan dengan
data hasil pengukuran Tinggi Muka Air di lahan gambut.. Untuk memodelkan tinggi
muka air tanah di gambut bisa dengan menggunakan Persamaan pengatur Air
tanah seperti berikut.

S (dh/dt) = KV? -G
Persamaan 1.

Dimana S = Spesific Storage, K = Koefisien Hidraulik (m/hari), G = resapan, h =
Tinggi muka air tanah (m) dan t = Waktu (hari). Persamaan pengatur air tanah di
atas didiskritisasi menggunakan Elemen Hingga Beda Tengah. Berikut merupakan
hasil diskritisasi persamaan beda tengah:

ht1 = ht + At (K/S x d?h/dx?) +R x dt
Persamaan 2.
Dimana R = hujan (m/hari).




Berikut merupakan hasil kalibrasi dengan parameter model adalah Nilai Koefisien
Hidraulik Gambut sebesar 25 m/hari dan Ss=1 (lihat Gambar 6).
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Gambar 6. Perbandingan hasil model dan pengukuran

Didapatkan nilai Korelasi sebesar 0,85326, RMSE sebesar 0,02467 dan NSE
sebesar 0,999. Dari hasil nilai korelasi, RMSE, NSE dapat disimpulkan bahwa
model sudah mendekati dengan hasil pengukuran di lapangan. Dengan demikian
parameter model yakni Nilai koefisien Hidraulik gambut sebesar 25 m/hari dapat
digunakan untuk analisis selanjutnya.

Berikut merupakan asumsi yang digunakan untuk pemodelan tinggi muka air
tanah kanal Gahong yang terletak di Sub KHG 3. Kontur yang digunakan
menggunakan Data Kontur di Kanal Gahong. Pemodelan dilakukan pada lahan
300 x 1000 m, data Hujan R80% hasil analisis (mingguan), data Evapotranspirasi
Hasil analisis (mingguan). Data TMA Kanal menggunakan data debit Andalan FJ
Mock Q80 %. Pemodelan hanya di lakukan pada musim kemarau (5 bulan)
berdasarkan hasil neraca air di lokasi Gahong.. Berikut merupakan contoh hasil
pemodelan yang dilakukan pada 5 bulan berdasarkan data saluran muka air tanah
dekat Saluran Gahong (lihat Gambar 7 dan 8).
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Gambar 7. Perbandingan Hasil Pemodelan bulan September minggu ke-I (kiri) minggu
ke-II (kanan)
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Gambar 8. Perbandingan Hasil Pemodelan bulan September minggu ke-Il1 (kiri) minggu
ke-1V (kanan)
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Berikut merupakan rekapitulasi tinggi muka air tanah (MAT) hasil model
menggunakan software Freewatt (lihat Tabel 12).

Table 12. Hasil Pemodelan Tinggi Muka Air Tanah selama musim kemarau.

Minggu TMA lahan Minggu TMA lahan

gambut (m) gambut (m)
1 2.317 11 1.88
2 2.354 12 1.86
3 2.328 13 1.72
4 2.33 14 1.66
5 2.179 15 1.66
6 2.179 16 1.61
7 2.166 17 1.66
8 2.119 18 1.63
9 1.96 19 161
10 1.92 20 1.67

Dari hasil model TMA di lahan gambut terlihat dari Tabel 1 bahwa penurunan
tinggi muka air di lahan gambut terbesar terjadi di minggu ke 4 bulan September
dan minggu ke 3 bulan Oktober, hal ini dipengaruhi oleh besarnya
evapotranspirasi yang terjadi pada bulan tersebut dan juga rendahnya curah hujan
yang terjadi pada bulan tersebut. Hal ini yang mempengaruhi penurunan tinggi
muka air di lahan gambut pada bulan September dan Oktober.

Pembasahan gambut dapat dilakukan dengan menggunakan saluran sebagai
tampungan air untuk memenuhi kebutuhan air di lahan atau dikenal dengan istilah
long storage, yaitu dengan memasang sekat pada kanal untuk menampung air.
Pada model penelitian ini di variasikan tinggi sekat yang digunakan yaitu 20 cm,
30 cm dan 40 cm dimana cara pengukuran tinggi sekat kanal dihitung dari
permukaan tanah. Untuk menghitung efektivitas kanal erat kaitannya dengan
lama pembasahan menggunakan persamaan air tanah yang telah didiskritisasi
dengan beda tengah. Sehingga persamaan menjadi persamaan 8
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Berdasarkan data dan hasil simulasi model dapat ditarik kesimpulan penelitian
sebagai berikut:

¢ Hasil pemodelan neraca air pada lokasi ini didapatkan bahwa terdapat 5 bulan
neraca air mengalami defisit air yaitu pada bulan Juni, Juli, Agustus,
September dan Oktober;

«  Dari hasil pemodelan yang telah dikalibrasi diperoleh nilai koefisien hidraulik
gambut sebesar 25 m/hari nilai itu jika di bandingkan dengan penelitian yang
dilakukan sebelumnya sudah masuk dalam range nilai koefisien hidraulik
gambut pada penelitian sebelumnya;

e Hasil kalibrasi nilai koefisien hidraulik gambut didapatkan nilai nilai Korelasi
sebesar 0.85326, RMSE sebesar 0,02467 dan NSE sebesar 0,99;

¢ Dari hasil pemodelan tinggi muka air dilahan gambut didapatkan penurunan
tinggi muka air terbesar yang terjadi pada minggu ke-4 bulan September dan
minggu ke-3 bulan Oktober. Tinggi muka air tanah pada elevasi 1,61 m. Hal
tersebut di pengaruhi oleh besarnya evapotranspirasi serta rendahnya curah
hujan pada bulan September dan Oktober.

« Dengan tinggi sekat kanal 40 cm (Elev. 2,2 m) maka waktu yang diperlukan
air untuk mencapai ketinggian 2,2 m sesuai Permen KLHK no 16 tahun 2017
sekitar 32 hari (lihat Gambar 9).
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Gambar 9. Efektifitas kanal bulan September (kiri), Variasi tinggi penyekatan sekat (kanan)
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